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SAMBUTAN

Assalamualaikum Wr. Wb., Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan, berkat rahmat 
dan karunia-Nya Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan yang ditulis oleh 
Ananda A. Junaedi Karso ini telah terbit.

Akhirnya, atas nama Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah 
Makassar dan pribadi, saya menyambut baik atas diterbitkannya Buku 
Ajar Etika Politik Pemerintahan ini dan mengucapkan banyak terima 
kasih kepada penulis dan semua pihak yang turut serta membidani 
kelahirannya sebagai bahan referensi bagi mahasiswa khususnya Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Semoga Allah membalas semua kebaikannya. 
Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Billahit taufiq walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 17 November 2021

Universitas Muhammadiyah Makassar
Wakil Rektor III

Dr. Muhammad Tahir, M.Si.
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PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb., Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji dan syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT 
atas rahmat, taufik, dan hidayah yang sudah diberikan sehingga kami 
bisa menyelesaikan Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan ini tepat waktu. 
Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu 
para mahasiswa di dalam memahami seperti apa panduan di dalam 
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 
ini merupakan bahan referensi bagi mahasiswa khususnya Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas 
Muhammadiyah Makassar.

Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai 
etika politik pemerintahan yang berasal dari berbagai referensi.

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan 
kutip atau salah menorehkan sumber-sumber buku ajar etika politik 
pemerintahan. Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan 
buah hasil kerja keras kami sendiri, beberapa kami kutip dari berbagai 
sumber baik dari buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, website, maupun 
sumber lainnya. Ada banyak pula pihak yang sudah berjasa dalam 
membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan 
data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan 
banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun 
ketika menulis buku panduan ini.
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Kami sadar bahwa buku yang kami buat masih belum sempurna. 
Oleh karena itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para 
pembaca, agar ke depannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis 
sebuah buku.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak yang sudah 
turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga Allah SWT membalas 
kebaikan Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Billahit taufiq walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
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1

BAB I 
KONSEP DASAR DAN 
PENGERTIAN ETIKA 

PEMERINTAHAN

A. Pengertian Dasar Etika dan Perkembangannya
Secara etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani “ethos”. 

Kata Y unani “ethos” dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti 
yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, 
adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk 
jamak “ta etha” artinya adalah adat kebiasaan. Istilah lain yang identik 
dengan etika, yaitu usila (Sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-
dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su). Istilah selanjutnya 
adalah Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak.

Etika filosofis secara harfiah dapat dikatakan sebagai etika yang 
berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir, yang dilakukan oleh 
manusia. Oleh sebab itu, etika merupakan bagian dari filsafat; etika 
lahir dari filsafat. Frankena dalam Sumaryadi (2010) mengemukakan 
bahwa etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mencakup 
filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofis. Sebagai salah satu 
falsafah, etika berkenaan dengan moralitas beserta persoalan-persoalan 
dan pembenaran-pembenarannya. Moralitas sangat diperlukan dalam 
masyarakat karena perannya sebagai panduan bertindak (action guides).

Selanjutnya etika senantiasa dibicarakan, dipelajari sebagai ilmu, 
maka akan muncul berbagai rumusan definisi etika. Rumusan definisi 
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2 A. Junaedi Karso

etika secara jelas dalam perkembangan sebagaimana dirumuskan oleh 
para etikawan (YP. Wisok, 2009: 15-16) yaitu: Ethics is the study of 
right and wrong. Etika adalah studi tentang yang benar dan yang salah, 
artinya bahwa yang dimaksud adalah benar atau salahnya tindakan 
manusia. Etika dalam studi ini masih terlalu sempit karena terlalu 
legalistik atau etika hanya memperhatikan benar atau salahnya tindakan 
manusia menurut peraturan yang berlaku.

Ethics is the study of moral. Etika adalah studi tentang pandangan 
moral dan tindakan manusia. Definisi ini secara tepat menunjukkan objek 
material etika. Adapun secara objek formal etika bersama ilmu-ilmu 
yang lainnya, seperti sosiologis dan antropologi memberi pembatasan 
terhadap pandangan moral. Ethics is not the study of what is, but of 
what ought be. Etika bukanlah studi tentang apa yang ada melainkan 
apa yang seharusnya.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka pengertian dan definisi etika 
dari para filsuf atau ahli berbeda dalam pokok perhatiannya antara lain:

1. Merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentang
kebaikan dan sifat dari hak (The principles of morality,
including the science of good and the nature of the rights).

2. Pedoman perilaku, yang diakui berkaitan dengan memper-
hatikan bagian utama dari kegiatan manusia (The rules of
conduct, recognize in respect to a particular class of human
actions).

3. Ilmu mengenai watak manusia yang ideal, dan prinsip-prinsip
moral sebagai individual (The science of human character in its
ideal state, and moral principles as of an individual).

4. Merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban (The science of
duty).

Pencapaian etika dalam usaha manusia untuk memakai akal budi dan 
daya pikirannya dalam pemecahan masalah setiap kehidupan, tindakan 
yang terbaik mengarah kepada kebenaran, kebaikan, dan ketepatan. Etika 
secara lebih luas tidak hanya bicara baik dan buruk tetapi lebih dari itu, 
yaitu bertindak secara “benar, baik, dan tepat”. Memang sesuatu yang 
susah dan berat, etika dapat mencapai ketiga hal dimaksud, tetapi arah 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 3

dan tujuan untuk selalu berbuat yang menguntungkan semuanya sangat 
jelas dan memerlukan upaya-upaya yang sangat keras dalam mencapai 
ketiga hal dimaksud.

Untuk mencapai etika berbicara tentang apa yang “benar”, apa yang 
“baik” dan apa yang “tepat” diperlukan suatu patokan untuk berpikir 
secara etis. Menurut Dossy IP dan Bernanrd LT (2011: 16-18) terdapat 
3 (tiga) cara etika berpikir secara etis untuk mencapai benar, baik, dan 
tepat, yaitu:

1. Deontologis, adalah cara berpikir etis yang mendasarkan diri
pada hukum, prinsip, atau norma objektif yang dianggap harus
berlaku dalam situasi dan kondisi apa pun. Suatu tindakan
yang dapat dikategorikan dalam etika deontologis adalah
melaksanakan kewajiban terhadap tugas dan fungsi yang
didasarkan pada hukum dan norma sosial yang dipergunakan.

2. Tindakan ini perlu adanya sifat yang dapat merealisasikan
suatu kewajiban yang didasarkan pada hukum, sifat tersebut
adalah kejujuran, bersikap adil, taat pada hokum, dan saling
menghormati.

3. Teleologis, teleos, artinya tujuan. Cara berpikir teleologis
ini bukan tidak mengacuhkan atau mengindahkan terhadap
hukum. Lebih jauh berpikir teleologis tetap mengakui prinsip-
prinsip hukum, tetapi keberadaan hukum bukan merupakan
ukuran terakhir. Tujuan dan berikut akibatnya lebih penting
dan lebih diprioritaskan daripada hukum, akan tetapi dilihat
terlebih dahulu kapan etika teleologis ini diterapkan.

4. Pertanyaan selanjutnya yang lebih sentral dalam etika teleologis
menurut Dossy IP dan Bernard LT (2011: 17) ialah “apakah
suatu tindakan itu bertolak dari tujuan yang baik? Dan apakah
tindakan yang tujuannya baik, itu juga berakibat baik?”. Cara
berpikir teleologis, oleh karenanya tidak berpikir menurut
kategori “benar” dan “salah”, tapi menurut kategori “baik” dan
“jahat”. Betapapun “salah”nya, tapi kalau berangkat dari tujuan
“baik” dan akibatnya “baik”, maka tindakan itu baik secara etis.

5. Kontekstual. Etika dalam hal ini yang paling penting untuk
ditanyakan sebelum melakukan sesuatu, bukanlah apa yang
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4 A. Junaedi Karso

secara universal “benar”, bukan pula apa yang secara umum 
“baik” tetapi apa yang secara kontekstual paling pantas 
dan paling bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, 
bukan yang “benar” dan “baik”, tetapi apa yang secara 
kontekstual paling “tepat” untuk dilakukan saat itu. Etika ini 
memprioritaskan situasi dan kondisi sebagai pertimbangan 
pokok dalam melakukan keputusan etis.

Berdasarkan ketiga cara berpikir secara etis dimaksud, maka untuk 
dapat dicapai suatu etika yang mengandung kebenaran, kebaikan dan 
ketepatan diperlukan upaya yang sangat keras dan mungkin sulit untuk 
diwujudkan. Selalu berusaha dan mengarah kepada pencapaian yang 
baik, benar dan tepat dalam situasi dan kondisi apa pun dan berusaha 
untuk mengurangi tindakan yang merugikan semua pihak merupakan 
sebuah pedoman dalam melakukan tindakan.

B. Moral dan Etika
Etika sering disamakan artinya dengan moral. Akan tetapi pada

prinsipnya moral dan etika berbeda secara perspektif dan esensi 
pengertiannya. Nugroho (2000) menyatakan bahwa moral adalah ajaran 
tentang perilaku yang baik dan buruk, sedangkan etika adalah cabang 
filsafat yang secara teoretik menyoroti, menganalisis dan mengevaluasi 
ajaran-ajaran tersebut, tanpa mengajukan sendiri suatu ajaran tentang 
mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk.

Selain itu, Magnis Suseno dalam Sumaryadi (2010) menyatakan 
etika dibedakan dari ajaran moral. Ajaran moral sifatnya operasional, 
artinya langsung mengajarkan orang bagaimana harus hidup baik. 
Ajaran moral adalah rumusan sistematik terhadap anggapan apa yang 
bernilai dan serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan manusia. 
Sedangkan etika merupakan ilmu tentang norma-norma, nilai-nilai dan 
ajaran-ajaran moral, dengan kata lain etika adalah ilmu yang kritis. Etika 
menyediakan sarana rasional untuk mempertanyakan keabsahan norma-
norma moral dan merumuskan syarat-syarat keabsahannya.

Setiap perilaku manusia ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut serta 
prinsip-prinsip moral yang dipegangnya. Dengan demikian, moral itu 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 5

sendiri merupakan suatu sistem nilai yang menjadi dasar bagi dorongan 
atau kecenderungan bertindak. Nilai-nilai moral menurut Kumorotomo 
(2007) mempunyai karakteristik berikut. 

1. Primer
 Moral melibatkan suatu komitmen untuk bertindak dan 

merupakan landasan hasrat (appetitive basis) yang paling utama 
sehingga termasuk ke dalam nilai primer.

2. Riil
 Nilai moral bukan sekedar semu. Orang yang berwatak 

hipokrit sesungguhnya tidak mempercayai nilai moral yang 
bersangkutan.

3. Terbuka
 Ciri universalitas dari moral mengharuskan adanya lingkup 

yang terbuka sebab sekali nilai moral tertutup maka ia akan 
kehilangan universalitasnya.

4. Bisa bersifat positif maupun negatif
 Secara historis kita dapat menyaksikan perubahan-perubahan 

penekanan dari nilai negatif menjadi positif ataupun sebaliknya. 
Moral bisa berciri larangan-larangan maupun anjuran-anjuran.

5. Orde Tinggi atau Arsitektonik
 Nilai-nilai yang ordenya rendah (terutama orde pertama) tidak 

memiliki ciri intrinsik yang mengatur nilai-nilai yang lainnya. 
Suatu pengaturan yang melibatkan segala macam tindakan 
lainnya yang penting bagi moralitas, baik berupa ketaatan pada 
peraturan maupun pedoman-pedoman spiritual.

6. Absolut
 Moralitas pada manusia mestinya bebas dari sifat-sifat 

mementingkan diri sendiri yang terdapat pada kehendak-
kehendak relatif. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terdapat pada 
moral sangatlah spesifik. Secara spiritual maupun behavioral ia 
mencerminkan keluhuran budi manusia dan menjadi pedoman   
paling asasi dari tindakan-tindakannya. Sebagai nilai absolut dan 
riil, moral berkenaan dengan hasrat dan dorongan hakiki pada 
manusia yang diciptakan dengan kelengkapan akal dan pikiran.

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



6 A. Junaedi Karso

Pada umumnya kajian-kajian tentang moral atau moralitas dibagi 3 
(tiga) kelompok bidang kajian menurut Supardi dan Romli (2003), yaitu 
kognisi, afeksi, dan perilaku/psikomotorik. Berturut-turut unsur ini 
akan menentukan pemikiran, emosi, dan perilaku manusia.

1. Unsur Kognisi
 Unsur cipta sebagai salah satu bagian dari budi manusia 

mengarah pada terciptanya ilmu pengetahuan yang melahirkan 
manusia mempunyai akal, menghasilkan ilmu pengetahuan.

 Etika bagi kehidupan manusia baik individu maupun sosial, 
berkenaan dengan standar etika dan nilai absolut atau relatif, 
nilai moral universal, moral agama serta etika kekuasaan. 
Dengan demikian, etika yang mengandung unsur moralitas 
bertolak pada ilmu pengetahuan.

 Moral bersifat objektif yang datang dari pengaruh luar yang 
berlaku dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial yang 
mengharuskan individu berbuat sesuatu dengan norma di 
dalamnya.

2. Unsur Afeksi
 Seorang individu sebagai anggota masyarakat memerlukan 

penyesuaian diri dalam masyarakatnya, termasuk bertindak-
tanduk sesuai dengan etika moral yang berlaku. Untuk itu, 
ia harus mempunyai pengetahuan keterampilan mengenai 
pelaksanaan nilai-nilai etika, agar mampu bergaul sebagai 
anggota masyarakat.

3. Unsur Perilaku/Psikomotorik
 Sebagai proses mempelajari, seorang individu akan mempunyai 

keterampilan dan diharapkan dari keterampilan tersebut akan 
menjadi dasar perilaku seorang individu. Dalam hal ini, perilaku 
yang diharapkan adalah perilaku etika moral yang sesuai dengan 
norma dalam masyarakat lingkungannya.

C. Etika dan Etiket
K. Bertens (2000) membedakan istilah etika dan etiket sebagai 

berikut:
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 7

1. Etiket menyangkut cara perbuatan harus dilakukan manusia. Di 
antara beberapa cara yang mungkin, etiket menunjukkan cara 
yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam 
suatu kalangan tertentu. Misalnya jika karyawan menyerahkan 
sesuatu kepada atasan, harus menggunakan tangan kanan. 
Dianggap melanggar etiket apabila menyerahkan dengan tangan 
kiri. Sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannya 
suatu perbuatan, etika memberi norma tentang perbuatan itu 
sendiri. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin, tidak 
diperbolehkan. Apakah mencuri dengan tangan kanan atau kiri 
di sini sama sekali tidak relevan.

2. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang 
lain hadir atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. 
Misalnya dianggap melanggar etiket, bila kita makan sambil 
berbunyi atau dengan meletakkan kaki di atas meja, namun 
jika kita makan sendiri hal tersebut tidak melanggar etiket. Di 
sisi lain, etika tidak tergantung pada hadir tidaknya orang lain. 
Larangan untuk mencuri selalu berlalu, entah ada orang lain 
atau tidak.

3. Etiket bersifat relatif, suatu hal yang dianggap tidak sopan 
pada suatu kebudayaan, bisa saja dianggap hal yang wajar 
dalam kebudayaan lain. Etika lebih bersifat absolut, prinsip 
etika cenderung tidak bisa ditawar-tawar atau mudah diberi 
dispensasi. Jika kita berbicara etiket, kita hanya memandang 
manusia dari segi lahiriah saja, sedang etika menyangkut 
manusia dari segi dalam. Tidak merupakan kontradiksi, jika 
seseorang selalu berpegang pada etiket dan orang yang etis 
sifatnya tidak mungkin munafik, sebab seandainya munafik, hal 
itu dengan sendirinya berarti tidak bersifat etis. Sehingga orang 
yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik.

D. Kesimpulan
Etika adalah studi tentang pandangan moral dan tindakan manusia. 

Definisi ini secara tepat menunjukkan objek material etika. Adapun 
secara objek formal etika bersama ilmu-ilmu yang lainnya, seperti 
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8 A. Junaedi Karso

sosiologis dan antropologi memberi pembatasan terhadap pandangan 
moral. Ethics is not the study of what is, but of what ought be. Etika 
bukanlah studi tentang apa yang ada melainkan apa yang seharusnya. 

Adapun Unsur ini akan menentukan pemikiran, emosi, dan perilaku 
manusia.

1. Unsur Kognisi
Unsur cipta sebagai salah satu bagian dari budi manusia
mengarah pada terciptanya ilmu pengetahuan yang melahirkan
manusia mempunyai akal, menghasilkan ilmu pengetahuan.
Etika bagi kehidupan manusia baik individu maupun sosial,
berkenaan dengan standar etika dan nilai absolut atau relatif,
nilai moral universal, moral agama serta etika kekuasaan.
Dengan demikian, etika yang mengandung unsur moralitas
bertolak pada ilmu pengetahuan.
Moral bersifat objektif yang datang dari pengaruh luar yang
berlaku dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial yang
mengharuskan individu berbuat sesuatu dengan norma di
dalamnya.

2. Unsur Afeksi
Seorang individu sebagai anggota masyarakat memerlukan
penyesuaian diri dalam masyarakatnya, termasuk bertindak-
tanduk sesuai dengan etika moral yang berlaku. Untuk itu,
ia harus mempunyai pengetahuan keterampilan mengenai
pelaksanaan nilai-nilai etika, agar mampu bergaul sebagai
anggota masyarakat.

3. Unsur Perilaku/Psikomotorik
Sebagai proses mempelajari, seorang individu akan mempunyai
keterampilan dan diharapkan dari keterampilan tersebut akan
menjadi dasar perilaku seorang individu. Dalam hal ini, perilaku 
yang diharapkan adalah perilaku etika moral yang sesuai dengan
norma dalam masyarakat lingkungannya.
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9

BAB II 
ETIKA POLITIK PEMERINTAH

A. Pengertian Pemerintahan
Secara etimologis, istilah pemerintahan berasal dari kata dasar 

“perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, atau 
komando. Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut government 
yang berasal dari bahasa Latin: gobernare, greek kybernan yang berarti 
mengemudikan atau mengendalikan.

Secara umum pemerintah merupakan organisasi, badan, lembaga 
yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum 
serta undang-undang di wilayah tertentu. Menurut C.F Strong 
dalam bukunya Modern Political Constitutions menyebutkan bahwa 
“Government is therefore that organization in which is vested the rights 
to exercise sovereign powers”. Pemerintahan adalah organisasi dalam 
mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau 
tertinggi. Jadi pemerintah diartikan sebagai organisasi atau lembaga. 
Sumaryadi (2010) mengemukakan bahwa pemerintahan merupakan 
organisasi yang memiliki:

1. otoritas memerintah dari sebuah unit politik.
2. kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political 

society).
3. aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi 

dan menjalankan kekuasaan.
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10 A. Junaedi Karso

4. kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, 
untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan 
administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Finer (1974) menyatakan bahwa istilah “government” paling 
sedikitnya mempunyai empat arti, yaitu:

1. Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu 
melaksanakan kontrol atas pihak lain (The activity or the 
process of governing);

2. Menunjukkan masalah-masalah (hal ihwal) negara dimana 
kegiatan atau proses di atas dijumpai (states of a!airs); 

3. Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani 
tugas-tugas untuk memerintah (people charged with the duty 
of governing);

4. Menunjukkan cara, metode, atau sistem yang digunakan untuk 
memerintah masyarakat tertentu (the manner, method or 
system by which a particular society is governed).

S.E Finer mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam arti 
luas. Dengan adanya pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, maka 
terdapat pula pemerintah dan pemerintahan dalam arti sempit. Menurut 
ajaran tripraja, pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi eksekutif 
saja, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi segala kegiatan 
dari pemerintah dalam arti sempit atau perbuatan memerintah yang 
dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai 
tujuan pemerintahan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah 
perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-
badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan 
pemerintahan negara.

Dalam perspektif cybernologic, menurut Ndraha (2003) pemerintahan 
didefinisikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai   
konsumer (produk-produk pemerintahan) akan pelayanan publik dan 
pelayanan civil; badan yang berfungsi sebagai prosesor (pengelola, 
provider)-nya disebut pemerintah; konsumer produk-produk 
pemerintahan disebut yang diperintah; hubungan antara pemerintah 
dengan yang diperintah disebut hubungan pemerintahan; personel 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 11

pemerintah disebut aktor pemerintah; dan aktor yang melakukan tugas 
tertentu disebut artis pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
pemerintahan merupakan sebuah sistem multiproses yang bertujuan 
memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah 
akan jasa publik dan layanan civil.

Menurut Ndraha (2003), sistematika pemerintahan yang terkait 
dengan pemerintah umum sebagai berikut:

1. Pemerintahan digolongkan menjadi dua yakni pemerintahan
konsentratif dan pemerintahan dekonsentratif.

2. Pemerintahan dekonsentratif terdiri dari pemerintahan luar
negeri dan pemerintahan dalam negeri.

3. Pemerintahan dalam negeri meliputi pemerintahan sentral dan
pemerintahan desentral.

4. Pemerintahan sentral meliputi pemerintahan umum dan
bukan pemerintahan umum yang berupa urusan pertahanan
keamanan, luar negeri,yustisi, dan moneter.

Pengertian Etika Pemerintahan
Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang 

baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan 
dengan hakikat manusia. Sumaryadi (2010) menyatakan bahwa etika 
pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka 
yang bekerja dan untuk pemerintahan. Etika pemerintahan melibatkan 
aturan dan pedoman tentang panduan bersikap dan berperilaku untuk 
sejumlah kelompok yang berbeda dalam lembaga pemerintahan, 
termasuk para pemimpin terpilih (seperti presiden dan kabinet menteri), 
DPR (seperti anggota parlemen), staf politik dan pelayan publik.

Kelompok-kelompok ini dihadapkan dengan berbagai pertanyaan 
etika yang sulit dan sangat unik. Bolehkah seorang pejabat publik 
dapat menyewa perusahaannya sendiri untuk bekerja bagi pemerintah? 
Bolehkah wakil-wakil terpilih diizinkan untuk menerima hadiah mahal 
dari kelompok-kelompok lobi? Bagaimana seharusnya pegawai negeri 
memperlakukan rekan sekerja atau bawahan? Etika pemerintahan 
mengidentifikasi sikap dan tingkah laku yang tepat dalam setiap situasi 
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12 A. Junaedi Karso

dan menetapkan aturan-aturan perilaku bagi para pejabat publik untuk 
mengikutinya.

Etika pemerintahan merupakan etika terapan yang berperan 
dalam urusan pengaturan tata kelola pemerintah. Etika pemerintahan 
merupakan bagian dari yurisprudensi praktis (practical jurisprudence) atau 
filosofi hukum (philosophy of law) yang mengatur urusan pemerintah 
dalam hubungannya dengan orang-orang yang mengatur dan mengelola 
lembaga pemerintahan.

Etika pemerintahan mencakup isu-isu kejujuran dan transparansi 
dalam pemerintahan, yang pada gilirannya berurusan dengan hal-hal 
seperti; penyuapan (bribery); korupsi politik (political corruption); korupsi 
polisi (police corruption); etika legislatif (legislatif ethics); etika peraturan 
(regulatory ethics); konflik kepentingan (conflict of interest); pemerintahan 
yang terbuka (open of government); etika hukum (legal ethics).

B. Pentinganya Etika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Etika pemerintahan disebut selalu berkaitan dengan nilai-nilai 

keutamaan yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara 
selaku manusia sosial (makhluk sosial). Nilai-nilai keutamaan yang 
dikembangkan dalam etika pemerintahan adalah:

1. Penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM lainnya.
2. Kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia 

lainnya (honesty). Keadilan dan kepantasan merupakan sikap 
yang terutama harus diperlakukan terhadap orang lain.

3. Kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar 
terhadap godaan (fortitude).

4. Kesederhanaan dan pengendalian diri (temperance).
5. Nilai-nilai agama dan sosial budaya termasuk nilai agama agar 

manusia harus bertindak secara profesional dan bekerja keras.

Etika pemerintahan berhubungan dengan keutamaan yang harus 
dilaksanakan oleh para elit pejabat publik dan staf pegawai pemerintahan. 
Wujud etika pemerintahan adalah aturan-aturan ideal yang dinyatakan 
dalam UUD baik yang dikatakan oleh dasar negara (Pancasila) maupun 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 13

dasar-dasar perjuangan negara (Teks Proklamasi). Dalam hal ini, etika 
pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat elit politik 
untuk bersikap jujur, amanah, siap melayani, berjiwa besar, memiliki 
keteladanan, rendah hati dan siap untuk mundur dari jabatan publik 
apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya 
bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Etika dan moral sangat penting dalam pemerintahan, dalam hal 
ini dengan adanya etika dalam pemerintahan maka pemerintahan 
akan berjalan dengan lebih baik. Para aparatur pemerintahan memiliki 
kesadaran moral yang tinggi pada para politisi, pemerintah dalam 
mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kejujuran, 
kebenaran dan keadilan dapat diwujudkan.

Ada beberapa alasan mengapa etika pemerintahan penting 
diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap 
dan akuntabel, menurut Dwiyanto (2000) bahwa; = Pertama, masalah-
masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah di masa mendatang akan 
semakin kompleks. Modernitas masyarakat yang semakin meningkat 
telah melahirkan berbagai masalah-masalah publik yang semakin banyak 
dan komplek dan harus diselesaikan oleh birokrasi pemerintah.

- Dalam kasus pembebasan tanah, misalnya pilihan yang dihadapi 
oleh para pejabat birokrasi seringkali bersifat dikotomis dan 
dilematis. Mereka harus memilih antara memperjuangkan 
program pemerintah dan memperhatikan kepentingan 
masyarakatnya. Masalah-masalah yang ada dalam grey area 
seperti ini akan semakin banyak dan kompleks seiring dengan 
meningkatnya modernitas masyarakat. Pengembangan etika 
birokrasi mungkin bisa fungsional terutama dalam memberi 
policy guidance kepada para pejabat birokrat untuk memecahkan 
masalah-masalah yang dihadapi.

- Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan 
dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan 
birokrasi. Dinamika yang terjadi dalam lingkungan tentunya 
menuntut kemampuan birokrasi untuk melakukan adjustment 
agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam 
lingkungannya.
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14 A. Junaedi Karso

Dalam praktik pemerintahan di negara-negara berkembang, praktik 
penyimpangan seperti korupsi, suap, kolusi dan nepotisme akan tetap 
semakin marak dijalankan, apabila pejabat publik dan aparat birokrasinya 
ingin memperkaya diri dengan cara mencuri dan merampok kekayaan 
rakyat yang dititipkan melalui negara. Oleh sebab itu, sangat penting 
untuk diberlakukan penerapan etika dalam kehidupan pejabat publik, 
aparat pemerintah baik secara individu maupun secara kolektif.

C. Kesimpulan
Etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mencakup filsafat 

moral atau pembenaran-pembenaran filosofis. Sebagai salah satu 
falsafah, etika berkenaan dengan moralitas beserta persoalan-persoalan 
dan pembenaran-pembenarannya. Moralitas sangat diperlukan dalam 
masyarakat karena perannya sebagai panduan bertindak (action guides).

Pencapaian etika dalam usaha manusia untuk memakai akal budi dan 
daya pikirannya dalam pemecahan masalah setiap kehidupan, tindakan 
yang terbaik mengarah kepada kebenaran, kebaikan dan ketepatan. Dalam 
perspektif cybernologik, menurut Ndraha (2003) pemerintahan sebagai 
proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumer (produk-produk 
pemerintahan) akan pelayanan publik dan pelayanan sivil; badan yang 
berfungsi sebagai prosesor (pengelola, provider)-nya disebut pemerintah.

Etika pemerintahan merupakan etika terapan yang berperan 
dalam urusan pengaturan tata kelola pemerintah. Etika pemerintahan 
merupakan bagian dari yurisprudensi praktis (practical jurisprudence) 
atau filosofi hukum (philosophy of law) yang mengatur urusan pemerintah 
dalam hubungannya dengan orang-orang yang mengatur dan mengelola 
lembaga pemerintahan.

Etika pemerintahan mencakup isu-isu kejujuran dan transparansi 
dalam pemerintahan, yang pada gilirannya berurusan dengan hal-hal 
seperti; penyuapan (bribery); korupsi politik (political corruption); korupsi 
polisi (police corruption); etika legislatif (legislative ethics); etika peraturan 
(regulatory ethics); konflik kepentingan (conflict of interest); pemerintahan 
yang terbuka (open of government); etika hukum (legal ethics).
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 15

Etika dan moral sangat penting dalam pemerintahan, dalam hal 
ini dengan adanya etika dalam pemerintahan maka pemerintahan 
akan berjalan dengan lebih baik. Para aparatur pemerintahan memiliki 
kesadaran moral yang tinggi pada parpolitisi, pemerintah dalam 
mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kejujuran, 
kebenaran dan keadilan dapat diwujudkan.
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BAB III 
PANCASILA SEBAGAI 

ETIKA POLITIK

Masalah etika merupakan masalah yang makin mendapat
perhatian di dunia, bahwa cita-cita reformasi untuk membangun 

Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil 
perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun 
oleh Orde Baru. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat 
sipil demokratis, adanya dan ditegakkannya hokum untuk supremasi 
keadilan, pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya 
keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin 
kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi 
yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangunan Indonesia Baru dari 
hasil reformasi atau perombakan tatanan kehidupan Orde Baru adalah 
sebuah “masyarakat multikultural Indonesia” dari puing-puing tatanan 
kehidupan Orde Baru yang bercorak “masyarakat majemuk” (plural 
society). Sehingga, corak masyarakat Indonesia yang bhinneka tunggal 
ika bukan lagi keanekaragaman suku-bangsa dan kebudayaannya tetapi 
keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang 
multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang 
mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara 
individual maupun secara kebudayaan (Fay 1996, Jary dan Jary 1991, 
Watson 2000). Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat 
(termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) dilihat sebagai 
mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat 
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18 A. Junaedi Karso

tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik 
tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih 
kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang 
mempunyai kebudayaan yang seperti sebuah mosaik tersebut (Reed, ed. 
1997). Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai 
acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang 
dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap 
dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: “kebudayaan 
bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”.

A. Konsep-Konsep Dasar
Sebelum membahas pengertian etika politik terlebih dulu harus 

dipahami arti konsep-konsep dasar yang erat kaitannya seperti etika, 
moral, norma dan nilai sebagai berikut:

1. Etika
Secara etimologi “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” 

yang berarti watak, adat ataupun kesusilaan. Jadi etika pada dasarnya 
dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa 
patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan (Syafiie, 1993). 
Dalam konteks filsafat, etika membahas tentang tingkah laku manusia 
dipandang dari segi baik dan buruk. Etika lebih banyak bersangkut 
dengan prinsip-prinsip dasar pembanaran dalam hubungan dengan 
tingkah laku manusia (Kattso!, 1986).

Selanjutnya etika dapat dibagi atas etika umum dan etika khusus. 
Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap 
tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu 
dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika 
khusus terbagi menjadi etika individual, yaitu membahas kewajiban 
manusia terhadap di diri sendiri dan etika sosial membahasi kewaiban 
manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat (Suseno, 
1987). Pada dasarnya etika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan 
nilai-nilai seperti nilai baik dan buruk, nilai susila atau tidak susila, nilai 
kesopanan, kerendahan hati dan sebagainya.

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 19

a. Sumber Kebaikan dan Keburukan
Sumber kebaikan dan keburukan ĺ kemauan bebas untuk memilih

Teori kemauan bebas, yaitu: determinisme dan indeterminisme

- Determinisme: “Manusia sejak semula sudah ditetapkan/
direncanakan”
Determinisme materialistis :

- “Manusia serba materi ĺ Hukum alam”
Darwinisme ĺ Manusia hasil perkembangan alamiah.

- “Strunggle for life, survival of the fittest” = perjuangan hidup,
siapa yang kuat dialah yang hidup terus menerus
La Mettic (Mesin), fourbach (atheisme)

- Determinisme – Religius
- “Kekuasaan Tuhan menjadi prinsip penetapan tingkah laku

manusia”
- Indeterminisme
- Manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat dan memilih
- tanpa kemauan bebas manusia tidak mungkin mengetahui

moral yang baik
- Kriteria tentang baik dan buruk
- Hedonisme ĺ kenikmatan

Utilisme ĺ kemanfaatan
Vitalisme ĺ kekuatan hidup/kekuasan. Persaingan adalah
dinamika hidup

- Sosialisme ĺ pandangan masyarakat
- Religiusme ĺ sesuai dengan kehendak Tuhan
- Homarisme ĺ kodrat manusia (human-nature)
Religiusme ĺ Islam memiliki 5 kategori
Baik : Baik sekali = wajib; Baik = sunnat, Netral = mubah; buruk =

makruh, buruk sekali = haram

Humanisme ĺ tindakan yang baik adalah tindakan yang sesuai 
dengan derajat manusia, tidak mengurangi/menentang kemanusiaan

- Kebaikan berdasarkan kodratnya ĺ kebaikan kodrati
- Kebaikan yang mengatasi kodrat ĺ kebaikan adi kodrati/

kebaikan wahyu Tuhan
- Akal budi ĺ penerang baik buruknya tindakan
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20 A. Junaedi Karso

- Hati nurani ĺ indeks (petunjuk), indeks (hakim, index 
(penghukum)

b. Pendekatan Etika
Normatif Etik ĺ melalui penelaahan dan penyaringan ukuran-

ukuran normatif seseorang berperilaku sesuai dengan norma yang telah 
disepakati baik lisan maupun tulisan

Deskriptif Etik ĺ sadar akan kebaikan etika tapi tidak merasa perlu 
mentaatinya secara keseluruhan

Practical Etik ĺ sadar memperlakukan etika sesuai status dan 
kemampuannya

Norma Dasar Etika (metaethics)
ĺ Norma ke-Tuhanan (Hablum Minallah)
“Manusia berperilaku etika ĺ melaksanakan perintah/menjauhi 

larangan Tuhan”
ĺ Norma kemanusiaan (Hablum Minannas)
“Perilaku Etika ĺ berakibat baik pada kehidupan bersama”

c. Prinsip-Prinsip Etika
The Great Ideas : A syntopicon of Great Books of western World
- 120 macam “ide agung” ĺ enam landasan prinsipil etika :
- Prinsip keindahan (Beauty)
- Prinsip persamaan (Equality)
- Prinsip Kebaikan (Good)
- Prinsip Keadilan (Justice)
- Prinsip Kebebasan (Library)
- Prinsip kebenaran (Truth)
PRINSIP KEINDAHAN
- Hidup ini indah/ bahagia
- Penampilan yang serasi dan indah, penataan ruangan kantor
PRINSIP PERSAMAAN
- Hakekat kemanusiaan ĺ persamaan / kesederajatan
- Menghilangkan perilaku diskriminatif
- Perlakuan pemerintah terhadap daerah/ warga negara harus 

sama ĺ tinggi rendahnya urgensi/prioritas
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 21

PRINSIP KEBAIKAN
- Kebaikan: sifat/karakterisasi dari sesuatu yang menimbulkan 

pujian ĺ Good (baik)
- Good ĺ persetujuan, pujian, keunggulan atau ketepatan
- Kebaikan ilmu pengetahuan ĺ objektivitas. Kemanfaatan dan 

rasionalitas.
- Kebaikan tatanan sosial ĺ sadar hukum, saling hormat

PRINSIP KEADILAN
- Romawi Kuno ( justice) ĺ “Justice est contants et perpetua 

voluntas jus suum curque tribuendi”
- Keadilan ĺ kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan 

kepada setiap orang apa yang semestinya

PRINSIP KEBEBASAN
- Kebebasan ĺ keleluasaan untuk bertindak /tidak bertindak 

berdasarkan pilihan yang tersedia
- Kebebasan :
- Kemampuan menentukan diri sendiri
- Kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan
- Syarat-syarat yang memungkinkan manusia untuk melak-

sanakan pilihan-pilihannya beserta konsekuensinya
- Kebebasan tidak ada tanpa tanggung jawab. Tak ada tanggung 

jawab tanpa kebebasan

PRINSIP KEBENARAN
- Teori-teori kebenaran
- Kebenaran dalam pemikiran (truth in the mid)
- Kebenaran dalam kenyataan (truth in the reality)

2. Moral
Moral merupakan patokan-patokan, kumpulan peraturan lisan 

maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak 
agar mnejadi manusia yang lebih baik. Moral dengan etika hubungannya 
sangat erat, sebab etika suatu pemikiran kritis dan mendasar tetang ajaran-
ajaran dan pandangan moral dan etika merupakan ilmu pengetahuan yang 
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22 A. Junaedi Karso

membahas prinsip-prinsip moralitas (Devos, 1987). Etika merupakan 
tingkah laku yang bersifat umum universal berwujud teori dan bermuara 
ke moral, sedangkan moral bersifat tindakan lokal, berwujud praktik dan 
berupa hasil buah dari etika. Dalam etika seseorang dapat memahami 
dan mengerti bahwa mengapa dan atas dasar apa manusia harus hidup 
menurut norma-norma tertentu, inilah kelebihan etika dibandingkan 
dengan moral. Kekurangan etika adalah tidak berwenang menentukan 
apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang, sebab wewenang 
ini ada pada ajaran moral.

Norma
Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang 

mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi 
panduan, tatanan, padanan dan pengendali sikap dan tingkah laku 
manusia. Agar manusia mempunyai harga, moral mengandung 
integritas dan martabat pribadi manusia. Sedangkan derajat kepribadian 
sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya, maka makna moral 
yang terkandung dalam kepribadian seseorang tercermin dari sikap dan 
tingkah lakunya. Oleh karena itu, norma sebagai penuntun, panduan 
atau pengendali sikap dan tingkah laku manusia.

Nilai
Nilai pada hakikatnya suatu sifat atau kualitas yang melekat pada 

suatu objek, namun bukan objek itu sendiri. Nilai merupakan kualitas 
dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian 
nilai dijadikan landasan, alasan dan motivasi dalam bersikap dan 
berperilaku baik disadari maupuin tidak disadari. Nilai merupakan 
harga untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran, 
kemanusiaan (Kamus Bahasa Indonesia, 2000).

Nilai akan lebih bermanfaat dalam menuntun sikap dan tingkah laku 
manusia, maka harus lebih di kongkritkan lagi secara objektif, sehingga 
memudahkannya dalam menjabarkannya dalam tingkah laku, misalnya 
kepatuhan dalam norma hukum, norma agama, norma adat istiadat dll.
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 23

3. Etika Politik
Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan 

manusia. Karena itu, etika politik mempertanyakannya tanggung jawab 
dan kewajiban manusia sebagai manusia dan sebagai warga negara 
terhadap negara, hukum dan sebagainya (lihat suseno, 1986). Selanjutnya 
dijelaskan bahwa “Dimensi Politis Manusia” adalah dimensi masyarakat 
sebagai keseluruhan. Jadi yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang 
disebut “Politis” adalah pendekatan itu trejadi dalam kerangka acuan 
yang berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Dimensi politis 
itu sendiri memiliki dua segi fundamental yang saling melengkapi, 
sesuai kemampuan fundamental manusia yaitu pengertian dan kehendak 
untuk bertindak. Struktur ganda ini, “tahu” dan “mau” dapat diamati 
dalam semua bidang kehidupan manusia.

Sesuai kemampuan ganda manusia, maka ada dua cara menata 
masyarakat yaitu penataan masyarakat yang normatif dan efektif 
(Suseno, 1986). Lembaga penataan normatif masyarakat adalah hukum. 
Hukumlah yang memberitahukan kepada semua anggota masyarakat 
bagaimana mereka harus bertindak. Hukum terdiri dari norma-norma 
bagi perilaku yang benar dan salah dalam masyarakat. Tetapi hukum 
hanya bersifat normatif dan tidak efektif. Artinya, hukum sendiri tidak 
bisa menjamin agar anggota masyarakat patuh kepada norma-normanya. 
Sedangkan penataan yang efektif dalam menentukan perilaku masyarakat 
hanyalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan 
kehendaknya. Lembaga itu adalah Negara. Karena itu hukum dan 
kekuasaan Negara menjadi bahasan utama etika politik. Tetapi perlu di 
pahami bahwa baik “hukum” maupun “Negara” memerlukan legitimasi.

Sebagai salah satu cabang etika, khususnya etika politik termasuk 
dalam lingkungan filsafat. Filsafat yang langsung mempertanyakan 
praksis manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab 
dan kewajiban manusia. Ada bebagai bidang etika khusus, seperti etika 
individu, etika sosial, etika keluarga, etika profesi, dan etika pendidikan.
dalam hal ini termasuk setika politik yang berkenaan dengan dimensi

politis kehidupan manusia. Etika berkaitan dengan norma moral, 
yaitu norma untuk mengukur betulsalahnya tindakan manusia sebagai 
manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung 
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24 A. Junaedi Karso

jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai 
warga Negara terhadap Negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya.

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-
alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik 
secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka 
dan apriori, melainkan secara rasional objektif dan argumentatif. Etika 
politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik 
membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan 
secara obyektif. Hukum dan kekuasaan Negara merupakan pembahasan 
utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang 
normatif, kekuasaan Negara sebagai lembaga penata masyarakat yang 
efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (makhluk 
individu dan sosial). Jadi etika politik membahas hokum dan kekuasaan. 
Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral 
bagi suatu Negara adalah adanya cita-cita The Rule Of Law, partisipasi 
demokratis masyarakat, jaminan ham menurut kekhasan paham 
kemanusiaan dan sturktur kebudayaan masyarakat masing-masing dan 
keadaan sosial.

Legitimasi Sosiologis
Paham sosiologis tentang legitimasi mempertanyakan motivasi-

motivasi apakah yang nyata-nyata membuat masyarakat mau menerima 
kekuasaan atau wewenag seseorang, sekelompok orang atau penguasa. 
Magnis-Suseno menyebutkan motivasi penerimaan kekuasaan 
sebagaimana dirumuskan oleh Weber yaitu: (1) “Legitimasi Tradisional” 
yakni keyakinan dalam suatu masyarakat tradisonal, bahwa pihak yang 
menurut tradisi lama memegang pemerintahan memang berhak untuk 
memerintah, misalnya golongan Bangsawan atau keluarga raja dan 
memang patut untuk ditaati. (2) “Legitimasi Kharismatik” Berdasarkan 
perasaan kagum, hormat, dan cinta masyarakat terhadap seseorang 
pribadi yang sangat mengesankan sehingga masyarakat bersedia taat 
kepadanya. (3) “Legitimasi rasional-Legal” Berdasarkan kepercayaan 
pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seseorang atau 
penguasa.
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 25

Legalitas
Suatu tindakan adalah legal apabila dilakukan sesuai dengan 

hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi legalitas adalah kesesuaian 
dengan hukum yang berlaku. Legalitas menuntut agar kekuasaan 
ataupun wewenang dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Jadi suatu 
tindakan adalah sah apabila sesuai, tidak sah apabila tidak sesuai dengan 
hukum yang berlaku. Karena itu legalitas merupakan salah satu kriteria 
keabsahan suatu kekuasaan atau wewenang.

Legitimasi Etis
Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan wewenang ataupun 

kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Legitimasi ini muncul 
dalam konteks bahwa setiap tindakan pemerintah apakah Legislatif, 
Eksekutif maupun Yudikatif dipertanyakan dari segi norma-norma 
moral. Pertanyaan yang timbul merupakan unsur penting untuk 
mengarahkan “kekuasaan” dalam menggunakan kebijakan-kebijakan 
yang semakin sesuai tuntutan kemanusian yang adil dan beradab.

Legitimasi Kekuasaan
Pokok permasalahan etika politik adalah legitimasi etis kekuasaan. 

Sehingga penguasa memiliki kekuasaan dan masyarakat berhak untuk 
menuntut pertanggung jawaban. Kewibawaan penguasa yang paling 
meyakinkan adalah keselarasan social, yakni tidak terjadi keresahan 
dalam masyarakat. Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, 
perlawanan, dan kekacauan menandakan bahwa masyarakat resah. 
Sebaliknya, keselarasan akan tampak apabila masyarakat merasa tenang, 
tentram dan sejahtera. Jadi secara etika politik seorang penguasa yang 
sesungguhnya adalah keluhuran budinya.

Legitimasi Moral dalam Kekuasaan
Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi 

norma-norma moral. Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap 
tindakan Negara baik legislatif maupun eksekutif dapat dipertanyakan 
dari segi norma-norma moral. Tujuannya adalah agar kekuasaan itu 
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26 A. Junaedi Karso

mengarahkan kekuasaan kepamakaian kebijakan dan cara-cara yang 
semakin sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaan yang adil dan 
beradab. Moralitas kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh nilai-nilai 
yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Apabila masyarakatnya 
adalah masyarakat yang religius, maka ukuran apakah penguasa itu 
memiliki etika politik atau tidak tidak lepas dari moral agama yang 
dianut oleh masyarakatnya.

Pancasila sebagai Sumber Etika
Tataran nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan system 

nilai dalam kehidupan manusia. Secara teoritis nilai-nilai pancasila dapat 
dirinci menurut jenjang dan jenisnya.

- Menurut jenjangnya sebagai berikut:

a. Nilai Religius ;
 Nilai ini menempati nilai yang tertinggi dan melekat / dimiliki 

Tuhan Yang Maha Esa yaitu nilai yang Maha Agung, Maha 
Suci, Absolud yang tercermin pada Sila pertama pancasila yaitu 
“Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Nilai Spiritual ;
 Nilai ini melekat pada manusia, yaitu budi pekerti, perangai, 

kemanusiaan dan kerohanian yang tercermin pada sila kedua 
pancasila yaitu ”Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

c. Nilai Vitalitas;
 Nilai ini melekat pada semua makhluk hidup, yaitu mengenai 

daya hidup, kekuatan hidup dan pertahanan hidup semua 
makhluk. Nilai ini tercermin pada sila ketiga dan keempat dalam 
pancasila yaitu “Persatuan Indonesia” dan “Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
/ perwakilan”

d. Nilai Moral
 Nilai ini melekat pada prilaku hidup semua manusia, seperti 

asusila, perangai, akhlak, budi pekerti, tata adab, sopan santun, 
yang tercermin pada sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan 
yang adil dan Beradab”.
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 27

e. Nilai Materil
Nilai ini melekat pada semua benda-benda dunia. Yang
wujudnya yaitu jasmani, badani, lahiriah, dan kongkrit. Yang
tercermin dalam sila kelima pancasila yakni “Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia”.

- Menurut jenisnya sebagai berikut:

• Nilai Ilahiah ialah nilai yang dimiliki Tuhan Yang Maha Esa,
yang melekat pada manusia yaitu berwujud harapan, janji,
keyakinan, kepercayaan, persaudaraan, persahabatan.

• Nilai Etis ialah nilai yang dimiliki dan melekat pada manusia,
yaitu berwujud keberanian, kesabaran, rendah hati, murah hati,
suka menolong, kesopanan, keramahan.

• Nilai Estetis melekat pada semua makhluk duniawi, yaitu
berupa keindahan, seni, kesahduan, keelokan, keharmonisan.

• Nilai Intelek yaitu melekat pada makhluk manusia, berwujud
ilmiah, rasional, logis, analisis, akaliah.

Selanjutnya secara konsepsional nilai-nilai yang terkandung dalam 
pancasila terdiri dari nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis.

Nilai Dasar
Merupakan prinsip yang bersifat sangat Abstrak, umum-universal 

dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dengan kandungan kebenaran 
bagaikan Aksioma, berkenaan dengan eksistensi, sesuai cita-cita, tujuan, 
tatanan dasar dan ciri khasnya yang pada dasarnya tidak berubah 
sepanjang zaman.

Nilai dasar Pancasila bersifat Abadi, Kekal, yang tidak dapat 
berubah, wujudnya ialah sila-sila pancasila : Ketuhanan Yang Maha Esa, 
kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / 
perwakilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Juga dapat ditemukan dalam 4 alinea pembukaan UUD 1945 dan 
pokokpokok pikiran yaitu;
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28 A. Junaedi Karso

Dalam pembukaan UUD 1945 :

- Alinia 1= mencerminkan keyakinan kemerdekaan ialah hak segala 
bangsa, perikemanusian dan perikeadilan. Konsekuensi logisnya adalah 
penghapusan penjajahan diatas muka bumi.

Nilai Instrumental :

Berupa penjabaran nilai dasar, yaitu arahan kinerja untuk kurun 
waktu tertentu dan kondisi tertentu. Sifat kontektual, harus disesuaikan 
dengan tuntutan jaman. Nilai Instrumental berupa kebijakan, strategi, 
system, rencana, program dan proyek.

Pelaksanaan umum dari nilai dasar, biasanya dari wujud norma 
sosial ataupun norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi 
dalam lembaga-lembaga yang bersifat dinamik. Menjabarkan nilai dasar 
yang umum kedalam wujud kongkrit, sehingga dapat sesuai dengan 
perkembangan jaman, merupakan semacam tafsir politik terhadap nilai 
dasar umum tersebut.

Nilai instrummental terpengaruh oleh waktu, keadaan, dan 
tempat, sehingga sifat dinamis, berubah, berkembang, dan enovatif. 
Kontektualisasi nilai dasar harus dijabarkan secara kreatif dan dinamik 
kedalam nilai instrumental penjabaran nilai dasar terwujud ke dalam:

TAP MPR, PROPENAS UNDANG-UNDANG, DAN 
PERATURAN PELAKSANAAN
Nilai Praksis

Nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari, 
istilah “PRAKSIS” tidak seluruhnya sama maknanya dengan istilah 
“PRAKTIK”. Praksis harus selalu Pased on Values, sedangkan Praktik 
bisa bersifat Value Free, maka secara hierarkhis praksisi berada dibawah 
nilai instrumental dan menjabarkan nilai instrumental tersebut secara 
taat asas (konsisten).

Merupakan interaksi antara nilai instrumental dengan situasi 
kongkrit padatempat dan waktu tertentu.juga merupakan gelanggang 
pertarungan antara idealisme dengan realitas, yang tidak dapat 
sepenuhnya kita kuasai, ada kalanya justru kondisi objektif itu yang jauh 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 29

lebih kuat dari nilai praksis berupa nilai yang sebenarnya kita laksanakan 
dalam kehidupan kenyataan sehari-hari, contohnya = memelihara 
persahabatan.

Berbagai wujud penerapan Pancasila dalam kenyataan sehari-hari, 
baik oleh para penyelenggara Negara maupun oleh masyarakat Indonesia 
sendiri, misalnya dalam kerukunan hidup beragama, praksisnya: 
silahturahmi antarumat beragama, melakukan dialog antarumat 
beragama, toleransi dan saling menghormati.antar umat beragama.

Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-silanya, 
yaitu:

a. Sila pertama: menghormati setiap orang atau warga negara
atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan
kepercayaannya masing-masing, serta menjadikan ajaran-ajaran
sebagai anutan untuk menuntun ataupun mengarahkan jalan
hidupnya.

b. Sila kedua: menghormati setiap orang dan warga negara sebagai
pribadi (personal) “utuh sebagai manusia”, manusia sebagai
subjek pendukung, penyangga, pengemban, serta pengelola
hak-hak dasar kodrati yang merupakan suatu keutuhan dengan
eksistensi dirinya secara bermartabat.

c. Sila ketiga: bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi
segmentasi-segmentasi atau primordialisme sempit dengan
jiwa dan semangat “Bhinneka Tunggal Ika”-“bersatu dalam
perbedaan” dan “berbeda dalam persatuan”.

d. Sila keempat: kebebasan, kemerdekaan, dan kebersamaan
dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah untuk
mencapai kemufakatan secara jujur dan terbuka dalam menata
berbagai aspek kehidupan.

e. Sila kelima: membina dan mengembangkan masyarakat yang
berkeadilan sosial yang mencakup kesamaan derajat (equality)
dan pemerataan (equity) bagi setiap orang atau setiap warga
negara.

f. Sila-sila dalam pancasila merupakan satu kesatuan integral dan
integrative menjadikan dirinya sebagai sebagai referensi kritik
sosial kritis, komprehensif, serta sekaligus evaluatif bagi etika
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30 A. Junaedi Karso

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara. 
Konsekuensi dan implikasinya ialah bahwa norma etis yang 
mencerminkan satu sila akan mendasari dan mengarahkan sila-
sila lain.

Etika Kehidupan Berbangsa (Tap MPR No 01/MPR/2001) 1 
Tanda-tanda mundurnya pelaksanaan etika berbangsa

- Konflik sosial berkepanjangan
- Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam 

kehidupan sosial
- Melemahnya kejujuran dan sikap amanah
- Pengabaian ketentuan hukum dan peraturan

1 Faktor-faktor penyebab mundurnya pelaksanaan etika
 Faktor internal :

- Lemahnya penghayatan dan pengamalan agama
- Sentralisasi di masa lalu
- Tidak berkembangnya pemahaman/penghargaan 

kebinekaan
- Ketidakadilan ekonomi
- Keteladanan tokoh/pemimpin yang kurang
- Penegakan hukum yang tidak optimal
- Keterbatasan budaya lokal merespon pengaruh dari luar
- Meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian dan 

narkoba Faktor Eksternal :
- Pengaruh globalisasi
- Intervensi kekuatan global dalam panutan kebijakan 

nasional
2 Pokok-Pokok Etika Berbangsa

- Etika sosial budaya
- Etika politik pemerintahan
- Etika ekonomi dan bisnis
- Etika penegakan hukum
- Etika keilmuan
- Etika lingkungan

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 31

3 Good Governance Sebagai Etika Pemerintahan
- Partisipasi
- Aturan Hukum (rule of law)
- Transparansi
- Daya tanggap (responsiveness)
- Berorientasi konsensus (Consensus Orientation)
- Berkeadilan (Equity)
- Akuntabilitas (Accountability)
- Bervisi strategis (Strategic vision)
- Efektifitas dan efisiensi
- Saling keterkaitan (interrelated)

Strategi/pendekatan peningkatan etika
- Pendekatan larangan (Don’t Approach)
- Pendekatan Untung-rugi (&RVW�±�%HQH¿W�$SSURDFK)
- Pendekatan sistem (System Approach)
- Pendekatan kerjakan (Do Approach)

Pemberdayaan Etika Pancasila dalam Konteks Kehidupan 
Akademik

Pancasila sebagai dasar etika dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara diberdayakan melalui kebebasan akademik 
untuk mendasari suatu sikap mental atau attitude. Kebebasan akademik 
adalah hak dan tanggung jawab seseorang akademisi. Hak dan tanggung 
jawab itu terkait pada susila akademik, yaitu;

1. Curiosity, dalam arti terus menerus mempunyai keinginan 
untuk mengetahui hal-hal baru dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan, tidak mengenal titik henti, yang berpengaruhi 
dengan sendirinya terhadap perkembangan etika;

2. Wawasan, luas dan mendalam, dalam arti bahwa nilai-nilai 
etika sebagai norma dasar bagi kehidupan suatu bangsa dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak terlepas dari 
unsur-unsur budaya yang hidup dan berkembang dengan ciri-
ciri khas yang membedakan bangsa itu dari bangsa lain;
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32 A. Junaedi Karso

3. Terbuka, dalam arti luas bahwa kebenaran ilmiah adalah sesuatu
yang tentatif, bahwa kebenaran ilmiah bukanlah sesuatu yang
hanya sekali ditentukan dan bukan sesuatu yang hanya sekali
ditentukan dan bukan sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat,
yang implikasinya ialah bahwa pemahaman suatu norma etika
bukan hanya tekstual, melainkan juga kontekstual untuk diberi
makna baru sesuai dengan kondisi aktual yang berkembang
dalam masyarakat;

4. Open mindedness, dalam arti rela dan rendah hati (modest)
bersedia menerima kritik dari pihak lain terhadap pendirian
atau sikap intelektualnya;

5. Jujur, dalam arti menyebutkan setiap sumber atau informasi
yang diperoleh dari pihak lain dalam mendukung sikap atau
pendapatnya; serta

6. Independen, dalam arti beranggungjawab atas sikap dan
pendapatnya, bebas dari tekanan atau “kehendak yang
dipesankan” oleh siapa pun dan dari mana pun.

Pancasila sebagai core philosophy bagi kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, an bernegara, juga meliputi etika yang sarat dengan nilai-nilai 
filsafati; jika memahami Pancasila tidak dilandasi dengan pemahaman 
segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalah segi-segi filsafatnya, 
maka yang ditangkap hanyalah segi-segi fenomenalnya saja, tanpa 
menyentuh inti hakikinya.

B. Kesimpulan
Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas masalah

baik dan buruk. Ranah pembahasannya meliputi kajian praktis dan 
refleksi filsafati atas moralitas secara normatif. Kajian praktis menyentuh 
moralitas sebagai perbuatan sadar yang dilakukan dan didasarkan pada 
norma-norma masyarakat yang mengatur perbuatan baik (susila) dan 
buruk (asusila). Adapun refleksi filsafati mengajarkan bagaimana tentang 
moral filsafat mengajarkan bagaimana tentang moral tersebut dapat 
dijawab secara rasional dan bertanggung jawab.
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 33

Pancasila sebagai core philosophy bagi kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, juga meliputi etika yang sarat dengan 
nilai-nilai filsafati; jika memahami Pancasila tidak dilandasi dengan 
pemahaman segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalah segi-
segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalah segi-segi fenomenalnya 
saja, tanpa menyentuh inti hakikinya.

Pancasila merupakan hasil kompromi nasional dan pernyataan resmi 
bahwa bangsa Indonesia menempatkan kedudukan setiap warga negara 
secara sama, tanpa membedakan antara penganut agama mayoritas 
maupun minoritas. Selain itu juga tidak membedakan unsur lain seperti 
jender, budaya, dan daerah.

Tapi banyak isu sara yang masih terjadi dalam masyarakat, 
penyebabnya adalah perilaku masyarakat dan negara cenderung 
menunjukkan inkonsistensi dengan Pancasila. Hal tersebut berkaitan 
dengan belum tersusunnya filsafat Pancasila ke dalam sistem perilaku 
masyarakat. Di sisi lain berbagai kebijakan perundangundangan, 
peraturan pemerintah, peraturan daerah, meskipun secara verbal 
menyebut Pancasila sebagai sumber, isinya justru bertentangan dengan 
Pancasila.

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



34 A. Junaedi Karso H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



35

BAB IV 
HAM, KEKUASAAN, 
DAN DEMOKRASI

A. Konsep HAM dan Penerapannya
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar dan kebebasan

dimana semua manusia berhak atasnya. Konsep HAM didasarkan pada 
keyakinan bahwa semua manusia diberkahi dengan hak tertentu hanya 
karena alasan sebagai manusia. James (1992) menyatakan HAM sifatnya 
universal dalam arti semua orang memiliki dan harus bergembira karena 
HAM dan menjadi bebas dalam pengertian bahwa HAM itu eksis dan 
tersedia sebagai standar justifikasi dan krisisme apakah HAM itu eksis 
dan tersedia sebagai standar justifikasi dan krisisme apakah HAM diakui 
atau tidak dan dilaksanakan atau tidak oleh sistem hukum (by the legal 
system) atau pejabat dan pemerintah satu negara.

HAM bertujuan mengidentifikasi prasyarat penting baik yang 
negatif maupun positif bagi pentingnya satu kehidupan minimal yang 
baik (a minimally good life), seperti hak untuk menentang kekerasan. 
Aspirasi ini telah diabadikan dalam berbagai deklarasi dan konvensi-
konvensi hukum yang diisukan selama tahun 1950-an, yang dimulai oleh 
Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights) 
tahun 1948 dan yang diabadikan juga oleh the European Convention 
on Human Rights (1954) and the International Convenant on Civil and 
Economic Rights (1966).
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36 A. Junaedi Karso

Hak-hak Asasi Manusia (HAM) merupakan elemen yang sangat 
fundamental dalam negara modern berdasarkan asas rule of law dalam arti 
luas. Darumurti (2012) menyatakan HAM meletakkan batasan terhadap 
negara dalam hubungan rakyat/warga negara, baik berkenaan dengan 
kekuasaan rule making, rule executing, maupun rule adjudicating. 
Karenanya, merupakan kaidah yang normal bahwa tindakan diskresi 
pemerintah tidak boleh melanggar HAM (baik sipil, politik, ekonomi, 
sosial, maupun budaya).

Dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, asas-asas 
pemerintahan berdasarkan HAM ini perlu ditonjolkan dalam kaitan 
dengan positivisasi HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Dengan positivisasi tersebut 
maka pengujian tindakan diskresi pemerintah berdasarkan kaidah-
kaidah HAM secara spesifik telah menjadi pendekatan rule based.

Positivisasi HAM dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 
39 tahun 1999 telah membuka ruang diskusi baru mengenai bagaimana 
seharusnya pemerintah bersikap dalam menyikapi masyarakat yang 
menuntut hak asasinya. Sebagai contoh, salah satu hak asasi yang dijamin 
oleh UUD 1945, khususnya pasal 28, adalah hak untuk berserikat, 
berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Semenjak runtuhnya 
pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, semakin banyak elemen 
masyarakat yang menggunakan haknya dalam mengemukakan pendapat 
di muka umum melalui aksi demonstrasi. Bagaimana seharusnya aparat 
pemerintah bertindak dalam menghadapi demonstrasi telah menjadi 
perdebatan yang menarik dalam konteks etika pemerintahan.
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 37

Gambar 4.1 Demonstrasi Massa. Bagaimana seharusnya aparat 
pemerintah bertindak? (sumber foto: www.merdeka.com)

Masih terkait dengan hak mengemukakan pendapat di muka umum, 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan 
beragam media sosial dimana setiap orang bisa dengan mudah membuat 
tulisan dan mengemukakan pendapatnya lewat jejaring Facebook, 
Twitter, dan sejenisnya. Terdapat banyak sekali kasus dimana pemerintah 
sepertinya belum memiliki pola yang jelas untuk menyelesaikan berbagai 
persoalan kebebasan berpendapat melalui media sosial melalui kebijakan 
yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebagai bagian dari etika 
pemerintahan.

Terkait dengan hal tersebut, Jayawickama (2002) menyatakan bahwa 
dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan 
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban 
umum dalam suatu masyarakat demokratis. Asas-asas pemerintahan 
berdasarkan HAM harus mendapatkan tempat yang layak di dalam sistem 
hukum ketatanegaraan Indonesia karena UUD 1945 tidak secara spesifik 
memberikan preskripsi mengenai status positivisasi HAM. Dengan 
formulasi berbeda, asas ini sangat fundamental dalam fungsinya sebagai gap 
filler ketentuan HAM dalam UUD dan legislasi (undang-undang). Lebih 
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38 A. Junaedi Karso

lanjut Darumurti (2012) juga menyebutkan bahwa asas-asas pemerintahan 
berdasarkan HAM dapat diperlakukan sebagai klausul unenumerated 
rights dalam kasus Indonesia. Dalam hubungan dengan positivisasi HAM 
di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, asas ini 
akan memberikan efek pada positivisasi HAM di Indonesia yang bersifat 
“open ended”. Hal ini sesuai dengan asas hukum HAM sendiri, yaitu asas 
natural dan inherent, dimana asas-asas tersebut mengandung pengertian 
bahwa HAM bukan pemberian negara melalui produk hukum positifnya, 
melainkan kodrati dan melekat dalam diri setiap manusia semata-mata 
karena sifatnya sebagai manusia.

B. Konsep Kekuasaan dan Legitimasi Pemerintahan
Kekuasaan senantiasa ada dalam masyarakat baik yang masih 

bersahaja, maupun yang sudah besar atau rumit susunannya. Akan tetapi 
walaupun selalu ada, kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua 
anggota masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata tadi 
timbul makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk 
mempengaruhi pihak lain untuk kehendak yang ada pada pemegang 
kekuasaan. Max Weber (1946) menyatakan bahwa kekuasaan adalah 
kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan 
masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus 
menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-
orang atau golongan-golongan tertentu. Jadi kekuasaan dapat 
didefinisikan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau 
sekelompok orang. Sehingga dengan demikian dapat merupakan suatu 
konsep kuantitatif, karena dapat dihitung hasilnya. Misalnya berapa 
luas wilayah jajahan seseorang, berapa banyak orang yang berhasil 
dipengaruhi, berapa banyak uang yang dimiliki dan lain-lain.

Kekuasaan negara dalam menguasai masyarakatnya, memiliki 
otoritas dan kewenangan. Otoritas dalam arti hak untuk memiliki 
legitimasi kekuasaan dan sedangkan kewenangan dalam arti hak untuk 
ditaati. Sebagai suatu kekuasaan yang dilembagakan, pemerintahan suatu 
negara tidak hanya tampak bagaikan kenyataan memiliki kekuasaan, 
tetapi juga diakui mempunyai hak untuk menguasai. Legitimasi sebagai 
dasar dari berfungsinya kekuasaan bisa bermacam-macam, bisa kekuasaan 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 39

anak berada di keluarga, bersumber pada kepercayaan atau agama, juga 
ada kekuasaan yang timbul karena legitimasi politik dan inilah yang 
mendasari kekuasaan dalam suatu negara untuk melaksanakan kehendak 
negara kepada rakyatnya.

Wahidin (2007) menyatakan dalam perspektif lebih teknis, rincian 
dari sumber kekuasaan khususnya secara formal administratif ada 6 
(enam) yaitu:

1. Kekuasaan Balas Jasa (Reward power)
Kekuasaan yang legitimasinya bersumber dari sejumlah balas
jasa yang sifatnya positif (uang, perlindungan, perkembangan
karier, janji positif, dan sebagainya) yang diberikan kepada
pihak penerima guna melaksanakan perintah atau persyaratan
lain.

Faktor ketundukan seseorang pada kekuasaan dimotivasi oleh 
hal itu dengan harapan jika telah melakukan sesuatu akan 
memperoleh seperti yang dijanjikan.

2. Kekuasaan Paksaan (Coercive power)
Berasal dari perkiraan yang dirasakan orang bahwa hukuman
(dipecat, ditegur, didenda,dijatuhi hukuman fisik, dan
sebagainya) akan diterima jika mereka tidak melaksanakan
perintah pimpinan. Kekuasaan menjadi suatu motivasi yang
bersifat represif terhadap kejiwaan seseorang untuk tunduk
pada kekuasaan pimpinan itu dan melakukan seperti apa yang
dikehendaki. Jika tidak, paksaan yang diperkirakan akan
dijatuhkan.

3. Kekuasaan Legitimasi (Legitimate power)
Kekuasaan yang berkembang atas dasar dan berangkat dari
nilai-nilai intern yang mengemuka dari dan sering bersifat
konvensional bahwa seorang pimpinan mempunyai hak sah
untuk mempengaruhi bawahannya. Sementara itu, pada
sisi lain seseorang mempunyai kewajiban untuk menerima
pengaruh tersebut karena seseorang lainnya ditentukan sebagai
pimpinannya atau petinggi sementara dirinya seorang bawahan.
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40 A. Junaedi Karso

Legitimasi demikian bisa diperoleh atas dasar aturan formal 
tetapi bisa juga bersumber pada kekuasaan yang muncul karena 
kekuatan alamiah dan kekuatan akses dalam pergaulan bersama 
yang mendudukkan seseorang beruntung memperoleh 
legitimasi suatu kekuasaan. 

4. Kekuasaan Pengendalian atas Informasi (Control of information  
power)

 Kekuasaan ini ada dan berasal dari kelebihan atas suatu 
pengetahuan dimana orang lain tidak mempunyai. Cara ini 
digunakan dengan pemberian atau penahanan informasi yang 
dibutuhkan oleh orang lain yang mau tidak mau tunduk (secara 
terbatas) pada kekuasaan pemilik informasi. Pemilik informasi 
dapat mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peredaran 
informasi, atas legitimasi kekuasaan yang dimilikinya

5. Kekuasaan panutan (Referent power) Kekuasaan ini muncul 
didasarkan atas pemahaman secara kultural dari orang-
orang dengan yang berstatus sebagai pemimpin. Masyarakat 
menjadikan pemimpin itu sebagai panutan atau simbol dari 
perilaku mereka. Aspek kultural yang biasanya muncul dari 
pemahaman religiusitas direfleksikan pada kharisma pribadi, 
keberanian, sifat simpatik dan sifat-sifat lain yang tidak ada pada 
kebanyakan orang. Hal ini menjadikan orang lain tunduk pada 
kekuasaannya.

6. Kekuasaan Keahlian (Expert power)
 Kekuasaan ini ada dan merupakan hasil dari tempaan yang lama 

dan muncul karena suatu keahlian atau ilmu pengetahuan. 
Kelebihan ini menjadikan seseorang menjadi winasis dan 
secara alamiah berkedudukan sebagai pemimpin dalam bidang 
keahliannya itu. Sang pemimpin bisa merefleksikan kekuasaan 
dalam batas-batas keahliannya itu dan secara terbatas pula orang 
tunduk pada kekuasaan yang bersumber dari keahlian yang 
dimiliki karena adanya kepentingan terhadap keahlian sang 
pemimpin.
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 41

Kekuasaan merupakan sesuatu yang sensitif, artinya implikasi 
kekuasaan harus dibatasi sehingga seorang pemilik kekuasaan tidak 
dengan semena-mena merefleksikan kekuasaan dalam kinerja yang 
menyebabkan kesengsaraan orang yang dikuasai. Dikehendaki agar 
kekuasaan yang menjadi otoritasnya agar tidak disalahgunakan. Lebih 
lanjut Wahidin (2007) juga mengemukakan batas-batas yang semestinya 
menjadi rambu kekuasaan agar tidak menimbulkan masalah pada 
implikasinya adalah:

1. Peraturan perundang-undangan sebagai batasan umum 
yang mengharuskan semua orang tunduk pada kesepakatan 
komunal, khususnya yang dikeluarkan oleh kekuasaan negara. 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai patokan 
atas kehidupan asosiatif atau kehidupan kolektif dalam arti 
lebih sempit.

2. Kesepakatan kerja dalam arti lebih terbatas sebagai patokan 
yang harus dijadikan dasar perilaku oleh orang-orang yang 
mengadakan hubungan hukum secara terbatas dalam bidang 
pekerjaan.

3. Perjanjian khusus yang dibuat sebagai kesepakatan yang 
merupakan proyeksi atas hal-hal yang muncul sebagai 
konsekuensi dari pelaksanaan hubungan hukum tertentu.

4. Kepatutan yang berlaku dalam masyarakat setempat sebagai 
dasar pemberlakuan moral atas hubungan hukum yang 
bersumber pada kesusilaan, kepatutan, dan nilai lain yang hidup 
dan berkembang di dalam masyarakat.

Demokrasi dan Etis Pemerintah secara etimologi berasal dari kata 
“demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” 
yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demos-cratein atau 
demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, 
kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam 
keputusan bersama rakyat. Demokrasi mempunyai makna yang cukup 
beragam. Di era modern saat ini, demokrasi cenderung ditekankan pada 
makna bahwa dalam konteks politik kekuasaan tertinggi ada di tangan 
rakyat (rule the people). Tak heran jika dalam wacana politik modern, 
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42 A. Junaedi Karso

demokrasi sering diartikan sebagaimana kata-kata masyhur Abraham 
Lincoln yang pada tahun 1863 menyatakan government of the people, by the 
people, for the people.

Rover A. Dahl (2001) menyatakan bahwa demokrasi akan 
memberikan berbagai kesempatan untuk:

� Partisipasi yang efektif
� Persamaan dalam memberikan suara
� Pemahaman yang jernih
� Melaksanakan pengawasan terhadap agenda
� Percakupan orang dewasa

Lebih lanjut, Dahl juga memberikan argumen penting mengapa
demokrasi harus didukung. Menurutnya demokrasi pada akhirnya akan 
menghasilkan akibat-akibat sebagai berikut:

� Menghindari tirani
� Hak-hak asasi
� Kebebasan umum
� Menentukan nasib sendiri
� Otonomi moral
� Perkembangan manusia
� Menjaga kepentingan pribadi yang utama
� Mencari perdamaian
� Kemakmuran

Secara umum menurut Syafiie (2013) prinsip-prinsip demokrasi
adalah sebagai berikut:

� Adanya pembagian kekuasaan
� Adanya pemilihan umum yang bebas
� Adanya manajemen yang terbuka
� Adanya kebebasan individu
� Adanya peradilan yang bebas
� Adanya pengakuan hak minoritas
� Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum
� Adanya pers yang bebas
� Adanya beberapa partai politik
� Adanya konsensus
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� Adanya persetujuan
� Adanya pemerintahan yang konstitusional
� Adanya ketentuan tentang pendemokrasian
� Adanya pengawasan terhadap administrasi negara
� Adanya perlindungan hak asasi
� Adanya pemerintahan yang mayoritas
� Adanya persaingan keahlian
� Adanya mekanisme politik
� Adanya kebebasan kebijaksanaan negara
� Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah

Demokrasi senantiasa berkembang dari masa ke masa, mulai dari
demokrasi klasik sampai pada demokrasi abad ke-20. Perkembangan 
ini dikarenakan sesuai dengan tuntutan zaman. Demokrasi yang 
berkembangan merupakan bagian dari perkembangan tuntutan 
masyarakat, sehingga demokrasi akan selalu berkembang. Untuk 
menganalisis model demokrasi saat ini dan yang akan datang Held dalam 
Arif (2011) memilahnya sebagai berikut:

- Demokrasi Otonom
Prinsip demokrasi otonom adalah rakyat harus menikmati

persamaan hak dan kewajiban dalam kerangka politik yang spesifik 
yang membangkitkan sekaligus membatasi kesempatan yang 
ada pada mereka, yaitu mereka harus bebas dan setara di dalam 
memutuskan kehidupan pribadi mereka sepanjang mereka tidak 
menggunakan kerangka ini untuk meniadakan hak orang lain.

Dalam konteks Negara yang menerapkan demokrasi otonomi 
akan dicirikan sebagai berikut:
� Prinsip otonomi dituangkan dalam undang-undang dan

peraturan hak.
� Struktur parlemen atau kongres diorganisasikan menjadi dua

bagian berdasarkan pemilihan wakil rakyat secara proporsional
(RP) dan pemilihan wakil rakyat berdasarkan representasi
kategori sosial secara statistik (RS).

� Sistem peradilan yang di dalamnya termasuk forum khusus
untuk menguji pemahaman hak (RS).
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44 A. Junaedi Karso

� Sistem partai yang kompetitif (disusun kembali oleh keuangan
publik dan partisipasi langsung).

� Pelayanan administrasi pusat dan lokal, dikelola secara internal
berdasarkan.

� Prinsip partisipasi langsung yang memerlukan koordinasi
dengan tuntutan warga lokal.

Sedangkan untuk masyarakat warga dicirikan sebagai berikut:
� Keanekaragaman jenis kebutuhan rumah tangga dan sumber

informasi, budaya
� Kelompok konsumen (dipilih oleh prinsip partisipasi langsung)
� Pelayanan komunitas seperti penitipan anak, pusat kesehatan

dan pendidikan dikelola secara internal oleh prinsip partisipasi
langsung dengan prioritas yang telah diatur oleh warga dewasa.

� Perkembangan dan eksperimentasi dalam memimpin
perusahaan sendiri ( jika industri vital dikuasai secara nasional,
jika tidak diatur secara sosial dan kelompok)

� Berbagai bentuk perusahaan untuk mempromosikan fleksibilitas 
ekonomi dan inovasi.

� Demokrasi otonom” yang telah disebutkan di atas akan dapat
dilaksanakan pada kondisi sebagai berikut:

� Ketersediaan informasi yang terbuka untuk membantu
meyakinkan keputusan yang diambil dalam urusan publik
diinformasikan kepada masyarakat.

� Memperkenalkan mekanisme demokrasi baru dari “citizen
juries” ( juri warga) to “voter feedback” (masukan para pemilih)
untuk meningkatkan proses partisipasi yang cerdas.

� Semua prioritas investasi utama diatur oleh pemerintah setelah
berdiskusi dengan publik dan agen swasta. Ada regulasi ketat
untuk barang dan kerja.

� Meminimalkan pusat kekuasaan yang tidak bertanggung jawab
dalam kehidupan publik dan pribadi

� Memelihara kerangka institusi yang mau menerima
eksperimentasi dengan bentuk-bentuk organisasi.
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C. Demokrasi Kosmopolitan
Prinsip demokrasi kosmopolitan adalah bahwa di dalam dunia 

dengan hubungan regional dan global yang makin intensif, ditandai 
dengan “takdir komunitas” yang tumpang tindih, prinsip otonomi 
memerlukan pertahanan jaringan regional, global, nasional dan juga 
pemerintah lokal. Demokrasi kosmopolitan bisa:hidup jika ada.

Pengembangan berkelanjutan dari sumber daya dan interaksi 
jaringan kerjasama yang bersifat regional, internasional dan global 
Pengakuan dengan penambahan jumlah penduduk dalam komunitas 
politik yang berbeda ter masuk sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan 
,hidup Pengembangan pengertian bahwa “keberuntungan kolektif ” 
membutuhkan solusi demokrasi yang kolektif-lokal, nasional, regional 
dan, global Meningkatkan hak dan kewajiban demokrasi dalam 
pembuatan dan pelaksanaan hukum nasional, regional, dan internasional 
Pemindahan kapasitas militer bangsa yang mengalami peningkatan 
jumlah ke agensi dan institusi antarbangsa dengan demiliterisasi dan 
pengaburan batas sistem perang negara Secara jangka pendek, dalam 
konteks Pemerintah dicirikan sebagai berikut:

1. Mempersatukan kembali institusi pemerintah PBB seperti 
Dewan Keamanan (guna memberikan negara-negara ber-
kembang suatu suara yang penting dan kapasitas pengambilan 
keputusan, (yang efektif Pembentukan Dewan Keamanan PBB 
yangkedua (mengikuti konvensi undang-undang internasional)

2. Meningkatkan politik regional (Masyarakat Uni Eropa dan 
lainnya) dan penggunaan referedum antar bangsa Pembentukan 
suatu pengadilan internasional hak asasi manusia yang baru 
yang bertanggung jawab secara yuridis terhadap pengadilan, 
internasional Menerbitkan kekuatan militer internasional yang 
efektif dan bertanggung jawab Secara jangka panjang, dalam 
konteks Pemerintah dicirikan sebagai berikut:
a. Piagam hak dan kewajiban yang baru dan sesuai dengan 

perbedaan kekuatan di bidang politik, sosial dan ekonomi 
Parlemen yang bersifat global dengan pembatasan 
kapasitas peningkatan-pendapatan) berhubungan dengan 
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46 A. Junaedi Karso

daerah, bangsa dan lokal Pemisahan kepentingan politik 
dan ekonomi, kumpulan pembiayaan publik dan proses, 
pemilihan.

b. Sistem hukum global yang saling berhubungan yang
mencakup hukum sipil dan criminal.

c. Peralihan secara tetap nwewenang dan kapasitas negara-
bangsa kepada institusi regional dan global Secara jangka
pendek, dalam konteks Ekonomi/Masyarakat Warga
dicirikan sebagai berikut:
1) Peningkatan penyelesaian masalah yang tidak terkait

dengan negara dan pasar di organisasi, masyarakat
warga.

2) Pengalaman eksperimen sistematik dalam berbagai
bentuk organisasi demokrasi yang berbeda dalam
bidang ekonomi.

3) Pengadaan sumber daya bagi mereka yang berada di
posisi yang lemah dan marginal untuk mempertahankan 
kelangsungan kepentingan mereka Secara jangka
panjang, dengan konteks Ekonomi/Masyarakat Warga
dicirikan sebagai berikut:

4) Pembentukan berbagai asosiasi yang diatur, sendiri
dan kelompok yang berbeda di masyarakat

5) Model kepemilikan ekonomi dan pola pluralisme yang
multi sektoral

6) Kerangka investasi publik disusun melalui pertimbangan
umum dan keputusan pemerintah, namun regulasi pasar
tentang barang dan kerja tetap dipertahankan.

Berkenaan dengan pemerintahan yang etis, menurut Nugroho 
(2002) ada 4 (empat) aspek yang berkaitan dengan etika birokrasi 
pemerintahan yakni, perilaku birokrat yang etis adalah:

� perilaku yang sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku,
� kinerja etis birokrat diukur dari tanggung jawab sosial/

tanggung jawab etis terhadap pelayanan publik, dimana publik
menilainya apakah pelayanan sesuai dengan kehendak publik,
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 47

� pola pikir yang menyodorkan kode etik dan kehormatan profesi
sebagai tolak ukur tanggung jawab birokrasi,

� terakhir menggarisbawahi anjuran kitab-kitab etika terapan
yang berlatar belakang filosofis yakni setiap orang wajib
bertindak sesuai dengan kesadaran moral atau suara hati sendiri.

D. Kesimpulan
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar dan kebebasan dimana

semua manusia berhak atasnya. Konsep HAM didasarkan pada keyakinan 
bahwa semua manusia diberkahi dengan hak tertentu hanya karena 
alasan sebagai manusia.

Darumurti (2012) menyatakan HAM meletakkan batasan terhadap 
negara dalam hubungan rakyat/warga negara, baik berkenaan dengan 
kekuasaan rule making, rule executing, maupun rule adjudicating. 
Karenanya, merupakan kaidah yang normal bahwa tindakan diskresi 
pemerintah tidak boleh melanggar HAM (baik sipil, politik, ekonomi, 
sosial maupun budaya).

Wahidin (2007) menyatakan dalam perspektif lebih teknis, rincian 
dari sumber kekuasaan khususnya secara formal administratif ada 6 
(enam) yaitu:

1. Kekuasaan Balas Jasa (Reward power)
2. Kekuasaan Paksaan (Coercive power)
3. Kekuasaan Legitimasi (Legitimate power)
4. Kekuasaan Pengendalian atas Informasi (Control of information 

power)
5. Kekuasaan Panutan (Referent power)
6. Kekuasaan Keahlian (Expert power)

Rover A. Dahl (2001) menyatakan bahwa demokrasi akan
memberikan berbagai kesempatan untuk:

1. Partisipasi yang efektif
2. Persamaan dalam memberikan suara
3. Pemahaman yang jernih
4. Melaksanakan pengawasan terhadap agenda
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48 A. Junaedi Karso

5. Percakupan orang dewasa
6. Demokrasi yang berkembangan merupakan bagian dari

perkembangan tuntutan masyarakat, sehingga demokrasi akan
selalu berkembang. Untuk menganalisis model demokrasi saat
ini dan yang akan datang Held dalam Arif (2011) memilahnya
sebagai berikut:
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BAB V 
SUMBER-SUMBER 

ETIKA PEMERINTAHAN

A. Realivitas Etika Pemerintahan
Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang 

baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan 
dengan hakikat manusia. Baik dan benarnya sebuah perilaku atau 
tindakan sifatnya relatif, tergantung dari sudut pandang apakah ia akan 
dilihat. Nilai etika sebuah tindakan bisa dimaknai berbeda dari perspektif 
deontologis, telelogis, dan kontekstual.

Nilai etika sebuah tindakan juga bisa berbeda dari satu tempat ke 
tempat lain. Perbedaan tersebut disebabkan dari sumber nilai etika yang 
dipakai pada masyarakat satu tempat berbeda dengan masyarakat lainnya. 
Keanekaragaman adat, budaya, dan agama telah membuat penilaian 
terhadap sebuah tindakan bersifat relatif.

Salah satu contoh nyata untuk menggambarkan relativitas etika 
pemerintahan adalah tata cara berdiskusi dan menyampaikan pendapat. 
Kita ambil sebuah contoh, yaitu panasnya perdebatan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat. Pada beberapa kali sidang anggota DPR, terjadi 
keributan karena para anggota dewan meninggalkan tempat duduk 
mereka untuk berdebat dan saling tunjuk muka di depan meja pimpinan 
sidang (Gambar 3.1). Di beberapa negara Barat dimana masyarakatnya 
terbiasa untuk bertindak bebas asalkan tidak melanggar hukum, maka 
bisa saja perdebatan dan perselisihan antar anggota parlemen pada 
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50 A. Junaedi Karso

saat sidang dianggap sebagai hal yang wajar. Namun, bagi masyarakat 
Indonesia yang masih memegang adat ketimuran terkait etika dan tata 
cara berbicara, maka bisa saja perdebatan panas pada sidang parlemen 
dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak beretika.

Gambar 5.1 Perdebatan Anggota Dewan pada Sidang DPR  
(Sumber foto: Kompas)

Penafsiran yang berbeda juga bisa dihasilkan dari cara pandang yang 
berbeda. Dari perspektif deontologis yang memandang bahwa setiap 
tindakan harus dilakukan sesuai dengan norma sosial, maka perilaku 
berdebat sebagaimana gambar di atas dapat dianggap tidak etis. Namun, 
dari perspektif telelogis yang memandang bahwa nilai dari sebuah 
tindakan ditentukan dari tujuannya dan bukan caranya, maka bisa 
saja perilaku berdebat tersebut di atas dianggap tidak melanggar etika 
asalkan tujuannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat 
dan kemaslahatan bersama.

B. Pancasila sebagai Sumber Etika Pemerintahan
Supardi dan Romli (2003) menyatakan bahwa Pancasila adalah 

moral, baik bagi perorangan maupun bagi masyarakat, serta juga moral 
bagi para pemimpin mulai tingkatan yang paling atas sampai yang paling 
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bawah. Dengan perkataan lain bahwa etika hidup bagi para pemimpin, 
perorangan maupun masyarakat dalam kehidupannya, perilaku, 
ucapannya, dan sebagainya adalah berdasarkan Pancasila. Falsafah 
Pancasila yang digali dari bumi Indonesia, dari kehidupan masyarakat 
Indonesia, yang merupakan kepribadiannya, merupakan pandangan 
hidup bangsa.

Pancasila yang digali oleh para pendiri negara menjadi pandangan 
hidup bangsa dan dasar negara memuat nilai-nilai luhur dan mendalam 
dari pribadi bangsa Indonesia. Pancasila digali dari bumi Indonesia sebagai 
nilai moral yang sudah berlaku semenjak nenek moyang menduduki 
tanah Indonesia, sudah merupakan etika perilaku hidup bangsa-
bangsa. Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 
merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia serta merupakan kepribadian 
dan pandangan hidup bangsa, yang telah dapat mengatasi berbagai 
percobaan dan ujian sejarah, telah meyakinkan kita akan kebenaran dan 
keampuhannya.

Bagi bangsa Indonesia Pancasila adalah merupakan dasar negara, 
merupakan landasan idiil negara. Atas dasar itulah pemerintah Indonesia 
menjalankan kehidupan bernegara. Semua ketentuan yang mengatur 
kehidupan bernegara didasari oleh Pancasila.

Negara dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya dilaksanakan 
oleh pemerintah, lebih tegas lagi oleh aparatur pemerintah. Dalam 
menjalankan tugasnya itulah maka aparatur pemerintah selalu berpegang 
teguh kepada Pancasila sebagai kode etik pemerintahan secara bulat 
dan utuh. Pancasila merupakan pedoman pelaksanaan kerja aparatur 
pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia memiliki 
peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai 
hal. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan kehidupan 
berbudaya dan berakhlak masyarakat Indonesia. Sila-sila Pancasila 
memiliki makna tersendiri dalam setiap kehidupan masyarakat dan 
menjadi pedoman kehidupan.

Sebagai dasar falsafah negara Pancasila tidak hanya merupakan 
sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga 
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52 A. Junaedi Karso

merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan 
legitimasi kekuasaan, hokum, serta sebagai kebijakan dalam pelaksanaan 
dan penyelenggaraan negara. Pancasila bukanlah merupakan pedoman 
yang langsung bersifat normatif ataupun praksis melainkan merupakan 
suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber hukum baik 
meliputi norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya 
harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun 
norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan.

Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan Negara Republik Indonesia 
merupakan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-
masing silanya. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung 
dalam masing-masing sila Pancasila, maka dapat diuraikan sebagai 
berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai keempat 
sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang 
didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai 
mahluk Tuhan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Kemanusiaan berasal 
dari kata manusia yaitu mahluk yang berbudaya dengan 
memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Potensi itu yang 
mendudukkan manusia pada tingkatan martabat yang tinggi 
yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan 
terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai 
dengan martabat.

3. Persatuan Indonesia. Persatuan mengandung pengertian 
bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam 
menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga 
ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, 
sosial budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan 
bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia. Persatuan 
Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan. Rakyat merupakan sekelompok 
manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. 
Dengan sila ini berarti bahwa bangsa Indonesia menganut 
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sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi 
dalam hierarki kekuasaan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial 
berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang 
kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Seluruh rakyat 
Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat 
Indonesia

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika pemerintahan 
menuntut agar kekuasaan dalam negeri 
��Dijalankan sesuai dengan (Asas legalitas legitimasi hukum)
��Disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi 

demokratis)
��Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral/tidak 

bertentangan dengannya (legitimasi moral).

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. 
Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut 
kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta 
kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius (sila 1) serta 
moral kemanusiaan (sila 2). Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh 
karena itu ‘keadilan’ dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagaimana 
terkandung dalam sila 5, adalah merupakan tujuan dalam kehidupan 
negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, 
segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa 
harus berdasarkan atas hukum yang berlaku

Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan 
kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat (sila 4). Oleh karena 
itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena 
itu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan, 
kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan pada rakyat sebagai 
pendukung pokok negara.

Pada pelaksanaan pemerintahan sangat diperlukan sikap yang sesuai 
dengan nilai-nilai Pancasila. Seorang pemimpin harus mampu menjadi 
pemimpin yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila agar dapat 
mengarahkan rakyat ke arah yang lebih baik.
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54 A. Junaedi Karso

Sikap takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung persatuan 
bangsa, adil, bijaksana dan mampu mengayomi rakyat merupakan kunci 
menjadi seorang pemimpin yang baik agar mampu menjadi pemimpin 
yang dapat menunjukkan etika pemerintahan dengan baik. Etika 
pemerintahan harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat 
secara konkrit dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat 
eksekutif, legislatif, yudikatif, para pelaksana dan penegak hukum harus 
menyadari bahwa legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus 
berdasarkan pada legitimasi moral. Nilai-nilai Pancasila mutlak harus 
dimiliki oleh setiap penguasa yang berkuasa mengatur pemerintahan, 
agar tidak menyebabkan berbagai penyimpangan seperti yang sering 
terjadi dewasa ini. Seperti tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, 
penyuapan, pembunuhan, terorisme, dan penyalahgunaan narkotika 
sampai perselingkuhan dikalangan elit politik yang menjadi persoalan 
dalam pemerintahan.

C. Nilai Agama sebagai Sumber Etika Pemerintahan
Agama mengajarkan hal yang baik dan benar, mengajarkan hakikat 

kebaikan dan kebenaran serta mengajarkan manusia untuk menghindari 
perbuatan salah, jahat dan buruk, yang bersumber kepada wahyu Tuhan. 
Objek dan sasaran etika adalah juga perbuatan yang baik buruk yang 
menjadi perilaku manusia, yang antara lain bersumber pada agama. 
Sehingga dari segi etika maka agama menjadi sumber utamanya.

Al-Ghazali merupakan seorang penulis dan filsuf muslim abad 
pertengahan yang memiliki corak pemikiran dan pemahaman yang 
sinergis dan relevan dengan agama sebagai sumber etika pemerintahan. 
Pemikiran al-Ghazali tentang etika pemerintahan (politik) seperti dalam 
teorinya bagaimana cara menjalankan sebuah sistem kenegaraan yang 
mempertimbangkan moralitas untuk kemaslahatan bersama dengan 
pemimpin yang mempunyai integritas tinggi ditopang dengan kekuatan 
moral yang memenuhi beberapa kriteria yang al-Ghazali idealkan. Masih 
dimungkinkan sebagai referensi dalam menata sebuah negara pada masa 
sekarang dari beberapa teori tentang filsafat politik khususnya dalam 
tradisi filsafat Islam.
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Konsepsi etika pemerintahan al-Ghazali adalah suatu teori sistem 
pemerintahan yang berisikan masyarakat dan aparatur negara yang 
mempunyai moral yang baik dengan ditopang oleh agama sebagai dasar 
negara. Seorang pemimpin yang ideal menurut al-Ghazali adalah seorang 
yang mengerti tentang budi luhur atau moral agama dan kebijaksanaan 
yang harus diterapkan dalam menjalankan sistem pemerintahan.

D. Nilai Budaya sebagai Sumber Etika 
Pengertian budaya menurut Edward Burnett Tylor dalam Ndraha 

(2003) yaitu: “culture or civilization, taken in its wide the no graphic 
sense, it that complex whole which includes knowledge, belief, art, 
morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by 
man as a member of society” (Budaya adalah kompleks yang mencakup 
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan 
kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan lain yang didapatkan 
oleh manusia sebagai anggota masyarakat).

Sejalan dengan pengertian budaya menurut Tylor, Soekanto (2001) 
mengatakan bahwa budaya terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari 
pola-pola perilaku yang normatif, artinya mencakup segala cara atau 
pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. Beranjak dari pengertian 
budaya yang dapat juga disebut kebudayaan, tampak bahwa budaya 
memiliki unsur-unsur pokok sebagai ciri dari budaya. Herskovits dalam 
Soekanto (2001) merumuskan pokok dari kebudayaan yaitu:

��Alat-alat teknologi
��Sistem ekonomi
��Keluarga
��Kekuasaan politik

Selain Herskovits, Malinowski dalam Soekanto (2001) juga 
menyebutkan unsur-unsur pokok kebudayaan adalah

��Sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara 
para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam 
sekelilingnya

��Organisasi ekonomi
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56 A. Junaedi Karso

��Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Perlu diingat 
bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama

��Organisasi kekuatan.

Beranjak dari pemikiran tersebut, tampak satu unsur budaya yang 
sangat menentukan pembentukan budaya yaitu unsur kekuasaan politik 
atau kekuatan. Mengingat pemerintah sebagai salah satu organisasi 
politik atau kekuasaan yang paling kompleks di zaman modern ini, 
secara teoritis memiliki kontribusi yang tinggi untuk membentuk suatu 
budaya.

Dalam kaitan dengan makna kebiasaan dalam pembentukan budaya, 
Ferdinand Tonies dalam Soekanto (2001) memberi makna kebiasaan 
dalam tiga arti yaitu:

1. Dalam arti menunjuk pada suatu kenyataan yang bersifat 
objektif. Misalnya, kebiasaan untuk bangun pagi, minum teh 
dan lain sebagainya. Artinya adalah, bahwa seseorang biasa 
melakukan perbuatan-perbuatan tadi dalam tata cara hidupnya.

2. Dalam arti bahwa kebiasaan tersebut dijadikan kaidah bagi 
seseorang, norma mana diciptakannya untuk dirinya sendiri. 
Dalam hal ini, orang yang bersangkutanlah yang menciptakan 
sesuatu perilaku bagi dirinya sendiri.

3. Sebagai perwujudan kemauan seseorang untuk berbuat sesuatu.
4. Pola perilaku hasil interaksi yang turun-temurun menjadi 

suatu kebiasaan baik secara individu maupun kelompok dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan masyarakat 
banyak, telah menjadi suatu norma kehidupan dalam 
berpemerintahan yang terinternalisasi menjadi bentuk suatu 
etika dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, unsur budaya juga 
merupakan salah satu sumber etika pemerintahan.

E. Kesimpulan
Supardi dan Romli (2003) menyatakan bahwa Pancasila adalah 

moral, baik perorangan maupun bagi masyarakat, serta juga moral bagi 
para pemimpin dari mulai tingkatan yang paling atas sampai yang paling 
bawah. Dengan perkataan lain bahwa etika hidup bagi para pemimpin, 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 57

perorangan maupun masyarakat dalam kehidupannya, perilaku, 
ucapannya dan sebagainya adalah berdasarkan Pancasila. Falsafah 
pancasila yang digali dari bumi Indonesia, dari kehidupan masyarakat 
Indonesia, yang merupakan kepribadiannya, merupakan pandangan 
hidup bangsa.

 Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika pemerintahan 
menuntut agar kekuasaan dalam negeri di jalankan sesuai dengan:

��Asas legalitas (legitimasi hukum).
��Disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi 

demokratis)
��Dilaksanakan berdasarkan prinsip–prinsip moral/tidak 

bertentangan dengannya (legitimasi moral).
��Bagi bangsa Indonesia Pancasila adalah merupakan dasar negara. 

Semua ketentuan yang mengatur kehidupan bernegara didasari 
oleh Pancasila.

��Negara dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya 
dilaksanakan oleh pemerintah, lebih tegas lagi oleh aparatur 
pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya itulah maka aparatur 
pemerintah selalu bepegang teguh kepada Pancasila sebagai 
kode etik pemerintahan secara bulat dan utuh. Pancasila 
merupakan pedoman pelaksanaan kerja aparatur pemerintah 
dalam kehidupan bernegara.

��Agama mengajarkan hal yang baik dan benar, mengajarkan 
hakikat kebaikan dan kebenaran serta juga mengajarkan 
manusia untuk menghindari perbuatan salah, jahat dan buruk, 
yang bersumber kepada wahyu Tuhan. Objek dan sasaran etika 
adalah juga perbuatan yang baik buruk yang menjadi perilaku 
manusia, yang antara lain bersumber pada agama. Sehingga dari 
segi etika maka agama menjadi sumber utamanya.
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BAB VI 
ASAS UMUM DALAM 
PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN

A. Asas-Asas Umum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Setelah era reformasi diawali dengan pergantian kepemimpinan 

nasional dari Soeharto kepada Habibie, pemerintah mulai memiliki 
komitmen untuk melakukan perubahan paradigma dari government ke 
governance. Menurut Suryanto dalam Salam (2007), ada tiga hal yang 
melatarbelakangi munculnya good governance, yaitu:

1. Munculnya fenomena yang disebut oleh Samuel P. Huntington 
sebagai “gelombang demokratisasi berskala global”. Gelombang 
ini pada mulanya muncul di Korea Selatan dan di beberapa 
negara Amerika Latin yang menenggelamkan politik birokratis 
otoriter pada dasawarsa tahun 80-an dan berikutnya menyapu 
bersih sosialisme di Eropa pada awal dasawarsa tahun 90-an.

2. Terjadinya kehancuran secara sistematik berbagai dasar 
institusional bagi proses pengelolaan distribusi sumber-sumber 
ekonomi pada sebagian besar masyarakat dunia ketiga. Institusi 
bisnis dan politik yang seharusnya memiliki prinsip pengelolaan 
berbeda telah berubah menjadi sekutu dan melipatgandakan 
tumbuhnya kronisme. Transparansi, akuntabilitas publik dan 
alokasi berbagai sumber ekonomi gagal berkembang dalam 
dunia bisnis.
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60 A. Junaedi Karso

3. Terakumulasinya kegagalan struktural adjusment program yang 
diprakarsai oleh IMF dan Bank Dunia. Program ini memiliki 
dan menganut asumsi dasar bahwa negara merupakan satu-
satunya lembaga penghambat bagi proses terjadinya globalisasi 
ekonomi.

Di Indonesia, good governance diadopsi dalam bentuk 
penyelenggaraan pemerintahan. Darumurti (2012) menyatakan terdapat 
2 (dua) rumpun atau pengelompokan atas asas-asas dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu:

1. Rumpun pertama adalah yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
dengan sebutan asas-asas umum penyelenggaraan negara.

2. Rumpun yang kedua terdapat dalam ajaran (dokrin) di dalam 
hukum administrasi, yang dikenal dengan sebutan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, kedua asas umum itu dapat dikelompokkan ke 
dalam satu nama dengan sebutan asas pemerintahan yang baik (disingkat 
dengan APB), yang terdiri atas:

1. Asas-asas umum penyelenggaraan negara (AAUPN)
2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, asas-
asas umum penyelenggaraan negara (AAUPN) terdiri atas 7 (tujuh) asas, 
yakni:

1. Asas kepastian hukum
 Prinsip dalam negara hukum yang mengutamakan landasan 

peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam 
setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Asas tertib penyelenggaraan negara
 Prinsip yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan 

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 61

3. Asas kepentingan umum
 Prinsip untuk mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara 

yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
4. Asas keterbukaan
 Prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia 
negara.

5. Asas proporsionalitas
 Prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas
 Prinsip yang menguatakan keahlian yang berlandaskan kode 

etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

7. Asas akuntabilitas
 Prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil 

akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), digunakan 
bagi penilaian terhadap pemerintah, tetapi secara khusus sejak semula 
digunakan pada pemerintahan dalam arti sempit. Hal ini sesuai dengan 
istilah “bestuur” pada Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, 
bukan “regering” atau “overheid” yang mengandung arti “pemerintahan 
dalam arti luas”. Crine le Roy dalam Darumurti (2012) mengemukakan 
mengenai asas-asas kriteria pemerintahan yang baik:

1. Asas kepastian hukum (rechtzekerheids beginsel; principle of 
legal security)

2. Asas keseimbangan (evenredigheids beginsel; principle of 
proportionaltity)
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62 A. Junaedi Karso

3. Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan (gelijkheids 
beginsel; principle of equality)

4. Asas bertindak cermat atau asas kecermatan (zorgvuldigheids 
beginsel; principle of carefulness)

5. Asas motivasi untuk setiap tindakan atau keputusan 
(zorgvuldigheids beginsel’ principle of motivation)

6. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan (vervod van 
detournement de pouvoir; principle of nonmisuse of 
competence)

7. Asas meniadakan akibat dari suatu keputusan yang batal (herstel 
beginsel: principle of undoing the consequences of an annulled 
decision)

8. Asas permainan yang layak (fair play beginsel: principle of fair 
play)

9. Asas keadilan atau kewajaran (redelijkeheids beginsel; principle 
of reasonableness or prohibition of arbitratiness)

10. Asas pemenuhan pengharapan yang ditimbulkan atau 
menanggapi penghargaan yang wajar (beginsel van opgewekte 
verwarchtingen; principle of meeting raised expectation)

11. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi 
(beginsel van bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 
principle of protecting the personal way of life).

Suatu negara atau daerah otonom tidak akan dapat berhasil dengan 
baik mencapai tujuannya tanpa terciptanya tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance) terlebih dahulu. Hal ini karena dalam 
membangun suatu negara dan daerah perlu peran serta stakeholders 
yang terlibat secara keseluruhan, tidak saja tergantung pada pemerintah. 
Pemerintah hanya salah satu elemen di antara beberapa elemen dalam 
mewujudkan tujuan organisasinya, yaitu organisasi publik yang lebih 
dikenal dengan organisasi pemerintah.

Unsur utama yang dilibatkan dalam penyelenggaraan 
kepemerintahan terdiri atas tiga macam, yaitu the state, the private sector 
and civil society organization. Hubungan di antara ketiga unsur utama 
dalam penyelenggaraan governance tentunya saling mempengaruhi, 
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saling membutuhkan atau bahkan saling ketergantungan dalam upaya 
mewujudkan kepemerintahan yang baik.

Dari sisi pemerintahan (government), menurut JICA ( Japan 
International Corporation Agency) good governance dapat dilihat 
melalui aspek-aspek berikut ini:

1. Hukum atau kebijakan. Aspek ini ditujukan pada perlindungan 
kebebasan sosial, politik, dan ekonomi.

2. Administrative competence and transparency. Kemampuan 
membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara 
efisien; kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, 
penciptaan disiplin, dan model administratif keterbukaan 
informasi.

3. Desentralisasi. Desentralisasi regional dan dekonsentrasi di 
dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme 
pasar; peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain 
dalam sektor swasta. Deregulasi dan kemampuan pemerintah 
melakukan kontrol bagi ekonomi.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia 
pasca gerakan reformasi nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik tercermin dalam ketetapan Undang-Undang 
nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengatur mengenai asas-asas 
umum pemerintahan yang mencakup beberapa asas yaitu:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas
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B. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari Kolusi 
Korupsi Nepotisme
Pemerintah yang baik dan bersih pada umumnya berlangsung pada 

masyarakat yang memiliki kontrol sosial yang efektif yang merupakan 
ciri dari masyarakat demokratis di mana kekuasaan pemerintahannya 
terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap negara 
termasuk di dalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan KKN.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 
dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), adapun langkah 
yang dibentuk oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan regulasi/
peraturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari 
KKN, di antaranya yaitu:

1. Ketetapan MPR-RI No. XI/MPR/1998 Tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

2. Ketetapan MPR-RI No. X /MPR/1998 Tentang Pokok-
Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan 
dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Pengganti UU 
No. 3 Tahun 1971

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan 
UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman.

7. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu pemerintah juga membuka kesempatan kepada masyarakat 
untuk berperan aktif mewujudkan penyelenggara negara yang bersih 
dan bebas dari KKN, antara lain dalam bentuk sebagai berikut:

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi 
mengenai penyelenggara negara
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2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang lama dan adil dari 
penyelenggara negara

3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung 
jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara

4. Hak memperoleh perlindungan hukum
Sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi, dan 

Nepotisme atau KKN merupakan salah satu prasyarat untuk menumbuhkan 
kepercayaan masyarakat. Hal yang perlu disadari bahwa daerah/negara 
akan semakin maju dan masyarakatnya makin sejahtera apabila didukung 
oleh penyelenggara pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Untuk itu, 
berbagai langkah telah dijalankan baik melalui penyempurnaan kebijakan, 
penerapan sistem integritas aparatur, penyelenggaraan pengawasan dan 
pengendalian efektif pada birokrasi pemerintahan maupun perbaikan 
pengelolaan keuangan daerah, serta proses pengadaan barang dan jasa. 
Selain itu, diperlukan juga kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta, 
dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, 
sesuai dengan konsep good governance, dimana governance meliputi 
pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/
kota harus bertanggung jawab kepada publik dalam konteks kinerja 
lembaga dan aparatnya baik di bidang manajemen, organisasi maupun 
di bidang kebijakan publik. Menurut Salim (2007), realitas di lapangan, 
aparatur pemerintah tentu dihadapkan suatu kenyataan bahwa tanggung 
jawab dan tanggung gugat selalu menghadapi situasi konflik dalam 
menjalankan fungsi peranannya sebagai pemimpin atau manajer 
pemerintahan memiliki multi tanggung jawab dan tanggung gugat, 
antara lain:

a. Tanggung jawab politik (political responsibility) yaitu tanggung 
jawab melaksanakan politik pemerintah.

b. Tanggung jawab institusional (institusional responsibility) yaitu 
tanggung jawab untuk melaksanakan dengan baik perintah 
atasan (tanggung jawab hierarki).

c. Tanggung jawab kepada masyarakat (public atau popular 
responsibility), yaitu tanggung jawab terhadap kepentingan 
masyarakat.
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66 A. Junaedi Karso

d. Tanggung jawab profesional (profesional responsibility), yaitu 
tanggung jawab sesuai dengan pertimbangan/ pandangan 
profesinya.

e. Tanggung jawab keluarga, yaitu tanggung jawab sebuah kepala 
rumah tangga.

f. Tanggung jawab pribadi (personal responsibility), yaitu 
tanggung jawab berdasarkan kesadaran pribadinya.

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional 
sesuai dengan tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, 
dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Kesamaan 
visi, misi, dan persepsi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani 
rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang 
mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, 
penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, 
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
memuat ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung 
dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan 
nepotisme yang khusus ditujukan kepada para penyelenggara negara 
dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Nilai strategis itu karena secara teoretis 
penyelenggara negara merupakan inner cycle (lingkaran dalam) yang 
paling dimungkinkan dikendalikan dari sektor swasta atau civil society 
oleh negara (pemerintah).

Salam (2007) menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan 
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN secara preventif, 
dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 ada 4 (empat) aspek 
kebijakan dasar politik nasional yang ditetapkan dalam sistem manajemen 
kenegaraan RI, yaitu:

��Meletakkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang 
baik (good governance) meliputi: asas kepastian hukum, asas 
tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas 
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keterbukaan, proporsionalitas, asas profesionalisme, dan asas 
akuntabilitas.

��Hak dan kewajiban penyelenggara negara, salah satu yang 
mendasar dan baru adalah menyangkut kewajiban penyelenggara 
negara melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum 
dan setelah menjabat.

�� Pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara sebelum, selama 
dan setelah menjabat oleh Komisi Kekayaan Penyelenggara 
Negara (KPKPN)

�� Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

Kebijakan dasar politik nasional seperti itu dimaksudkan untuk 
merehabilitasi kembali seluruh aspek kehidupan nasional menuju 
cita-cita kemerdekaan RI, memerlukan reformasi kembali struktur 
proses bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam satu kesatuan 
sistem manajemen kenegaraan berdasarkan konstitusi negara. Karena 
penyelenggaraan negara di masa lalu bukan saja telah melemahkan 
sendi-sendi dasar sistem penyelenggaraan negara pada lembaga-
lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tetapi juga telah makin 
menambah lebar ketidakseimbangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan 
negara dalam dinamika kehidupan nasional maupun global. Kondisi 
masyarakat, bangsa, dan negara yang demikian telah menuntut pula 
perlunya reformasi struktur dan sistem konstitusi nasional RI.

Oleh karena itu, proses reformasi kehidupan nasional harus berjalan 
secara sistematis ke arah kemantapan penyelenggara negara yang 
bersih dan baik sesuai dengan tuntutan perubahan dan perkembangan 
lingkungan strategis dinamika kehidupan nasional dan global atau secara 
singkat dapat diformatkan menjadi sistem reformasi nasional harus 
bertujuan dan menciptakan sistem manajemen kenegaraan yang baik.

Lebih lanjut Muktiono dalam Salim (2007) mengatakan bahwa untuk 
menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari KKN, utamanya 
dalam menggalang antikorupsi maka diperlukan hukum, paling tidak 
meliputi:

a. Reformasi hukum ketatanegaraan (konstitusi) untuk 
memperkecil monopoli dan diskresi kekuasaan politik dari 
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tangan presiden, sehingga dimungkinkan adanya power sharing 
dan check and balance dalam sistem politik kita.

b. Menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dari pejabat 
negara atau pemegang kekuasaan publik melalui:
� Kewajiban pejabat negara untuk melaporkan dan diperiksa 

kekayaannya, pada saat mulai dan berakhir jabatan (law 
against illicit enrichment),

��Kewajiban pejabat membuktikan harta kekayaannya bukan 
hasil korupsi (asas pembuktian terbalik),

��Kewajiban pejabat negara menyediakan informasi tentang 
penyelenggaraan negara kepada publik (public information act)

�� Perlindungan hukum terhadap pejabat atau masyarakat 
yang menyampaikan informasi tentang korupsi (whistle 
blower protection act),

��Wajib melaporkan transaksi keuangan dalam jumlah yang 
mencurigakan,

��Mengatur asas dan kode etik pejabat publik (leadership code).
c. Kriminalisasi suap, baik yang dilakukan oleh private sector 

di dalam dan internasional, serta kriminalisasi praktik 
money laundering (menerima, menyimpan, memindahkan, 
mentransfer, atau menginvestigasi hasil korupsi),

d. Independensi lembaga peradilan. Para hakim jangan lagi tunduk 
di bawah menteri kehakiman, tapi harus di bawah MA dan 
MA harus otonom terhadap pemerintah. Independensi aparat 
penegak hukum, seperti jaksa, polisi, dan para advokat sangat 
diperlukan untuk memberantas korupsi.

e. Melengkapi kelembagaan pengawasan korupsi, semacam 
lembaga ombudsman (permanent commission of inquiry) 
di setiap departemen dan sektor jika perlu, yang dapat 
berfungsi melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 
penyimpangan kekuasaan atau mal-administration yang dilakukan 
oleh pemegang kekuasaan publik dan merekomendasikan 
perbaikannya.

f. Untuk perkara-perkara korupsi tertentu di mana penyidik atau 
penuntut tidak dapat melakukan tugas mereka atau tanpa ada 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 69

kepercayaan masyarakat, harus dimungkinkan dibentuknya 
jaksa independen (special prosecutor) dan Badan Anti Korupsi 
(independence commission against corruption) yang memiliki 
kewenangan subpoena dan menjadi bagian dari sistem peradilan, 
sehingga jaksa hanya sebagai prosecutor saja.

g. Mengakomodasi keterlibatan civil society dalam pengawasan 
korupsi secara kontinu dilakukan oleh semacam lembaga public 
enquiries dan menjadi bagian dari sistem judicial.

h. Adanya prosedur pemeriksaan tindak pidana korupsi (prosedur 
pemeriksaan khusus), yang memudahkan penuntut menyeret 
koruptor ke pengadilan. 

Hal ini ditambah dengan adanya ketentuan-ketentuan khusus untuk 
memastikan bahwa hasil-hasil korupsi dapat diperoleh kembali oleh 
negara, khususnya hasil-hasil korupsi yang berada di tangan pihak ketiga 
atau ditempatkan di luar negeri.

Memerangi korupsi di kalangan birokrat memerlukan kampanye 
massal agar rakyat sadar akan hak-hak mereka untuk memperoleh 
pelayanan publik yang baik. Warga masyarakat korban penyalahgunaan 
kekuasaan publik harus mendapat ruang di dalam sistem hukum nasional 
untuk dapat perlindungan hukum dan menuntut koruptor ke pengadilan 
pidana atau perdata. Sehingga dalam penyelenggaraan negara yang bersih 
dan bebas dari KKN diperlukan kerjasama baik dari pemerintah, swasta 
serta masyarakat.

C. Kesimpulan
Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, asas-

asas umum penyelenggaraan negara (AAUPN) terdiri atas 7 (tujuh) asas, 
yakni:

1. Asas kepastian hukum,
2. Asas tertib penyelenggaraan negara,
3. Asas kepentingan umum,
4. Asas keterbukaan,
5. Asas proporsionalitas,
6. Asas profesionalitas,
7. Asas akuntabilitas.
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70 A. Junaedi Karso

Crine le Roy dalam Darumurti (2012) mengemukakan mengenai 
asas-asas sebagai kriteria pemerintahan yang baik:

1. Asas kepastian hukum,
2. Asas keseimbangan,
3. Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan,
4. Asas bertindak cermat atau asas kecermatan,
5. Asas motivasi untuk setiap tindakan atau keputusan,
6. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan,
7. Asas meniadakan akibat dari suatu keputusan yang batal,
8. Asas permainan yang layak,
9. Asas keadilan atau kewajaran,
10. Asas pemenuhan pengaharapan yang ditimbulkan atau 

menanggapi penghargaan yang wajar,
11. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 
dan bebas KKN, langkah yang dibentuk oleh pemerintah yaitu dengan 
mengeluarkan peraturan di antaranya yaitu:

1. Ketetapan MPR-RI No. XI/MPR/1998 Tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN,

2. Ketetapan MPR-RI No. X /MPR/1998 Tentang Pokok-
pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan 
dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara,

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi,

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN,

5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Pengganti UU 
No. 3 Tahun 1971,

6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan 
UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman.

7. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
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BAB VII 
PATOLOGI 

PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN

A. Jenis Korupsi dan Bahaya Korupsi
Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, 

budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara 
kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti 
oleh Machiavelli, sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya 
sebagai korupsi moral (moral corruption). Korupsi berasal dari kata latin 
corruptio atau corruptus. Kemudian, muncul dalam bahasa inggris dan 
prancis corruption, dalam bahasa Belanda korruptie, selanjutnya dalam 
bahasa Indonesia korupsi. Alatas (1987), menandaskan esensi korupsi 
sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati 
kepercayaan. Korupsi merupakan perwujudan immoral dari dorongan 
untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan.

Mahzar (2003), menandaskan istilah korupsi secara umum sebagai 
“berbagai tindakan gelap dan tidak sah (illicit or illegal activities) untuk 
mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Ia lalu menambahkan, 
bahwa dalam perkembangannya lebih akhir, dari beragam pengertian 
korupsi, terdapat penekanan yang dilakukan sejumlah ahli dalam 
mendefinisikan korupsi, yakni “penyalahgunaan kekuasaan atau   
kedudukan publik untuk kepentingan pribadi”. Mahzar pun mencatat 
beberapa definisi korupsi yang paling sering digunakan dalam berbagai 
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72 A. Junaedi Karso

pembahasan tentang korupsi. Gagasan yang diambilnya dari Philip ini, 
menyebutkan definisi korupsi sebagai; pertama, pengertian korupsi yang 
berpusat pada kantor publik (public o"ce-centeres corruption), yang 
didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik 
yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan 
keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang 
berkaitan erat dengannya seperti keluarga, karib kerabat, dan teman. 
Pengertian ini juga mencakup kolusi dan nepotisme, pemberian patronase 
lebih karena alasan hubungan kekeluargaan (ascriptive) daripada merit.

Kedua, pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi 
terhadap kepentingan umum (public interest-centered). Dalam kerangka 
ini, korupsi dapat dikatakan telah terjadi, jika seorang pemegang 
kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang melakukan 
tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan memberikan 
imbalan (apakah uang atau materi lain), sehingga dengan demikian 
merusak kedudukannya dan kepentingan publik. Ketiga, pengertian 
korupsi yang berpusat pada pasar (market centered) berdasarkan analisis 
tentang korupsi yang menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan 
pendekatan ekonomi di dalam kerangka analisis politik.

Berdasarkan kerangka ini, Semma (2008) menyatakan bahwa 
korupsi berarti lembaga ekstra legal yang digunakan individu-individu 
atau kelompok-kelompok untuk mendapat pengaruh terhadap 
kebijakan dan tindakan birokrasi. Karena itu, eksistensi korupsi jelas 
mengindikasikan, hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam 
proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi 
daripada pihak-pihak lain. Masih dalam kerangka ini, korupsi juga 
berarti penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pegawai atau pejabat 
pemerintah untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari publik. 
Dengan demikian, kedudukan publik telah dijadikan lahan bisnis, yang 
selalu akan diusahakannya untuk memperoleh pendapatan sebesar-
besarnya.

Korupsi juga sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Lord Acton 
dalam Semma (2008) mengungkapkan bahwa “power tends to corrupt, 
absolute power corrupts absolutely”, artinya korupsi muncul bilamana 
terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terlebih bila kekuasaan bersifat absolut 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 73

atau mutlak, maka korupsi semakin menjadi-jadi. Huntington (1995) 
dalam buku klasiknya tentang pembangunan politik, mengutarakan 
beberapa pendapat tentang kondisi-kondisi yang menyebabkan korupsi 
dalam pemerintahan. Korupsi cenderung meningkat dalam suatu 
periode pertumbuhan serta modernisasi yang cepat, karena perubahan 
nilai-nilai, sumber-sumber baru kekayaan dan kekuasaan serta perluasan 
pemerintahan.

Di negara-negara dengan lebih banyak stratifikasi sosial, lebih 
banyak polarisasi kelas dan lebih banyak kecenderungan feodal, korupsi 
cenderung berulang. Sebab keadaan ini memberikan suatu sistem norma 
dan sanksi-sanksi yang lebih tegas, mengurangi peluang maupun daya 
tarik perilaku korupsi.

Bila suatu sistem sudah korup, maka setiap lembaga dan praktik di 
dalamnya akan selalu mencerminkan kondisi tersebut. Setiap upaya untuk 
menyembuhkan korupsi (society of corruption) harus memperhatikan 
kenyataan ini. Upaya itu harus dimulai dengan menekankan kewajiban 
adanya kepemimpinan yang jujur dan penuh pengabdian untuk 
mengikis korupsi. Upaya tersebut harus mencari cara dan sarana untuk 
menciptakan gaya kepemimpinan seperti itu. Lebih dari itu, upaya 
tersebut harus berhasil menanamkan rasa enggan berkorupsi di kalangan 
para pemegang kekuasaan.

Untuk memberi kesan kuat kepada masyarakat, kekuasaan pemaksa 
bagi kemaslahatan pelaku korupsi, ditandaskan oleh Tanthowi (2004) 
adalah agama. Hanya agamalah yang mampu bertindak sebagai medium 
yang efektif bagi perilaku moral pada tataran kolektivitas. Tentu saja 
kesadaran agama yang murni lebih menekankan kepada falsafah dan nilai 
dasarnya daripada simbol dan peribadatannya yang dapat membimbing 
ke arah dipikirkannya kembali sasaran dan tujuan hidup itu sendiri yang 
selanjutnya dapat membantu melawan godaan korupsi.

Pada akhirnya, perubahan struktur dan organisasi juga diperlukan 
untuk mengawasi korupsi. Semaa (2008) menyatakan beberapa hal yang 
harus dilakukan yaitu:

��Pertama, sistem produksi dan teknologi harus diubah sehingga 
pertumbuhan tanpa batas dan konsumsi tanpa akhir yang kini 
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74 A. Junaedi Karso

berlaku akan digantikan oleh pola pertumbuhan dan konsumsi baru 
yang akan memenuhi kebutuhan materiil bagian terbesar rakyat.

��Kedua, sebagai bagian dari pertumbuhan dalam sistem produksi-
teknologi-konsumsi ini dan juga sebagai tanggapan terhadap 
korupsi yang terbit dari sektor swasta, derajat pemilikan dan 
kontrol masyarakat yang lebih besar kedua-duanya perlu dan 
tidak bisa ditinggalkan.

��Reorganisasi bidang ini harus dibarengi dengan desentralisasi 
yang efektif. Desentralisasi merupakan penyebaran kekuasaan 
lebih luas. Bila semua kondisi yang lain sudah benar, maka 
langkah tersebut akan mempersempit ruang lingkup korupsi.

Di Indonesia sendiri langkah-langkah yang dilakukan pemerintah 
untuk memberantas korupsi dituangkan dalam sejumlah peraturan 
perundang-undangan yang terkait antara lain:

��Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang 
Undang Hukum Acara Pidana

��Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme

��Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi

�� Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian 
Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi

��Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi

��Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

��Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian 
Uang

�� Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem 
Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
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��Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi

�� Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem 
Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

Namun demikian, kebijakan sebagaimana tersebut di atas sepertinya 
belum sepenuhnya berhasil menekan angka korupsi. Jika kita melihat 
data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia selama beberapa tahun terakhir, 
terlihat bahwa Indonesia masih dianggap sebagai negara dengan tingkat 
korupsi yang tinggi. Pada tahun 2015, dari 167 negara di dunia, Indonesia 
berada pada peringkat 88 dengan nilai skor 36.

Gambar 7.1 Ranking dan Skor Indeks Persepsi Korupsi di Dunia

Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme merupakan perwujudan dari nilai-nilai etika pemerintahan 
dalam diri para penyelenggara negara. Nilai-nilai etika pemerintahan 
yang mewujudkan perilaku anti korupsi tersebut di antaranya adalah 
untuk selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan 
pribadi atau golongan, untuk tidak mengambil apa yang bukan haknya, 
dan untuk bekerja sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. 
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76 A. Junaedi Karso

B. Bentuk Pemerintahan dan Dampak Polusi Alam
Korupsi di Indonesia pada umumnya juga diawali dengan 

adanya kolusi dan nepotisme oleh penyelenggara negara dan pegawai 
negeri. Itu yang membuat korupsi terjadi secara sistemik dan masif. 
Korupsi, kolusi dan nepotisme ini menjadi penyakit kronis bangsa 
yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan kesinambungan 
pembangunan.

Pengertian kolusi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 
Nomor 28 tahun 1999 adalah pemufakatan atau kerja sama secara 
melawan hukum antar-penyelenggara negara atau antara penyelenggara 
negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau 
negara. Dapat dikatakan pula bahwa kolusi merupakan kerjasama atau 
pemufakatan jahat.

Kolusi adalah bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan 
oknum lain secara ilegal pula (melanggar hukum) untuk mendapatkan 
keuntungan material bagi mereka. Kolusi merupakan kesepakatan dua 
belah pihak atau lebih secara tersembunyi dan tidak jujur serta melawan 
hukum untuk melancarkan usaha salah satu pihak untuk mencapai 
tujuan tertentu. Biasanya diwarnai dengan korupsi yaitu penyalahgunaan 
wewenang yang dimiliki oleh salah satu pihak atau pejabat negara.

Mas (2014) menyatakan bahwa kolusi lebih sering dilakukan melalui 
perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi. 
Dalam melakukan kesepakatan, biasanya dilakukan dengan sogokan 
atau pemberian fasilitas tertentu sebagai pelicin agar semua urusannya 
menjadi lancar.

Selain itu, Makmur (2009) menyatakan bahwa kolusi adalah suatu 
tindakan dari kedua belah pihak untuk menciptakan kesepakatan yang 
sesungguhnya bertentangan dengan etika, moralitas, rasional, keimanan 
dan peraturan yang berlaku dalam suatu bentuk ikatan kerjasama. 
Pengertian kolusi ini jelas bahwa sangat merugikan bagi orang-orang 
yang berprilaku yang berdasarkan tindakan moralitas, etika, rasionalitas, 
keimanan dan peraturan yang berlaku dalam ikatan kerjasama. Dan 
kemudian menguntungkan secara konkret atau secara realita bagi orang-
orang yang perbuatan atau tindakannya bertentangan dengan moralitas, 
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etika, rasionalitas, keimanan dan peraturan yang berlaku dalam bentuk 
ikatan kerja sama.

Penyakit Kolusi ini juga diuraikan oleh Peter L. Berger dalam 
Makmur (2009): “Para pembuatan kebijaksanaan politik dan para teorisi 
saling berhubungan sama sekali. Di antara mereka yang berada dalam 
kursi kekuasaan dan Cuma tahu bertindak (men of action) selalu sudah 
terdapat orang yang hanya memandang rendah para teorisi dan hasil 
karya mereka. Dalam bertindak, mereka sudah biasa menggunakan “akal 
sehat” saja, yang sebenarnya adalah campuran dari berbagai teori lama 
yang dimantapkan sebagai kearifan rakyat dengan teori-teori sementara 
(ad hoc) yang diciptakan menurut pola “kerjakan itu sendiri” (do-it 
yourself ). Begitu pula selalu terdapat sejumlah teorisi dalam menara-
menara gading yang asyik mengerjakan bangunan-bangunan intelektual 
mereka, dalam keterpencilan yang megah dari kerja memeras keringat 
yang dilakukan oleh umat manusia lainnya.”

Pendapat Peter L. Berger tersebut sesungguhnya telah 
menggambarkan patologi kolusi dalam pemerintahan. Sebenarnya secara 
fenomenologis dan bahkan lebih dari itu sudah mendekati fenomena, 
karena penyakit itu sudah hampir dipastikan kebenarannya dalam 
tindakan sebagian manusia yang terkait dalam bentuk kerja sama. Lebih 
lanjut menurut Makmur (2009) penyakit kolusi telah menjangkit di 
semua lini dalam administrasi negara maupun administrasi pemerintahan, 
mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah kabupaten/ kota, 
bahkan sampai ke desa-desa.

Penanganan kolusi ini diharapkan dapat tercipta sebuah pengaturan 
hubungan dan keharmonisan kerja antar sesama manusia yang terikat 
dalam bentuk kerjasama. Diharapkan pula terciptanya keteraturan kerja 
yang dilakukan oleh seluruh unsur yang ada dalam pemerintahan. 
Tindakan penanganan kolusi tersebut bukanlah menjadi persoalan akhir, 
melainkan akan berdinamisasi sesuai tuntutan perubahan kebutuhan 
anggota yang terikat dalam kerjasama. Sehingga perlu adanya regulasi 
yang mengatur tentang hal tersebut. Peraturan yang dibuat haruslah 
dilaksanakan tanpa pilah-pilih, sehingga pemerintahan yang bersih dari 
praktik KKN dapat terwujud.
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C. Bentuk Nepotisme dan Dampak dalam Pemerintahan
Nepotisme adalah pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, 

kesempatan, atau penghasilan, bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat, 
sehingga menutup kesempatan bagi orang lain. Nepotisme berarti lebih 
memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan 
berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks 
derogatori.

Sebagai contoh, kalau seorang manajer mengangkat atau menaikkan 
jabatan seorang saudara, bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi 
namun bukan saudara, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme. 
Pakar-pakar biologi telah mengisyaratkan bahwa tendensi terhadap 
nepotisme adalah berdasarkan naluri, sebagai salah satu bentuk dari 
pemilihan saudara.

Kata nepotisme berasal dari kata Latin nepos, yang berarti 
“keponakan” atau “cucu”. Pada Abad Pertengahan beberapa paus Katholik 
dan uskup –yang telah mengambil janji “chastity”, sehingga biasanya 
tidak mempunyai anak kandung– memberikan kedudukan khusus kepada 
keponakannya seolah-olah seperti kepada anaknya sendiri. Beberapa paus 
diketahui mengangkat keponakan dan saudara lainnya menjadi kardinal. 
Seringkali, penunjukan tersebut digunakan untuk melanjutkan “dinasti” 
kepausan. Contohnya, Paus Kallistus III, dari keluarga Borja, mengangkat 
dua keponakannya menjadi kardinal; salah satunya, Rodrigo, kemudian 
menggunakan posisinya kardinalnya sebagai batu loncatan ke posisi 
paus, menjadi Paus Aleksander VI. Kebetulan, Alexander mengangkat 
Alessandro Farnese, adik kekasih gelapnya, menjadi kardinal; Farnese 
kemudian menjadi Paus Paulus III. Paul juga melakukan nepotisme, 
dengan menunjuk dua keponakannya (umur 14 tahun dan 16 tahun) 
sebagai Kardinal. Praktik seperti ini akhirnya diakhiri oleh Paus Innosensius 
XII yang mengeluarkan bulla kepausan Romanum decet pontificem pada 
tahun 1692. Bulla kepausan ini melarang semua paus di seluruh masa 
untuk mewariskan tanah milik, kantor, atau pendapatan kepada saudara, 
dengan pengecualian bahwa seseorang saudara yang paling bermutu dapat 
dijadikan seorang Kardinal.

Pengertian Nepotisme ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 
5 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, yaitu setiap perbuatan 
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penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan 
kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan 
masyarakat, bangsa dan negara. mengacu pada pengertian tersebut, maka 
nepotisme berarti tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara 
yang lebih memilih saudara atau teman akrab. Nepotisme dilakukan 
dengan melawan hukum dengan menguntungkan kepentingan keluarga 
atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 
melibatkan atau mendahulukan keluarga dan/atau kroni tidak didasarkan 
pada kemampuannya.

Mas (2014) menyatakan bahwa tendensi terjadinya nepotisme juga 
didasarkan oleh kebiasaan rakyat yang berpandangan feodal dengan 
mendahulukan keluarga atau teman-temannya, meskipun tidak 
memiliki keahlian pada bidang pekerjaan yang diberikan. Nepotisme 
banyak terjadi pada penerimaan Pegawai Negeri atau pada perusahaan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk pada perusahaan swasta. 
Ada juga yang menyebut bahwa nepotisme dilakukan lantaran didorong 
naluri, sebagai salah satu bentuk dari pemilihan keluarga dan kroni 
dengan merugikan kepentingan masyarakat secara luas.

Terjadinya kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan 
sepertinya tidak terlepas dari perilaku feodalis yang dianggap sesuatu 
yang biasa, dan berlangsung sejak zaman kerajaan. Ada kebiasaan 
masyarakat untuk memberikan upeti kepada pejabat, baik berupa barang 
dari hasil kebunnya maupun dalam bentuk uang. Biasanya dilakukan 
sebagai tanda kesetiaan kepada pejabat negara atau kerajaan, bahkan 
bisa juga untuk mengambil hati pejabat bersangkutan agar dimudahkan 
dalam mengurus sesuatu.

Nepotisme di lingkungan pemerintahan juga menjadi bagian 
yang ditiru dari zaman kerajaan dengan menempatkan keluarga untuk 
menduduki jabatan tertentu. Kondisi tersebut terus berlangsung dan 
begitu susah ditelusuri, meskipun sudah ada undang-undang yang 
melarang, terutama kalau nepotisme dilakukan dengan mendahulukan 
kepentingan keluarga yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, 
bangsa dan negara.
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80 A. Junaedi Karso

Lemahnya peraturan perundang-undangan untuk memberantas 
korupsi dan nepotisme yang sudah mengakar, menyebabkan intensitasnya 
terus terjadi. Kolusi dan nepotisme dalam realitasnya menjadi pemicu 
terjadinya korupsi. Apabila ada pejabat negara dari pusat, seperti menteri 
berkunjung ke daerah, biasnya semua keperluaanya diurus pemerintah 
daerah, padahal biaya perjalanannya sudah ditanggung pemerintah pusat. 
Semakin meluasnya praktik kolusi dan nepotisme telah menimbulkan 
kerugian besar terhadap keuangan dan perekonomian negara, hal ini 
juga mengancam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

D. Kesimpulan
Korupsi di Indonesia pada umumnya juga diawali dengan adanya 

kolusi dan nepotisme oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri. Itu 
yang membuat korupsi terjadi secara sistemik dan masif. Korupsi, kolusi 
dan nepotisme ini menjadi penyakit kronis bangsa yang mengancam 
kelangsungan hidup bangsa dan kesinambungan pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme merupakan perwujudan dari nilai-nilai etika pemerintahan 
dalam diri para penyelenggara negara. Nilai-nilai etika pemerintahan yang 
mewujudkan perilaku anti korupsi tersebut di antaranya adalah untuk 
selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau 
golongan, untuk tidak mengambil apa yang bukan haknya, dan untuk 
bekerja sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Korupsi secara 
umum sebagai “berbagai tindakan gelap dan tidak sah (illicit or illegal 
activities) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Ia lalu 
menambahkan, bahwa dalam perkembangannya lebih akhir, dari beragam 
pengertian korupsi, terdapat penekanan yang dilakukan sejumlah ahli 
dalam mendefinisikan korupsi, yakni “penyalahgunaan kekuasaan atau 
kedudukan publik untuk kepentingan pribadi”.

Korupsi juga sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Lord Acton 
dalam Semma (2008) mengungkapkan bahwa “power tends to corrupt, 
absolute power corrupts absolutely”, artinya korupsi muncul bilamana 
terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terlebih bila kekuasaan bersifat 
absolut atau mutlak, maka korupsi semakin menjadi-jadi.
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BAB VIII 
PEMBINAAN ETIKA 

APARATUR SIPIL NEGARA

A. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil
Hak dan kewajiban PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kewajiban dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 kemudian diperjelas lagi pada 
Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 
PP ini masih berlaku sampai sekarang mengingat belum ada PP baru 
pelaksanaan UU ASN. Adapun menurut UU nomor 5 tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara, kewajiban PNS dan PPPK sama akan 
tetapi masalah Hak berbeda. Hak PNS diatur dalam pasal 21 dan hak 
PPPK diatur dalam pasal 22. Perbedaannya, PPPK tidak mempunyai 
hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Menurut UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
Pasal 21, Hak PNS terdiri dari Gaji, Tunjangan dan Fasilitas, Cuti, 
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, Perlindungan dan Pengembangan 
kompetensi. Sedangkan yang menjadi Kewajiban PNS menurut pasal 23 
adalah:

- Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan pemerintah yang sah.

- Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
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82 A. Junaedi Karso

- Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah 
yang berwenang.

- Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, 

kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, 

ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun 
di luar kedinasan.

- Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan 
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik.

- Dalam UU ASN ketentuan lebih lanjut tentang hak PNS, 
hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN akan diatur dengan 
peraturan pemerintah tersendiri. PP 53 tahun 2010 mengatur 
tentang disiplin PNS. Di dalam peraturan tersebut diatur 
tentang displin, pelanggaran disiplin, larangan, dan juga 
kewajiban PNS. Kewajiban PNS yang diatur antara lain:

- mengucapkan sumpah/janji PNS
- mengucapkan sumpah/janji jabatan
- setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD-RI 1945, 

NKRI dan Pemerintah
- menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
- melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS 

dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab
- menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan 

martabat PNS
- mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan 

sendiri, seseorang, dan /atau golongan
- memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut 

perintah harus dirahasiakan
- bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 

kepentingan negara

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 
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- melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui 
ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara 
atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan 
materiil

- masuk kerja dan menaati jam kerja
- mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
- menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara 

dengan sebaik-baiknya
- memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
- membimbing bawahan dalam melaksankan tugas
- memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengem-

bangkan karier
- menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang.

B. Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil 
Adapun dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang menjadi larangan bagi PNS 
yaitu:

1. menyalahgunakan wewenang
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi 

dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang 
lain

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk 
negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional

4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga 
swadaya masyarakat asing

5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, 
atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak 
bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara 
tidak sah

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, 
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan 
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, 
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84 A. Junaedi Karso

atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung 
merugikan negara

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa 
pun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih 
apa pun untuk diangkat dalam jabatan

8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun 
juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya

9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan 

yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang 
dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani

11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut 

partai atau atribut PNS
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 

dan/atau
d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas 

negara;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden 

dengan cara:
a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon 
selama masa kampanye dan/atau

b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu 
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi 
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian 
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, 
anggota keluarga, dan masyarakat

14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan 
Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 
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Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto 
kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda 
Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah, dengan cara:
a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam 

kegiatan kampanye;
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon 
selama masa kampanye;

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu 
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi 
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian 
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, 
anggota keluarga, dan masyarakat.

Pelanggaran terhadap etika pemerintahan dalam hal ini yaitu 
melanggar disiplin PNS, maka dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi 
administratif. Sanksi moral meliputi:

1. pengumuman melalui media masa
2. meminta maaf secara terbuka
3. mengundurkan diri dari jabatan

Sedangkan sanksi administratif meliputi:
1. teguran lisan atau tulisan
2. pemberhentian sementara (skorsing) 
3. pemberhentian dengan tidak hormat
4. sanksi administratif lainnya, sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

C. Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Larry D. Stout dalam Yuwono, 2002 mengemukakan bahwa 

pengukuran atau penilaian kinerja organisasi merupakan proses mencatat 
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86 A. Junaedi Karso

dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian 
misi (mission accomplishment) melalui hasil yang ditampilkan berupa 
produk, jasa ataupun suatu proses. Di atas kertas, penilaian kinerja 
menduduki posisi yang sangat penting dalam dinamika pelaksanaan 
tugas dan fungsi organisasi. Sebuah sistem manajemen SDM yang efektif 
akan menempatkan penilaian kinerja sebagai jantung dari sistem yang 
dibangun.

Secara sederhana Torington (2005) menggambarkan tahapan 
penilaian kinerja sebagai berikut Penentuan tujuan mengacu kepada 
tugas dan fungsi, serta tujuan unit kerja (organisasi). Penentuan Rencana 
Kinerja yang meliputi tujuan individu pengampu tugas/jabatan dan 
pengembangan karier yang SMART yaitu:

- Simple (sederhana)
- Measurable (terukur)
- Attributable (bermanfaat untuk pengambilan keputusan)
- Reliable (dipercaya, sahih)
- Timely (tepat waktu dalam penilaian)
- Pengendalian dan Pemantauan oleh atasan langsung secara 

berkelanjutan.
- Penilaian dan pemberian penghargaan (reward) yang meliputi 

penilaian di akhir tahun, pemberian insentif/ tunjangan kinerja 
sesuai dengan hasil penilaian, bagi pegawai yang dianggap 
berhasil.

- Penjatuhan punishment bagi pegawai yang dinilai gagal dalam 
mengampu tugas/jabatan.

Penilaian pekerjaan PNS merupakan kontrol pemerintah terhadap 
kinerja PNS. Selama ini acuan pelaksanaan penilaian kinerja PNS 
di Indonesia adalah PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan PNS, yaitu: 
pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, diklat, 
serta pemberian penghargaan. Unsur-unsur yang dinilai menurut PP 
tersebut adalah: kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, 
kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.
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DP3 sifatnya sangat normatif, sehingga kurang dapat 
memberikan informasi prestasi yang nyata. DP3 sebagai alat ukur 
masih sebatas formalitas belaka, DP3 tidak secara riil difungsikan 
dan diimplementasikan secara tepat, benar dan objektif kepada PNS. 
Kenyataan empirik menunjukkan bahwa proses penilaian kinerja PNS 
cenderung terperangkap ke dalam proses formalitas saja. DP3 PNS 
dirasa telah kehilangan makna substantif, tidak terkait langsung dengan 
ranah hard competence.

DP3 PNS secara substantif tidak dapat digunakan sebagai 
penilaian sekaligus pengukuran seberapa besar produktivitas PNS dan 
kontribusinya terhadap organisasi. DP3 juga tidak dapat mengukur 
seberapa besar keberhasilan dan atau kegagalan PNS dalam melaksanakan 
pekerjaannya.

Dari studi komparatif di atas, juga berdasarkan teori Torington 
(2005), ternyata sistem penilaian kinerja dengan DP3 tidak memenuhi 
sebagai suatu instrumen penilaian yang ideal. Parameter yang digunakan 
dalam DP3 tidak jelas, dikarenakan orientasi penilaian lebih ditekankan 
pada aspek kepribadian/perilaku tanpa menyentuh ranah kinerja, dan 
penilaian tidak mengedepankan aspek komunikasi sehingga bawahan 
tidak mengetahui standar kinerja yang diharapkan. Ini merupakan 
beberapa penyebab penilaian prestasi kerja PNS melalui DP3 cenderung 
bersifat subjektif dan mengakibatkan bias penilaian (hallo e!ect).

Kelemahan dalam sistem penilaian kinerja PNS secara tidak langsung 
telah berkontribusi terhadap rendahnya kinerja PNS. Hal ini karena PNS 
tidak termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik mereka. Istilah 
yang paling umum di gunakan adalah “pintar bodoh sama saja”, yang 
berarti bahwa tidak ada korelasi antara kinerja seorang pegawai terhadap 
jumlah penghasilan dan pengembangan karier mereka. Hal yang paling 
sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah rendahjnya pelayanan publik, 
tidak disiplinnya PNS, dan rendahnya produktivitas kerja PNS.
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88 A. Junaedi Karso

Gambar 8.1 Main game saat jam kerja, menunjukkan rendahnya 
kedisiplinan PNS (seputarsulawesi.com)

Oleh karena itu dalam rangka reformasi birokrasi, secara makro 
pemerintah telah mengeluarkan penyempurna PP No 10 Tahun 1979 
dan menggantinya dengan PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 
Prestasi Kerja PNS dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Sasaran Kerja 
Pegawai (SKP) pada PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi 
Kerja PNS, yang dimaksud dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), adalah 
rencana dan target kinerja yang akan dicapai oleh seorang PNS. SKP 
disusun dengan mengacu kepada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) unit 
kerja/visi organisasi yang termuat dalam rencana strategis.

SKP disusun dengan memuat kegiatan tugas jabatan dan target 
yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan 
measurable. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus 
didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang tanggung jawab, dan uraian 
tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi 
dan tata kerja (SOTK).

Dalam PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja 
PNS, setiap PNS diwajibkan menyusun SKP pada setiap awal tahun 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 89

yang dimulai tanggal 2 Januari 2014. Sedangkan PNS yang diangkat 
menjadi Pejabat Negara/pimpinan/anggota lembaga non struktural dan 
diberhentikan dari jabatan organiknya, PNS yang sedang cuti di luar 
tanggungan negara, diberhentikan sementara dari jabatan PNS, tugas 
belajar dan diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga 
internasional, organisasi profesi, dan organisasi swasta yang ditentukan 
oleh pemerintah, kepada mereka dikecualikan dari kewajiban menyusun 
SKP. Ancaman bagi pegawai yang tidak menyusun maupun melaksanakan 
penilaian SKP bawahannya adalah sanksi atau hukuman disiplin sesuai 
PP No. 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin Pegawai.

Penilaian prestasi kerja dengan SKP terdiri dari dua unsur yaitu 
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja dimana bobot nilai unsur 
SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%. Penilaian SKP meliputi 
aspek-aspek seperti kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Sedangkan 
penilaian perilaku kerja meliputi aspek-aspek yaitu orientasi pelayanan, 
integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan.

Penilaian SKP dilakukan dengan menghitung tingkat capaian 
SKP dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang 
telah ditetapkan di awal tahun untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas 
jabatan, yang diukur dengan 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, 
kualitas, waktu, dan biaya. Sedangkan nilai capaian SKP dinyatakan 
dengan angka dan sebutan, mulai dari ≤ 50 sampai dengan ≥ 91 atau 
dengan sebutan buruk sampai dengan sangat baik.

D. Kesimpulan
1. Hak dan kewajiban PNS diatur dalam Undang-undang nomor
2. tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-

Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Kewajiban dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974 

kemudian diperjelas lagi pada Peraturan Pemerintah nomor 53 
tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

4. Menurut UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara, kewajiban PNS dan PPPK sama, akan tetapi masalah 
Hak berbeda. Hak PNS diatur dalam pasal 21 dan hak PPPK 
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90 A. Junaedi Karso

diatur dalam pasal 22. Perbedaannya, PPPK tidak mempunyai 
hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

5. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada PP No. 46 Tahun 2011 
tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, yang dimaksud dengan 
Sasaran Kerja Pegawai (SKP), adalah rencana dan target kinerja 
yang akan dicapai oleh seorang PNS. SKP disusun dengan 
mengacu kepada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) unit kerja/ 
visi organisasi yang termuat dalam rencana strategis.

6. Penilaian prestasi kerja dengan SKP terdiri dari dua unsur yaitu 
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja dimana bobot 
nilai unsur SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%.
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BAB IX 
AKUNTABILITAS 

PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN

A. Konsep Akuntablitas
Kamus Webster mendefinisikan “accountability” as “ the 

quality or state of being accountable; an obligation or willingness to 
accept responsibility for one’s actions”. Dari definisi tersebut maka 
akuntabilitas memuat unsur penting seperti kualitas, obligasi, kemauan 
dan responsibiliti. Akuntabilitas berarti sarana yang mencegah sesuatu 
dari melakukan kesalahan.

Pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi publik 
melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu, menurut Kumorotomo 
(2007) wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan 
antara warga pemilih (constituency) para pemimpin politik, teknokrat, 
birokrat atau administrator, serta pelaksana di lapangan. Kaitan 
pertanggungjawaban yang harus ditaati oleh aparatur negara dengan 
demikian meliputi berbagai corak organisasi dan kelompok masyarakat. 
Lebih lanjut menurut Kumorotomo (2007) pertanggungjawaban 
biasanya diartikan sebagai proses antar pribadi yang menyangkut 
tindakan, perbuatan atau keputusan seseorang dalam hubungannya 
dengan orang lain sehingga ia dapat menerima hak dan wewenang 
tertentu berikut sanksi yang menjadi konsekuensinya.
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92 A. Junaedi Karso

Spiro (1969) menyebutkan bahwa dalam administrasi publik 
pertanggungjawaban mengandung 3 (tiga) konotasi berikut:

1. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability) 
Akuntabilitas di sini berperan jika suatu lembaga (agency) harus 
bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan (policies) tertentu. 
Sebagai demikian, maka terdapat dua bentuk akuntabilitas, yaitu 
akuntabilitas eksplisit (answerability) dan akuntabilitas implisit. 
Akuntabilitas eksplisit merupakan pertanggungjawaban seorang 
pejabat negara manakala ia diharuskan untuk menjawab atau 
memikul konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan 
tugas-tugas kedinasan. Sementara itu, akuntabilitas implisit 
berarti bahwa segenap aparatur negara secara implisit bertanggung 
jawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat-akibat 
keputusan yang dibuat.

2. Pertanggungjawaban sebagai sebab-akibat (cause)
 Jenis pertanggungjawaban ini muncul bila orang mengatakan 

bahwa suatu lembaga diharuskan untuk mempertanggung-
jawabkan jalannya suatu urusan (the conduct of some a!airs). 
Pertanggungjawaban kausal yang eksplisit terdiri dari empat 
unsur, yaitu sumber (resource), pengetahuan, pilihan dan 
maksud (purpose). Keempat unsur ini harus ada di dalam 
mempertanggungjawabkan urusan publik. Jika salah satu unsur 
hilang, pertanggungjawaban itu menjadi cacat. Sementara itu, 
pertanggungjawaban kausal implisit merupakan landasan pokok 
bagi pelaksanaan suatu urusan, misalnya kebajikan (virtue) atau 
kesejahteraan (welfare) buat sesama.

3. Pertanggungjawaban sebagai kewajiban (obligation)
 Apabila seseorang bertanggung jawab dalam artian kewajiban 

untuk melakukan sesuatu, itu berarti bahwa:
- Dia harus menggunakan kapasitas untuk melakukan 

pertanggungjawaban kausal kepada orang yang 
memberinya delegasi, dalam rangka menyempurnakan hal-
hal yang dipertanggungjawabkan tersebut

- Dia harus melaksanakan setiap tahapan dari kontribusi 
kausalnya secara eksplisit.
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 93

Oleh karena itu, secara luas pertanggungjawaban mengandung arti 
yang bermacam-macam, tergantung dari aspek mana kita melihatnya. 
Pertanggungjawaban etis tentunya berbeda dengan pertanggungjawaban 
rasional. Jika pertanggungjawaban rasional dapat diangkat dari tindakan-
tindakan nyata dan sanksi-sanksi yang diterapkan dapat dipaksakan 
oleh orang lain, sebaliknya pertanggungjawaban etis sifatnya lebih 
abstrak dan sanksi-sanksi yang mengiringi hendak menyentuh langsung 
nurani manusia yang mewujudkan sikap, tindakan dan keputusan 
tertentu. Kecuali itu pertanggungjawaban juga dapat dibedakan 
menurut jenjangnya. Sebagai contoh, di dalam organisasi kita mengenal 
pertanggungjawaban tingkat institusional, tingkat manajerial dan 
tingkat teknis.

Pada tingkat institusional, organisasi berhadapan dengan keharusan 
untuk menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih besar yang merupakan 
sumber dari “makna” legitimasi atau kelompok massa pendukung yang 
memungkinkan implementasi sasaran-sasaran organisasi tersebut. Pada 
tingkat manajerial, organisasi menjadi penengah di antara komponen-
komponen teknis serta antara pejabat-pejabat operasional dengan para 
“pelanggan” atau pendukung di dalam lingkup tugas organisasi. Sementara 
itu, pada tingkat teknis, organisasi berfokus pada kinerja efektif (e!ective 
performance) dari fungsi-fungsi yang terspesialisasi dan terinci.

Spiro (1969) menyatakan “Contemporary bureaucrat is in fact, 
and should be, accountable to several di!erent authorities, for di!erent 
purpose, to di!erent degrees and in terms of di!erent though mutually 
complimentary standards”. Selain itu Vaughn (1980) juga menyatakan 
“accountability mechanism act to ensure that agencies and agency 
leadership have a vested interest in maintaining a structure of incentives 
that benefit the public. The law alone cannot build such structure; 
the law cannot fully protect the employee who exposes corruption 
or wrongdoing and the law cannot make the day-to-day decisions of 
personnel and management o"cials that do so much to establish the 
atmosphere and character of the public service”.

Tanggung jawab yang ada di pundak setiap pejabat negara berasal 
dari otoritas, bidang, arah dan jenjang yang berbeda-beda. Kita tidak 
dapat menuntut tanggung jawab itu hanya dengan hukum dan aturan 
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94 A. Junaedi Karso

yang berlaku karena terkadang kodifikasi aturan tersebut tidak mampu 
menampung masalah-masalah kemasyarakatan yang begitu luas. Namun, 
pertanggungjawaban internal saja sudah cukup. Ada saat dimana aparatur 
negara tidak tahu keputusan apa yang harus dipilihnya meskipun ia 
punya komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat.

B. Dimensi Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban administrasi negara melibatkan sarana-sarana 

yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga publik beserta pegawai-
pegawainya untuk mengelola kehendak yang berlainan dari dalam 
maupun luar organisasi. Dilihat sebagai suatu strategi untuk mengelola 
kehendak (expectation), pertanggungjawaban administrasi negara 
mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Fokus pembahasannya 
menurut Kumorotomo (2007) diarahkan kepada empat sistem alternatif 
pertanggungjawaban publik, yang masing-masing berlandaskan pada 
variasi dalam dua faktor penting:

1. Apakah kemampuan untuk merumuskan dan mengontrol 
kehendak-kehendak tersebut dipegang oleh kesatuan (entitas) 
tertentu di dalam atau di luar lembaga

2. Derajat pengawasan/kontrol yang diberikan atas entitas tersebut 
untuk merumuskan kehendak lembaga itu.

Saling mempengaruhi di antara dua dimensi ini menghasilkan empat 
tipe sistem pertanggungjawaban seperti gambar 9.1 di bawah ini:

Sumber Kontrol Lembaga

Internal Eksternal

Derajat Tinggi Birokrasi .1 Legal .2
Kontrol atas

Tindakan Lembaga Rendah Profesional .3 Politis .4

Sumber:Tipe-Tipe Sistem Pertanggungjawaban (Kumorotomo, 2007)

Dari sisi dimensi pertama, manajemen kehendak-kehendak 
lembaga melalui mekanisme pertanggungjawaban itu membutuhkan 
adanya sumber kontrol otoritatif. Sumber-sumber kontrol eksternal 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 95

mencerminkan adanya pembedaan yang sama, otoritasnya dapat 
diperoleh dari tatanan-tatanan formal di dalam hukum atau kontrak-
kontrak legal maupun praktik kekuasaan informal yang dipengaruhi 
kepentingan-kepentingan dari luar lembaga.

Unsur kedua dalam setiap sistem pertanggungjawaban adalah 
derajat kontrol atas pilihan-pilihan lembaga serta operasi-operasi yang 
dilaksanakan oleh sumber-sumber kontrol tersebut. Derajat kontrol 
yang tinggi mencerminkan kemampuan pengawas untuk menentukan 
jangkauan dan kedalaman tindakan yang dapat diambil oleh suatu 
lembaga negara dan aparaturnya. Sebaliknya, derajat atau diskresi bagi 
aparatur-aparatur tersebut.

Pertanggungjawaban birokratis (sel 1) adalah mekanisme yang 
secara luas dipakai untuk mengelola kehendak-kehendak lembaga 
negara. Dengan rancangan ini, kehendak-kehendak administrator 
publik dikelola melalui pemusatan perhatian kepada prioritas orang-
orang yang berada pada puncak hierarki birokrasi. Pada saat yang 
sama, pengendalian supervisi diterapkan secara intensif pada sebagian 
besar aktivitas lembaga. Fungsi sistem pertanggungjawaban birokratis 
melibatkan dua komponen utama:

- Kaitan yang terorganisasi dan absah antara seorang atasan dan 
bawahan di mana keharusan untuk mengikuti “perintah” tidak 
dipertanyakan lagi

- Suatu pengawasan melekat atau suatu sistem perwakilan dalam 
menentukan prosedur-prosedur baku dan aturan-aturan yang 
berlaku

Pertanggungjawaban legal (sel 2) mirip dengan bentuk 
birokratis karena ia juga melibatkan penerapan kontrol yang terus-
menerus atas aktivitas administrasi negara. Namun, berbeda dengan 
pertanggungjawaban birokratis, pertanggungjawaban legal berlandaskan 
pada keterkaitan antara pengawasan pihak-pihak luar lembaga dengan 
anggota-anggota organisasi. Pihak luar tersebut adalah seorang individu 
atas suatu kelompok yang punya kekuatan untuk membebankan sanksi-
sanksi hukum atau menuntut kewajiban-kewajiban formal tertentu. 
Dalam istilah pembuatan kebijakan, pihak-pihak luar itu merupakan 
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96 A. Junaedi Karso

“pembuat undang-undang” sedangkan administrator publik berperan 
sebagai “pelaksana”.

Kaitan antara pengawas dan yang diawasi juga berbeda dengan 
yang terdapatdalamsistem pertanggungjawaban birokratis. Didalam 
sistem birokratis, kaitan tersebut bersifat hierarkis dan tergantung 
kepada kemampuan atasan untuk memberi hadiah atau hukuman 
kepada bawahannya. Sementara itu, dalam pertanggungjawaban legal 
keterkaitan yang terjadi adalah antara dua pihak yang relatif otonom 
dan di sini melibatkan suatu kesepakatan formal di antara lembaga publik 
dan pengawasnya yang legal. Pertanggungjawaban profesional (sel 3) 
semakin diperlukan seiring dengan semakin banyak dan kompleksnya 
persoalan-persoalan teknis dalam pemerintahan. Dalam keadaan seperti 
ini, para pejabat publik harus punya landasan keterampilan tertentu dan 
lembaga-lembaga negara itu sendiri mesti punya pegawai-pegawai yang 
ahli untuk melaksanakan solusi atas setiap permasalahan dengan tepat. 
Pegawai-pegawai itu diharapkan dapat mempertanggungjawabkan 
tindakan-tindakan mereka guna memastikan pemimpin-pemimpin 
lembaga bahwa mereka telah melaksanakan pekerjaanya sebaik-baiknya. 
Jadi pertanggungjawaban profesional dicirikan oleh penempatan kontrol 
atas aktivitas-aktivitas organisasional di tangan para pejabat yang punya 
kepakaran atau keterampilan khusus dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 
Oleh sebab itu, kunci dari sistem pertanggungjawaban profesional 
adalah diferensiasi keahlian di dalam lembaga tersebut. Konflik sering 
muncul dari kenyataan bahwa meskipun otoritas senantiasa dikenakan 
secara internal oleh lembaga, pranata-pranata profesional dari luar 
(melalui pendidikan dan standar profesi) mungkin secara tak langsung 
mempengaruhi pembuatan keputusan para pakar dalam lembaga 
pemerintahan tersebut. Organisasi pertanggungjawaban profesional 
akan mirip dengan kebanyakan lembaga publik di mana seorang manajer 
membawahi sejumlah pekerja, tetapi di sini perbedaannya terletak pada 
keterkaitan mereka. Di dalam sistem pertanggungjawaban birokratis, 
kaitan kuncinya adalah proses supervisi yang ketat. Sebaliknya di dalam 
pertanggungjawaban profesional, kaitan sentral adalah serupa dengan 
yang terdapat antara orang awam yang memegang kekuasaan dan para 
pakar yang profesional; pimpinan lembaga mengambil peran sebagai 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 97

penguasa awam dan para pekerja harus membuat keputusan-keputusan 
penting sesuai dengan kepakaran mereka.

Pertanggungjawaban politis (sel 4) merupakan sistem 
pertanggungjawaban yang sangat dibituhkan bagi para administrator 
di negara-negara demokratis. Jika “pengakuan” (deference) terhadap 
kemampuan pakar merupakan karakteristik pertanggungjawaban 
profesional, daya tanggap (responsiveness) terhadap kepentingan publik 
merupakan karakteristik sistem pertanggungjawaban politis. Kaitan 
pokok dalam sistem seperti ini menggambarkan bahwa antara seorang 
wakil rakyat (dalam hal ini adalah administrator publik) dengan warga 
pemilih (mereka yang merupakan muara pertanggungjawaban). Di 
dalam pertanggungjawaban politis, pertanyaan utamanya adalah “untuk 
siapa para administrator publik bertindak?”. Sementara itu, warga 
pemilih (constituency) mestinya diwakili antara lain masyarakat umum, 
pejabat-pejabat terpilih, kepala-kepala lembaga, klien lembaga tertentu, 
kelompok-kelompok kepentingan khusus dan generasi-generasi yang 
akan datang.

Kendatipun sistem pertanggungjawaban politis mungkin dapat 
membuka peluang bagi timbulnya favoritisme atau bahkan korupsi di 
sepanjang pelaksanaan program-program administrasi pemerintahan, ia 
juga dapat berfungsi sebagai basis bagi suatu pemerintahan yang lebih 
terbuka dan representatif. Kebutuhan akan pertanggungjawaban politis 
akan tercermin, misalnya dalam aturan-aturan tentang pertemuan yang 
terbuka, kebebasan dalam memperoleh informasi serta hubungan antara 
pemerintah pusat dan lokal.

Berikut merupakan segi-segi pokok yang terdapat dalam tipe-tipe 
sistem pertanggungjawaban menurut Romzek dan Dubnick (1987).

Tabel Pertalian di dalam Sistem Pertanggungjawaban

Tipe Sistem 
Pertanggungjawaban

Analogi Kaitan 
Pengawas/Administrator

Basis Pertalian

1. Birokratis Atasan/ Bawahan Supervisi
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98 A. Junaedi Karso

2. Legal Pengatur/ Pelasana 
Pemimpin/ Agen

Perwalian 
(Fiduciary)

3. Profesional Awam/ Pakar Pengakuan atas 
keahlian/kepakaran

4. Politis Pemilih/ Wakil Daya tanggap 
terhadap warga 

pemilih

Dalam sistem birokratis, kehendak dan harapan dikelola melalui 
suatu tatanan hierarki yang berlandaskan pada keterkaitan supervisial; 
sistem pertanggungjawaban legal mengelola kehendak-kehendak 
melalui suatu keterkaitan kontraktual; sistem profesional bersandar 
pada pengakuan atas kepakaran; sedangkan sistem pertanggungjawaban 
politis menunjuk daya tanggap terhadap kehendak rakyat sebagai sarana 
penting untuk menangani keinginan-keinginan yang bermacam-macam 
tersebut.Tampak bahwa lingkup pertanggungjawaban administrasi yang 
harus dijalankan oleh lembaga-lembaga negara beserta aparaturnya, 
memang demikian luas. Sekurang-kurangnya pertanggungjawaban 
disini harus melibatkan sifat dari tugas-tugas lembaga (tingkat teknis), 
strategi manajemen dan konteks institusional dari pelaksanaan kerja 
dalam lembaga tadi (tingkat institusional). Idealnya, organisasi sektor 
publik mesti melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban yang sesuai 
dengan ketiga faktor ini.

Lebih lanjut menurut Kumorotomo (2007), dalam kenyataan masih 
sering kita lihat bahwa unsur keterpaduan dalam sistem pertanggungjawaban 
ini kurang diperhatikan. Ketika membangun jalan raya bebas hambatan, 
misalnya, banyak administrator yang hanya melihat faktor-faktor 
teknis atau mempertimbangkan pertanggungjawaban profesional saja. 
Dampak tertutupnya interaksi antarkomponen masyarakat akibat adanya 
jalan layang yang dipagari tersebut yang merupakan penunjang bagi 
pertanggungjawaban politis, seringkali tidak diperhatikan. Ketika tugu 
monumen nasional di Jakarta dibangun, banyak orang yang sependapat 
bahwa dimulainya proyek itu adalah untuk kepentingan politis bagi citra 
Indonesia di mata Internasional. Akan tetapi pengaruh buruk proyek-
proyek mercusuar seperti itu agaknya belum dipikirkan. Ini merupakan 
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contoh gambaran dipotongnya sistem pertanggungjawaban legal dan 
diabaikannya sistem pertanggungjawaban profesional. Untuk organisasi 
dan aparatur publik, masalah yang sesungguhnya dihadapi oleh mereka 
bukan sekedar ada atau tidaknya sistem-sistem pertanggungjawaban 
administrasi seperti diuraikan di atas, tetapi bagaimana pertimbangan antar 
masing-masing pertanggungjawaban itu. Agar tercipta pemerintahan 
yang baik dan kondisi kerja yang dinamis, pemakaian seluruh aspek sistem 
pertanggungjawaban secara proporsional menjadi prasyarat yang penting.

Selain itu, dimensi-dimensi tanggung jawab juga dikemukakan oleh 
Ndraha (2011), yaitu:

1. Konsep tanggung jawab
2. Tanggung jawab sebagai input dan tanggung jawab sebagai 

output
 Setiap nilai dapat dilihat sebagai input dan dapat juga dipandang 

sebagai output. Tanggung jawab juga demikian. Tanggung 
jawab sebagai input adalah tanggung jawab yang given, prescribed, 
dijanjikan, sedangkan tanggung jawab sebagai output adalah 
tanggung jawab yang achieved, terbukti, teruji melalui social 
control. Antara yang satu dengan yang lain diperlukan variabel 
antara (intervening), yaitu penepatan janji.

3. Pentingnya tanggung jawab
 Dari sudut momentum, wacana, dan tindakan tentang tanggung 

jawab untuk Indonesia saat ini adalah merupakan conditio sine 
qua non. Secara dialektik dapat pula dibayangkan apa yang 
terjadi jika pemerintah dianggap tidak bertanggung jawab atau 
melalaikan tanggung jawab. Pemerintah bisa dihadapkan pada 
mosi tidak percaya. Kabinet akan dibubarkan atau Presiden 
di-impeach atau masyarakat meniru perilaku dan terjadilah 
kekacauan dan kekerasan di mana-mana. Sehingga di mana ada 
kewenangan maka ada pertanggungjawaban.

4. Isi pertanggungjawaban
 Yang harus dipertanggungjawabkan yaitu:

- Penggunaan wewenang yang diterima dari sumbernya
- Sumpah janji ( janji kepada Tuhan, manusia dan diri sendiri)
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100 A. Junaedi Karso

- Janji-janji kepada yang-diperintah (rakyat) melalui pidato, 
kampanye, tindakan dan ucapan

- Komitmen pribadi atas pilihan bebas menerima jabatan 
yang bersangkutan

- Tindakan yang dilakukan atas prakarsa sendiri (freies 
ermessen discretion)

- Tindakan pribadi “oknum”
- Warisan pejabat pendahulunya

5. Batas dan bentuk pertanggungjawaban
 Sejauh manakah seorang pelaku pemerintahan bertanggung 

jawab? Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat dilihat dari segi 
objektif dan subjektif. Dari sudut objektif, ada tiga macam 
pegangan. Pertama, seseorang bertanggung jawab sejauh 
perintah atau tugas yang diterimanya. Dalam hubungan ini, 
tanggung jawab dibuat dalam bentuk laporan. Kedua, seseorang 
bertanggung jawab sejauh komitmen atau perjanjian. Di sini 
tanggung jawab yang diharapkan berbentuk kewajiban untuk 
menepati, menunaikan dan memenuhi hal-hal yang dijanjikan. 
Ketiga, seseorang bertanggung jawab sejauh status dan peran 
dirinya di dalam peristiwa atau keadaan yang dihadapi pada suatu 
saat. Pertanggungjawaban di sini diaktualisasikan dalam bentuk 
kesediaan menanggung akibat, resiko dan dampak tindakan 
yang diambil sesuai dengan keputusan batin berdasarkan pilihan 
bebas. Dari sudut subjektif, seseorang bertanggung jawab 
sejauh ia tahu (sadar), mau (sepakat) dan mampu (able, sarana 
memadai, sehat). 

6. Mengapa pemerintah bertanggung jawab
 Pemerintah bertanggung jawab karena ia, berdasarkan kehendak 

bebas menawarkan berbagai pilihan yang berisi janji-janji 
kepada masyarakat, berdasarkan pilihan bebas, memilih untuk 
menerima kepercayaan yang diperintah (kepercayaan sebagai 
input). Bukankah ia berhak dan dapat menolaknya? Ataukah 
ia menerima suatu jabatan karena merasa terpaksa atau dipaksa 
atau tidak ada pilihan lain? Atau ia menerima kepercayaan itu 
sebagai suatu panggilan hidup disertai self commitment? Di atas 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 101

semua pertanyaan itu, seorang pejabat pemerintahan (dianggap) 
memikul suatu tanggung jawab karena berdasarkan piliahn 
bebas ia menjanjikan berbagai hal seperti diuraikan di atas.

7. Siapa bertanggung jawab
 Dilihat dari sudut ini, pemerintah dapat distratifikasi menjadi 3 

(tiga) lapis, dimana setiap lapis bertanggung jawab kepada pihak 
yang berbeda. Lapis-lapis itu adalah :
- Pejabat politik, yaitu mereka yang dipilih langsung atau 

bertahap oleh rakyat (yang-diperintah)
- Birokrasi, yaitu mereka yang diangkat atau ditunjuk oleh 

pejabat yang berwenang di Indonesia mereka itu adalah 
menteri ke bawah 

- Pelaksana, yaitu dinas-dinas, badan usaha dan unit 
pelaksana teknikal, yang langsung melayani masyarakat; 
ada pelaksana yang hanya alat saja dan ada pelaksana 
profesional.

8. Kepada siapa pemerintah bertanggung jawab
 Pandangan formal, politik dan hukum berpendapat bahwa 

pemerintah bertanggung jawab kepada sumber wewenang atau 
mandornya. Namun, menurut ilmu pemerintahan, pemerintah 
bertanggung jawab kepada pihak pemberi tugas, kepada siapa 
ia berjanji (committed) dalam hal apa saja dan kepada siapa ia 
diharapkan melakukan suatu kebajikan.

Dasar Bertanggung Jawab
1. Sumpah 1. Allah SWT Tuhan yang MahaEsa

2. Disaksikan oleh Manusia (Masyarakat 
se Indonesia)
3. Negara

2. Janji 1. Atasan
2. Konsumer
3. Pewaris/ Pengganti

3. Self Commitment Diri Sendiri (Pribadi, hati nurani)
4. Pidato, Perilaku, dsb Masyarakat
5. Perilaku sehari-hari Alam Lingkungan

Sumber : Pertanggungjawaban menurut Ndraha (2011)
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102 A. Junaedi Karso

9. Bagaimana pemerintahan melakukan pertanggungjawaban. 
Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas, penepatan janji dan tindakan sesuai dengan keputusan 
batin yang diambil berdasarkan kebebasan memilih. Oleh 
karena itu, pertanggungjawaban dilakukan sejak seorang pelaku 
pemerintahan menerima suatu jabatan dan dilantik (disumpah) 
atau sejak pemerintah menyatakan bahwa ia (akan) mengerjakan 
segala sesuatu hal (atas inisiatif sendiri). Pertanggungjawaban 
dilakukan menurut asas-asas di bawah ini:
- Terbuka (transparan) timbal balik, jangan hanya sepihak. 
- Langsung, artinya langsung kepada konsumer secara 

pribadi, tidak melalui perwakilan. Harus diciptakan sebuah 
mekanisme yang memungkinkan hal itu terjadi, melalui 
unit kerja yang tidak terlalu besar sehingga setiap orang  
dapat dicapai, dan tidak terlalu kecil supaya efisien.

- Informatif dan tuntas. Seperti diketahui, didorong oleh 
manajemen pemasaran yang sehat, kini diakui bahwa setiap 
orang berhak mendapat informasi yang jelas, faktual dan 
tuntas. Selama ini berbagai masalah tersiar besar-besaran 
pada saat awal tetapi sejurus kemudian tidak terdengar lagi 
kabar beritanya.

- Evaluable. Pertanggungjawaban disebut evaluasi jika:
1. Data pertanggungjawaban jelas, su"cient, dapat dan 

mudah diukur
2. Ada alat ukur yang valid dan reliable
3. Diukur oleh lembaga yang kompeten dan netral
4. Cukup waktu untuk analisa, dan
5. Feedback terkomunikasikan dengan efektif

- Konsumeristik, artinya pertanggungjawaban dan 
evaluasinya selalu dilihat dari sisi kepentingan konsumer.

10. Akibat pertanggungjawaban Pertanggungjawaban merupakan 
sebuah kinerja. Ibarat seorang X yang memenangkan sebuah 
pertandingan melawan Y. Kemenangan diperoleh X karena 
beberapa kemungkinan, termasuk pula faktor keberuntungan. 
Jika X adalah pemerintah dan Y adalah yang diperintah 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 103

dalam posisi sebagai sovereign dan atau konsumen, maka hasil 
pertanggungjawaban dapat diramalkan sebagai berikut
- Diterima sepenuhnya dengan pujian
- Diterima sepenuhnya
- Diterima dengan catatan atau syarat
- Pembahasan ditunda
- Ditolak
- Ditolak dengan kecaman
- Ditolak dengan kecaman keras (mosi tidak percaya)

11. Saat pertanggungjawaban Kapan seseorang atau suatu institusi 
wajib memberikan pertanggungjawaban? Hal ini bergantung 
pada “pertanggungjawaban dalam arti apa” dalam arti 
accountability, obligation atau cause. Pertanggungjawaban 
adalah sasaran atau bahan kontrol. Jadi diperlukan 
pertanggungjawaban dari waktu ke waktu buat day to day 
control, dilanjutkan dengan pertanggungjawaban tiap kali 
terjadi transaksi, interaksi, aksi, kontrak (masa jabatan) atau masa 
kerja. Di lingkungan pemerintahan yang menggunakan sistem 
parlementer, yang melakukan pertanggungjawaban sehari-
hari itu adalah para menteri (kabinet), bukan kepala negara, 
sehingga jika pertanggungjawaban tidak disetujui oleh rakyat, 
yang jatuh adalah menterinya, bukan kepala negara. Tetapi pada 
pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial, kepala 
negara yang bertanggungjawab. Jadi ia bisa jatuh sebelum masa 
kontraknya berakhir.
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104 A. Junaedi Karso

C. Kesimpulan
- Kamus Webster mendefinisikan “accountability” as “ the quality 

or state of being accountable; an obligation or willingness to 
accept responsibility for one’s actions”. Dari definisi tersebut 
maka akuntabilitas memuat unsur penting seperti kualitas, 
obligasi, kemauan dan responsibiliti. Akuntabilitas berarti 
sarana yang mencegah sesuatu dari melakukan kesalahan.

- Spiro (1969) menyebutkan bahwa dalam administrasi publik 
pertanggungjawaban mengandung 3 (tiga) konotasi berikut:
1. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability)
2. Pertanggungjawaban sebagai sebab-akibat (cause)
3. Pertanggungjawaban sebagai kewajiban (obligation)

- Tanggung jawab yang ada di pundak setiap pejabat negara berasal 
dari otoritas, bidang, arah dan jenjang yang berbeda-beda. 
Kita tidak dapat menuntut tanggung jawab itu hanya dengan 
hukum dan aturan yang berlaku karena terkadang kodifikasi 
aturan tersebut tidak mampu menampung masalah-masalah 
kemasyarakatan yang begitu luas. Namun, pertanggungjawaban 
internal saja sudah cukup. Ada saat dimana aparatur negara 
tidak tahu keputusan apa yang harus dipilihnya meskipun ia 
punya komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat.
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BAB X 
NETRALITAS APARATUR SIPIL 

NEGARA DALAM PEMILU 
LEGISLATIF DAN PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH

Beberapa minggu menjelang Pilkada serentak pada tahun 2015, salah 
seorang menteri di Indonesia mengeluarkan pernyataan sebagai 

berikut: “Pemerintah memberi peringatan kepada pegawai negeri sipil 
(PNS) yang tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 
(Pilkada). Pemerintah akan menindak terhadap PNS yang mendukung 
salah satu kandidat kepala daerah”.

Ironisnya, peringatan itu melahirkan rasa skeptis, pesimistis, karena 
pada tahap implementasi sangat sulit. Peringatan tinggal peringatan 
karena pelanggaran jalan terus. Itulah kondisi kultur-budaya bangsa 
kita. Pada tahap implementasi instrumen yang tersedia “kurang 
berfungsi” ketika menghadapi kenyataan di lapangan. Beberapa upaya di 
tingkat lokal pun sudah dilakukan, misalnya melalui penandatanganan 
pakta integritas untuk bersikap netral dalam Pilkada, melalui sosialisasi 
peraturan terkait netralitas PNS, dan lain-lainnya. Namun, efektifitas 
dari upaya tersebut masih perlu dipertanyakan.

Kecenderungan PNS tidak netral sudah terekam pada sejarah politik 
Indonesia. Dalam sejarahnya, birokrasi senantiasa tidak ditempatkan 
pada posisi, fungsi, dan perannya sebagai organisasi yang mengurus 
negara secara profesional. Hal ini bisa ditelusuri sejak masa sebelum 
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106 A. Junaedi Karso

kolonial Belanda sampai era orde baru pimpinan Soeharto. Di era 
orde baru, misalnya, birokrasi senantiasa mendukung Golkar pada 
saat pemilu. Birokrasi juga ditempatkan sebagai alat penguasa untuk 
mempertahankan kekuasaan.

Dengan kondisi seperti itu, Indonesia di era orde baru tergolong 
negara yang relatif maju secara ekonomi, tetapi terbelakang secara 
politik. Dalam perkembangannya, birokrasi Indonesia diwarnai oleh 
sistem patrimonial. Sistem yang syarat dengan hubungan patron-klien. 
Sistem birokrasi yang tidak transparan dan menutup akses masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Sistem yang 
membuat birokrasi tidak tanggap terhadap partisipasi dan suara rakyat.

Pada masa itu, tidak sedikit kebijakan publik yang lahir hanya 
menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kebijakan yang banyak 
menafikan aspirasi dan kepentingan masyarakat luas. Secara empiris, sejak 
demokrasi liberal 1950-1959, hingga orde baru, birokrasi selalu menjadi 
korban permainan politik penguasa. Akibatnya, keberpihakan birokrasi 
terhadap golongan-golongan tertentu yang mendukung pihak berkuasa. 
Wujudnya, antara lain pemberian pekerjaan kepada orang-orang dekat 
pejabat publik, pemberian pelayanan kepada mayoritas masyarakat yang 
mendukung pada partai politik tertentu.

Berdasarkan pengalaman sejarah tersebut, maka sejumlah masyarakat 
berharap kembalinya birokrasi sebagai alat negara tidak kembali lagi. 
Pada era reformasi ini, masyarakat menginginkan kedudukan birokrasi 
sebagai institusi yang netral. Lembaga yang tidak berpihak kepada 
kelompok tertentu pada momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Selain itu, indikator terwujudnya pemerintahan yang bersih 
(good governance), pemerintah yang bersih ditentukan tegaknya 
supremasi hukum, akuntabilitas dan profesionalitas, transparansi, 
keadilan dan partisipasi dalam pengelolaan kebijakan maupun layanan 
kepada masyarakat. Beberapa ketentuan yang dibuat pemerintah untuk 
menegaskan netralitas birokrasi antara lain Peraturan Pemerintah (PP) 
No 5 dan 12/1999. Dalam PP itu diatur bahwa PNS untuk tidak masuk 
dan menjadi anggota partai politik dan Undang-Undang No 12/2003 
tentang pemilihan umum.
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 107

Dengan berlatarbelakang Undang-Undang No 43/1999 kalangan 
akademisi mengusulkan mengatur pemisahan jabatan politik dan jabatan 
karier. Beberapa ketentuan lain yang mengharuskan PNS netral.

- Pertama, menghindari penggunaan fasilitas negara untuk 
golongan tertentu (Pasal 3 PP No 5/1999).

- Kedua, tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat (Pasal 4 PP No 5/1999 dan Pasal 
3 ayat 2 UU no 43/1999).

- Ketiga, pegawai negeri sipil berhak menggunakan hak pilih 
dalam pemilihan umum (Pasal 6 PP No 5/1999).

- Keempat, pegawai negeri sipil yang telah menjadi anggota atau 
pengurus partai politik, keanggotaan dan atau kepengurusannya 
dalam partai politik dihapus secara otomatis (Pasal 7 PP No 
12/1999).

- Kelima, pegawai negeri sipil yang menjadi anggota dan atau 
pengurus partai politik diberhentikan dari jabatan negeri (Pasal 
8 PP No 12/ 1999 dan Pasal 3 ayat (3) UU no 43/1999).

Berdasarkan konsep Hegelian dalam Thoha (1993) menyatakan, ada 
tiga kelompok dalam suatu negara, yakni:

- kelompok kepentingan, diwakili oleh para elit ekonomi dan 
profesi

- kelompok kepentingan umum, diwakili oleh masyarakat
- kelompok birokrasi.

Kelompok birokrasi harus dapat berposisi di tengah-tengah yang 
bertugas sebagai perantara antara kepentingan umum dan kepentingan 
khusus. Thoha (1993) mengatakan netralitas birokrasi sebagai posisi 
birokrasi pemerintah yang seyogyanya tidak memihak, sengaja dibuat 
untuk memihak kepada kepentingan politik atau partai politik.

Riant Nugroho dalam Thoha (2003) juga menyebutkan, 
pembangunan di Indonesia dilakukan dalam paradigma politik yang 
dicerminkan ganti penguasa ganti peraturan. Karena dalam konsep ini, 
peraturan ditempatkan sebagai bukti kekuasaan, dan kekuasaan is the 
core of the politics. Dalam pengertian tersebut, maka pembangunan 
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108 A. Junaedi Karso

dilakukan dengan paradigma politik bukan manajemen. Manajemen 
dalam bentuk sebuah paradigma melihat segala sesuatunya sebagai 
sebuah upaya untuk mengoptimalkan semua asset yang ada, termasuk 
aset yang diberikan oleh manajemen.

Hal ini sejalan dengan slogan when politics end, administration 
begin. Artinya, ketika seorang politisi menduduki jabatan publik, maka 
ia menanggalkan status politisnya untuk menjadi seorang negarawan. 
Negarawan yang berdiri di atas semua kepentingan dan golongan. Konsep 
ini akan berimplikasi pada produk kebijakan dihasilkan. Kebijakan yang 
tidak didasarkan pada pertimbangan politis, tetapi bersifat manajerial.

Menurut Wilson, Hegel, dan Weber dalam Thoha (1993) menyatakan 
ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap netralitas birokrasi.

- Pertama kepentingan khusus yang termasuk di antaranya partai 
politik, elit ekonomi dan profesional. Kelompok ini, dapat 
mengintervensi kebijakan dengan nuansa politis.

- Kedua, kepentingan masyarakat. Masuk dalam kelompok ini, 
antara lain Yakni kelompok tani, mahasiswa, ibu rumah tangga 
yang dapat merupakan kontrol dari formulasi kebijakan dan 
pelaksanaannya.

- Ketiga, birokrasi. Dialah yang menentukan dan merumuskan 
pilihan kebijakan publik yang representatif. Kebijakan yang 
mengadopsi aspirasi kelompok kepentingan umum dan 
kepentingan khusus. Hal ini merupakan bargaining power bagi 
pejabat birokrasi dalam memberikan pelayanan dan pembuatan 
kebijakan.

Tujuannya, agar PNS dapat meningkatkan kualitasnya dalam 
mengabdi kepada negara dan masyarakat. Dengan mereformasi birokrasi 
dengan tujuan agar birokrasi mampu menjalankan fungsinya secara 
profesional. Dalam konteks Pilkada, birokrasi yang profesional dan netral 
diharapkan mampu memberikan pengaruh positif bagi terwujudnya 
Pilkada yang demokratis . 

Pilkada menjadi penting bagi daerah karena dua hal. Pertama, 
Pilkada merupakan salah satu unsur penting otonomi daerah dan ini 
merupakan terobosan politik yang fundamental bagi perkembangan 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 109

politik lokal dan demokratisasi lokal. Kedua, birokrasi yang selama ini 
hanya mengalami pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. 
Pilkada merupakan pengalaman yang penting, karena berlangsung pada 
level yang berbeda.

Dalam suatu negara yang demokratis, birokrasi tidak terlibat dalam 
politik. Karena birokrasi menempatkan dirinya sebagai institusi yang 
profesional dan netral. Demokrasi dan birokrasi adalah saling berkaitan. 
Proses demokratisasi lokal yang berlangsung sejak 2001 diharapkan bisa 
mendorong reformasi birokrasi lokal. Sebaliknya, reformasi birokrasi 
lokal juga diharapkan akan memperkuat proses demokratisasi lokal. 
Idealnya reformasi birokrasi akan menjadikan institusi ini netral, lebih 
transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan aspiratif.

Dalam konteks Pilkada, netralitas birokrasi sangat diperlukan agar 
pimpinan daerah yang terpilih benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat, 
kompeten, dan memiliki integritas. Netralitas PNS terhadap partai 
politik, diindikasikan dengan adanya aparatur pegawai negeri yang bebas 
dari keanggotaan/kepengurusan partai politik.

Di samping aparatur yang memiliki kebebasan dalam menggunakan 
hak pilih dalam pemilihan umum. Tidak seperti era orde baru, PNS 
ditekan untuk memilih satu partai politik. Dan aparatur yang tidak 
menyalahgunakan fasilitas negara untuk golongan tertentu. Sekali lagi, 
kondisi ini akan berjalan manakala aturan yang ada ditegakkan untuk 
kepentingan bersama.

A. Netralitas Aparatur Negara
Pegawai Negeri Sipil sebagai manusia pada umumnya dalam 

kehidupan, pertumbuhan serta perjalanan hidupnya dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, hal ini akan menentukan sifat, corak serta penampilan 
seseorang dalam kehidupan sehari-harinya, yang menyebabkan perilaku 
seseorang berbeda dari yang lainnya. Secara garis besar menurut Supardi 
dan Arsyad (2003), perilaku manusia tersebut dipengaruhi oleh dua 
faktor, yaitu:
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110 A. Junaedi Karso

B. Faktor Intern
Yaitu faktor penjarah yang berasal dari manusia. Faktor intern yang 

mempengaruhi perilaku manusia sebagai pegawai adalah:
1. Faktor genetik atau keturunan
2. Sifat dan bakat individu manusia
3. Kepribadian
4. Agama dan kepercayaan
5. Kehidupan sosial ekonomi

Faktor-faktor tersebut akan membedakan perilaku manusia dengan 
yang lainnya yang berlaku semenjak anak-anak sampai dewasa atau tua. 
Dari faktor-faktor tersebut biasanya sudah akan terlihat baik samar-
samar maupun jelas atau nyata, seseorang itu mempunyai bakat apa, 
kepribadiaannya bagaimana, apakah ia cerdas atau kurang cerdas, rajin 
atau kurang rajin.

C. Faktor Ekstern
Yaitu faktor penunjang yang berasal dari luar diri manusia atau 

disebut faktor lingkungan. Faktor ekstern juga berada di sekitar 
kehidupan manusia atau ekosistem tempat individu hidup tumbuh 
dan berkembang, mempunyai peranan yang menentukan pula bagi 
kehidupan individu sebagai anggota masyarakat. Perilaku yang berbeda 
dari individu akan tampak dari dua orang yang hidup dalam kondisi 
sosial ekonomi yang berbeda misalnya.

Faktor ekstern tersebut dapat pula dibedakan antara lain seperti 
lingkungan pergaulan, budaya masyarakat, keadaan kehidupan keluarga, 
Tingkat kehidupan ekonomi, Ideologi atau politik negara dan Lain-lain 
seperti keamanan, ketertiban, keadilan hukum dan sebagainya.

Kesemua juga faktor-faktor tersebut akan turut mempengaruhi 
manusia PNS maupun warga negara pada umumnya, sebab pengaruh-
pengaruh merupakan hal yang tidak bisa terhindarkan dan turut 
menentukan corak perilaku seorang PNS. Contohnya kondisi sosial 
ekonomi yang ada jurang pembeda yang lebar antara yang kaya dengan 
yang miskin, kondisi korupsi yang terjadi dalam negara dan kehidupan 
para pejabat atau pegawai akan mempengaruhi kinerja atau etos kerja 
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seorang PNS. Ketidakadilan dan kesewenang-wenangan penguasa bisa 
menyebabkan seorang PNS menjadi tidak mempunyai gairah kerja atau 
prestasi sama sekali bahkan keluar dari PNS.

Selain dari pada itu, Supardi dan Arsyad (2003) juga mengemukakan 
bahwa perilaku PNS juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, 
juga sifatnya intern akan tetapi merupakan sintesa antara faktor intern 
dan ekstern, yaitu: Ratio atau logika berpikir, Cita-cita atau keinginan, 
Tujuan pribadi dan Martabat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 
perilaku PNS ini turut pula berpengaruh pada netralitas PNS, utamanya 
dalam hal faktor intern dan ekstern serta ratio atau logika berpikir, 
keinginan, tujuan pribadi dan martabat dari PNS tersebut.

D. Kesimpulan
Dalam perkembangannya, birokrasi Indonesia diwarnai oleh 

sistem patrimonial. Sistem yang syarat dengan hubungan patron-klien. 
Sistem birokrasi yang tidak transparan dan menutup akses masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Sistem yang 
membuat birokrasi tidak tanggap terhadap partisipasi dan suara rakyat. 
Kecenderungan PNS tidak netral sudah terekam pada sejarah politik 
Indonesia. Dalam sejarahnya, birokrasi senantiasa tidak ditempatkan 
pada posisi, fungsi, dan perannya sebagai organisasi yang mengurus 
negara secara profesional. Hal ini bisa ditelusuri sejak masa sebelum 
kolonial Belanda sampai era orde baru pimpinan Soeharto. Di era 
orde baru, misalnya, birokrasi senantiasa mendukung Golkar pada 
saat pemilu. Birokrasi juga ditempatkan sebagai alat penguasa untuk 
mempertahankan kekuasaan.

Pada masa itu, tidak sedikit kebijakan publik yang lahir hanya 
menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kebijakan yang banyak 
menafikan aspirasi dan kepentingan masyarakat luas. Secara empiris, sejak 
demokrasi liberal 1950-1959, hingga orde baru, birokrasi selalu menjadi 
korban permainan politik penguasa. Akibatnya, keberpihakan birokrasi 
terhadap golongan-golongan tertentu yang mendukung pihak berkuasa. 
Wujudnya, antara lain pemberian pekerjaan kepada orang-orang dekat 
pejabat publik, pemberian pelayanan kepada mayoritas masyarakat yang 
mendukung pada partai politik tertentu.
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112 A. Junaedi Karso

Berdasarkan pengalaman sejarah tersebut, maka sejumlah masyarakat 
berharap kembalinya birokrasi sebagai alat negara tidak kembali lagi. 
Pada era reformasi ini, masyarakat menginginkan kedudukan birokrasi 
sebagai institusi yang netral. Lembaga yang tidak berpihak kepada 
kelompok tertentu pada momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Selain itu, indikator terwujudnya pemerintahan yang bersih (good 
governance), pemerintah yang bersih ditentukan tegaknya supremasi 
hukum, akuntabilitas dan profesionalitas, transparansi, keadilan dan 
partisipasi dalam pengelolaan kebijakan maupun layanan kepada 
masyarakat. Pegawai Negeri Sipil sebagai manusia pada umumnya dalam 
kehidupan, pertumbuhan serta perjalanan hidupnya dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, hal ini akan menentukan sifat, corak serta penampilan 
seseorang dalam kehidupan sehari-harinya, yang menyebabkan perilaku 
seseorang berbeda dari yang lainnya. Secara garis besar, perilaku manusia 
tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

- Faktor intern Yaitu faktor penjarah yang berasal dari manusia. 
Faktor intern yang mempengaruhi perilaku manusia sebagai 
pegawai adalah:1.Faktor genetik atau keturunan; 2.Sifat 
dan bakat individu manusia; 3.Kepribadian; 4.Agama dan 
kepercayaan; 5.Kehidupan sosial ekonomi.

- Faktor ekstern Yaitu faktor penunjang yang berasal dari luar 
diri manusia atau disebut faktor lingkungan. Faktor ekstern 
juga berada di sekitar kehidupan manusia atau ekosistem tempat 
individu hidup tumbuh dan berkembang, mempunyai peranan 
yang menentukan pula bagi kehidupan individu sebagai anggota 
masyarakat. Perilaku yang berbeda dari individu akan tampak 
dari dua orang yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang 
berbeda misalnya. Dimana faktor ekstern tersebut dapat pula 
dibedakan antara lain seperti lingkungan pergaulan, budaya 
masyarakat, keadaan kehidupan keluarga, Tingkat kehidupan 
ekonomi, Ideologi atau politik negara dan lain-lain seperti 
keamanan, ketertiban, keadilan hukum dan sebagainya.
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BAB XI 
NETRALITAS APARATUR 

SIPIL NEGARA DALAM 
KEPENTINGAN/KONFLIK 

SERTA NETRALITAS 
BIROKRASI DAN STRATEGI 

MENUMBUHKAN NETRALITAS 
BIROKRASI

Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negara manapun 
mempunyai tiga peran yang serupa.

- Pertama, sebagai pelaksana peraturan dan perundangan yang 
telah ditetapkan pemerintah. Untuk mengemban tugas ini, 
netralitas PNS sangat diperlukan.

- Kedua, melakukan fungsi manajemen pelayanan publik. Ukuran 
yang dipakai untuk mengevaluasi peran ini adalah seberapa 
jauh masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan PNS. 
Apabila tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan 
pelayanan kepada masyarakat, sehingga desentralisasi dan 
otonomi terpusat pada pemerintah kabupaten dan pemerintah 
kota, maka PNS pada daerah-daerah tersebut mengerti benar 
keinginan dan harapan masyarakat setempat.

- Ketiga, PNS harus mampu mengelola pemerintahan. Artinya 
pelayanan pada pemerintah merupakan fungsi utama PNS. Setiap 
kebijakan yang diambil pemerintah harus dapat dimengerti dan 
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114 A. Junaedi Karso

dipahami oleh setiap PNS sehingga dapat dilaksanakan dan 
disosialisasikan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

Netralitas birokrasi yakni menempatkan pemerintah sebagai 
penyelenggara pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan 
politik. Kenetralan birokrasi penting untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam perkembangan 
konsep netralitas birokrasi telah lama menjadi perdebatan oleh para 
pakar.

Garis tegas telah memisahkan dua kelompok yakni menyangkut 
netralitas birokrasi dalam politik dan birokrasi memihak pada kekuatan 
dominan. Pandangan birokrasi harus netral dari pengaruh politik 
dipelopori antara lain oleh W. Wilson dan Hegel, sedangkan yang 
sebaliknya dipelopori antara lain oleh Karl Marx, James Svara dan 
Goerge Edward II. Pandangan kelompok Wilson didasarkan birokrasi 
hanya sebagai pelaksana kebijakan yang tidak boleh mengambil kebijakan 
politik. Sedangkan kelompok lainnya mempertanyakan apakah birokrasi 
harus netral bila selalu dalam kehidupan politik? sehingga birokrasi harus 
memihak pada pihak dominan.

Di sisi lain, Francis Rourke berpendapat bahwa birokrasi dapat 
berperan membuat kebijakan politik dan melaksanakannya. Hal ini 
diperkuat pendapat Rourke bahwa netralisasi birokrasi dari politik adalah 
hampir tidak mungkin. Namun memihaknya birokrasi pemerintah 
kepada kekuatan politik atau pada golongan yang dominan membuat 
birokrasi tidak steril. Menurut Thoha (1993) banyak virus yang 
terus menggerogotinya seperti: pelayanan yang memihak, jauh dari 
objektivitas, terlalu birokratis (bertele-tele) dan sebagainya, akibatnya 
mereka merasa lebih kuat sendiri, kebal dari pengawasan dan kritik. 
Sejak masa demokrasi liberal (1950-1959) hingga Orde Baru, birokrasi 
selalu menjadi korban politik oleh pihak yang berkuasa.

Netralitas birokrasi mencerminkan profesionalitas birokrasi. Untuk 
menjaga hal tersebut telah diterbitkan peraturan perundangan tentang 
netralitas birokrasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 dan 12 tahun 
1999, Undang-Undang (UU) No 43 tahun 1999, UU No. 12 tahun 
2003 dan PP No. 53 tahun 2010. Namun demikian, pengaturan tersebut 
masih belum menjamin netralitas birokrasi. Masih banyak jabatan 
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birokrasi yang diduduki oleh para pejabat atau yang ditunjuk dari partai 
yang berkuasa sehingga mengakibatkan keberpihakan birokrasi kepada 
kelompok yang berkuasa. Contohnya, banyak kolusi dan nepotisme serta 
pembangunan yang terkonsentrasi pada daerah partai politik Berkuasa. 
Akibatnya, birokrasi Indonesia sampai saat ini masih belum netral dari 
berbagai intervensi kepentingan.

Faktor yang mempengaruhi netralitas birokrasi menurut Wilson 
seperti yang dikutip oleh Pusat Kajian Kelembagaan (2003) meliputi:

1. Kepentingan umum yang termasuk di antaranya partai politik, 
elit ekonomi, dan profesional yang dapat mengintervensi 
kebijakan dengan nuansa politis yang lebih banyak berubah.

2. Kepentingan masyarakat, kelompok dalam masyarakat misalnya 
petani, mahasiswa, ibu rumah tangga yang dapat merupakan 
kontrol dari formulasi kebijakan dan pelaksanaannya.

3. Birokrasi itu sendiri (dalam arti kompetensi, ataupun 
profesionalisme birokrasi dalam menentukan/ merumuskan 
pilihan kebijakan publik yang representatif terhadap aspirasi 
kelompok kepentingan umum dan kepentingan khusus, 
yang merupakan bargaining power dari pejabat birokrasi 
terhadap pejabat politis), dan kepentingan birokrasi itu dalam 
memberikan pelayanan dan pembuatan kebijakan.

Hasil studi Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan (2003) mengiden-
tifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas birokrasi yaitu :

- Peraturan perundangan yang tidak memberikan batasan yang 
jelas antara domain politik dan administrasi.

- Intervensi dari Partai Politik yang wakil-wakilnya duduk di 
Legislatif.

- Intervensi dari kelompok-kelompok di masyarakat (media 
cetak, pengusaha) yang memanfaatkan kelemahan masyarakat 
dan kebobrokan pemerintah.

- Kebijakan yang dirumuskan yang masih disisipi kepentingan 
kepentingan kelompok.

- Masih terdapat kecenderungan (preferensi) untuk meng-
utamakan kepentingan individual dari pejabat-pejabat negara 
maupun pegawai negeri dalam pelaksanaan kebijakan.
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116 A. Junaedi Karso

- Terdapat Peraturan perundang-undangan yang kurang jelas dan 
tidak mempunyai sanksi yang tegas

Selanjutnya, Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan (2003) juga 
mengemukakan Ketidaknetralan birokrasi disebabkan hal-hal sebagai 
berikut :

1. Kekuasaan yang tidak seimbang antara legislatif dan eksekutif 
Tidak jelasnya batasan-batasan kewenangan

2. seorang pejabat politis sehingga permasalahan teknis pun selalu 
ikut campur. Misalnya dalam penentuan personil proyek. 
Idealnya pejabat politis menentukan kebijakan secara makro 
dan birokrat yang melakSanakannya

3. Lemahnya sanksi hukum yang ada, seperti Pelanggaran 
terhadap pasal 17 UU 34 tahun 1999 yang menyatakan bahwa 
siapa saja mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi 
PNS. Pelanggaran terhadap Keppres 18 tahun 2000 tentang 
pengadaan barang dan jasa

Lembaga peradilan dan lembaga pengawasaN yang ada, belum dapat 
dijadikan tempat untuk menggugat tindakan tindakan yang tidak sesuai 
dengan hukum yang berlaku, yang dilakukan legislatif terhadap eksekutif

Lemahnya posisi masyarakat dalam memberikan sanksi ataupun 
peringatan kepada eksekutif maupun legislatif, karena suaranya sudah 
terwakilkan dilegislatif Adanya keberpihakan terhadap kepentingan 
birokrat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga 
terkesan beberapa pelayanan harus menggunakan uang, sementara 
beberapa pelayanan birokrasi bersifat mutlak dan tidak tergantikan, 
misalkan pembuatan surat tanah, paspor, surat ijin mengemudi dan 
lain sebagainya Kebijakan yang dibuat tidak berdasarkan pada aspirasi 
masyarakat, meskipun telah ada penjaringan simpati masyarakat dengan 
membuka jalur komunikasi dengan masyarakat

Selanjutnya dalam Kajian Netralitas Birokrasi (2003) Strategi 
menumbuhkan netralitas birokrasi sebagai berikut:

- Adanya kesepakatan yang kemunculannya harus didesak, 
tentang political will dari para pejabat politik untuk membekali 
kader-kadernya yang duduk di lembaga negara dengan 
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komitmen dan kompetensi yang tidak hanya menguntungkan 
partainya tetapi juga menguntungkan masyarakat dan negara.

- Reformasi pembuatan peraturan perundang-undangan di mana 
kebijakan yang bersifat politis harus tuntas diselesaikan oleh 
legislatif, dan tidak diserahkan penjabarannya kepada eksekutif.

- Pembuatan peraturan perundang-undangan.
- legislatif bersama eksekutif, harus didasarkan atas kajian ilmiah

Untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan tidak menguntungkan 
sekelompok orang dan memberikan dampak luas terhadap masyarakat, 
maka dalam pembuatannya harus didahului dengan kajian atau 
penelitian, hal ini berfungsi juga sebagai sosialisasi terhadap masyarakat 
terhadap akan munculnya sebuah kebijakan yang diputuskan dengan 
mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Pada saat ini penjaringan 
aspirasi sudah sering dilakukan namun tindak lanjutnya tidak nampak, 
sehingga penjaringan aspirasi tersebut dapat dikatakan merupakan 
formalitas saja.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat yang 
berarti melakukan Perubahan terhadap UU 22 tahun 1999 pada pasal 
18 yang mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD untuk memilih 
kepala daerah dan memberhentikan kepala daerah (ayat satu butir a dan 
c). Sekaligus memperkuat posisi masyarakat dalam memperjuangkan 
aspirasi politik dan mengeliminasi adanya politik uang yang akhir-akhir 
ini merebak diberitakan berbagai media massa.

Mengikutsertakan masyarakat sebagai penentu terhadap diterima 
atau ditolaknya laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dan 
penentu terhadap pengusulan pemberhentian Kepala daerah, yang dapat 
dilakukan melalui pooling ataupun semacam referendum.

Penegasan kembali terhadap Peraturan Pemerintah dengan sanksi 
yang lebih tegas. Ketentuan-ketentuan yang diperjelas, misalnya yang 
dimaksud dengan tidak boleh menggunakan fasilitas milik pemerintah 
itu bagaimana, apakah jam kerja termasuk di dalamnya. Bagaimana 
apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal tersebut, dapatkah masyarakat 
melakukan gugatan, apabila yang melakukan adalah anggota DPRD 
siapakah yang berwenang menegur dan memberikan sanksi, apabila 
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118 A. Junaedi Karso

yang melakukan adalah Kepala daerah, siapakah yang berwenang 
menegur dan memberikan sanksi. Memberlakukan ketentuan tentang 
penggunaan fasilitas negara/ fasilitas yang terkait dengan jabatan seorang 
pejabat politik maupun pejabat karier untuk golongan tertentu baik 
pada saat kampanye atau bukan kampanye Memberlakukan ketentuan 
bahwa seorang pejabat politis harus melepaskan kedudukannya di partai 
politik sebagai ketua atau pengurus inti partai politik Mempertegas 
sanksi dalam setiap peraturan perundangan yang dibuat.

Penegasan terhadap PP 8 tahun 2003 tentang pertanggungjawaban 
perangkat daerah kepada sekretaris daerah secara administratif, bahwa 
pertanggungjawaban secara administratif itu meliputi pertanggung-
jawaban struktural, sehingga kata administratif tidak diartikan dalam 
arti sempit tetapi arti luas.

Dengan meminjam pendapat dari Prof, Dr. Miftah Thoha, MPA, 
bahwa harus ada batas yang jelas antara tugas dan kewajiban pejabat 
politik dan pejabat karier. Memberikan ruang bagi pejabat politis untuk 
menempatkan orang-orangnya (tentu dalam jumlah terbatas) di jajaran 
eksekutif dengan diadakannya Political appointees sehingga tidak 
terdapat lagi intervensi terhadap lingkungan pejabat karier.

Pembina pegawai negeri harus berasal dari pegawai negeri sendiri, 
termasuk dalam pertanggungjawaban dan pengangkatannya. Hal ini 
berarti harus melakukan perubahan terhadap UU 22 tahun 1999 pasal 
62 ayat (2) dan (3) UU 43 tahun 1999 pada pasal 1 yang menyatakan 
bahwa pembinaan pegawai negeri (sipil dilakukan oleh pejabat negara 
(politik). Pada lembaga peradilan atau pengawasan yang sudah ada, 
ditambahkan satu fungsi, yaitu fungsi untuk mengadili atau menggugat 
tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, yang dilakukan 
eksekutif terhadap legislatif.

Pembatasan kekuasaan seorang pejabat politis dan pejabat karier, di 
mana pejabat politik membuat kebijakan umum dan pejabat karier yang 
melaksanakan, dan pembatasan bahwa seorang pejabat politis hanya 
dapat berhubungan secara hierarkis dengan satu orang pejabat karier.

Pemberian sanksi yang berat terhadap penyimpangan terhadap 
ketentuan baik oleh pejabat karier maupun pejabat politis Reformasi 
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manajemen kepegawaian dengan menegakkan reward and punishment 
dengan penekanan kepada reward terhadap pegawai yang melakukan hal 
yang baik, dan mengeliminir adanya reward negatif karena yang terjadi 
adalah dengan mempersulit pelayanan justru akan mendapatkan reward 
(dari suap pengguna layanan misalnya). Di masa yang akan datang dalam 
rekrutmen pegawai salah satu syarat untuk menjadi seorang pegawai 
negeri sipil harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Pengubahan budaya 
organisasi dengan perubahan sikap secara menyeluruh di birokrasi 
tentunya didahului oleh pemimpin puncak.

Kesimpulan 
1. Banyak jabatan birokrasi yang diduduki oleh para pejabat 

atau yang ditunjuk dari partai yang berkuasa sehingga 
mengakibatkan keberpihakan birokrasi kepada kelompok yang 
berkuasa., banyak kolusi dan nepotisme serta pembangunan 
yang terkonsentrasi pada daerah partai politik Berkuasa. 
Akibatnya, birokrasi Indonesia sampai saat ini masih belum 
netral dari berbagai intervensi kepentingan.

 Faktor yang mempengaruhi netralitas birokrasi meliputi:
- Kepentingan umum yang termasuk di antaranya partai 

politik, elit ekonomi, dan profesional yang dapat 
mengintervensi kebijakan dengan nuansa politis yang lebih 
banyak berubah.

- Kepentingan masyarakat, kelompok dalam masyarakat 
misalnya petani, mahasiswa, ibu rumah tangga yang 
dapat merupakan kontrol dari formulasi kebijakan dan 
pelaksanaannya.

- Birokrasi itu sendiri (dalam arti kompetensi, ataupun 
profesionalisme birokrasi dalam menentukan/ merumuskan 
pilihan kebijakan publik yang representatif terhadap aspirasi 
kelompok kepentingan umum dan kepentingan khusus, 
yang merupakan bargaining power dari pejabat birokrasi 
terhadap pejabat politis), dan kepentingan birokrasi itu 
dalam memberikan pelayanan dan pembuatan kebijakan.
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120 A. Junaedi Karso

2. Lemahnya posisi masyarakat dalam memberikan sanksi ataupun 
peringatan kepada eksekutif maupun legislatif, karena suaranya 
sudah terwakilkan dilegislatif Adanya keberpihakan terhadap 
kepentingan birokrat dalam pemberian pelayanan kepada 
ma syarakat, sehingga terkesan beberapa pelayanan harus 
menggunakan uang, sementara beberapa pelayanan birokrasi 
bersifat mutlak dan tidak tergantikan, Strategi menumbuhkan 
netralitas birokrasi sebagai berikut:
- Adanya kesepakatan yang kemunculannya harus didesak, 

tentang political will dari para pejabat politik untuk 
membekali kader-kadernya yang duduk di lembaga negara 
dengan komitmen dan kompetensi yang tidak hanya 
menguntungkan partainya tetapi juga menguntungkan 
masyarakat dan negara.

- Reformasi pembuatan peraturan perundang-undangan di 
mana kebijakan yang bersifat politis harus tuntas diselesaikan 
oleh legislatif, dan tidak diserahkan penjabarannya kepada 
eksekutif Pembuatan peraturan perundang-undangan
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BAB XII 
HAK DASAR WARGA 

NEGARA DALAM PELAYANAN 
PEMERINTAH

A. Etika dalam Pelayanan Pemerintah
Pemenuhan kebutuhan publik merupakan tugas dan pelayanan 

utama dari pemerintahan. Hal ini sesuai dengan fungsi pemerintah sebagai 
pelayan dari pemenuhan kebutuhan masyarakat. Proses pemenuhan 
kebutuhan publik bersifat istimewa karena pilihan ditetapkan melalui 
kebijakan, diatur secara ketat dan diperlukan kekuasaan dan kewenangan 
untuk menegakkan aturannya. Karena itu pelayanan publik merupakan 
monopoli pemerintah atau badan praktik yang juga bersifat istimewa.

Negara sebagai bentuk organisasi masyarakat yang tertinggi 
berfungsi dan berkewajiban menyelenggarakan segala keperluan 
masyarakat. Kewajiban ini didasari oleh anggapan bahwa rakyat dalam 
negara demokrasi adalah pemegang kedaulatan negara tertinggi dari 
negara, maka sudah sepantasnya rakyat yang merdeka mendapatkan 
pelayanan yang setimpal dari negara atau pemerintahannya.

Supriatna (1996) menyatakan bahwa pelayanan umum didasari oleh 
hak-hak dasar warga negara maupun hak asasi manusia pada umumnya. 
Hak pelayanan keamanan dan ketentraman yang didukung dengan 
pendekatan pendayagunaan (rowing), pengendalian, pemberdayaan 
(empowerment), pengawasan dan keterbukaan (guiding and democratic) 
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122 A. Junaedi Karso

dalam gerak dan kegiatan yang mengutamakan kepentingan kepada 
masyarakat melalui “public service” atau pelayanan masyarakat.

Dalam meningkatkan pelayanan umum di masa mendatang 
menghendaki adanya peningkatan kualitas sesuai dengan dinamika 
masyarakat serta kompleksnya kebutuhan manusia. Pada saat ini dan 
mendatang fungsi aparatur negara dan abdi negara dan abdi masyarakat di 
dalam melaksanakan pelayanan publik yang bertumpu pada kepentingan 
pada orientasi pemberdayaan serta keterbukaan pada masyarakat untuk 
lebih mengakarkan harkat dan kemandiriannya selaku sumber daya 
manusia dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Pelayanan publik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara 
baik dan berkualitas sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi pelayanan 
yang diemban, berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat 
dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan. 
Dalam kehidupan pemerintahan, pelayanan publik ada bermacam-
macam jenisnya. Menurut Saefullah (1997), pelayanan publik memiliki 
banyak jenisnya, antara lain dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat 
yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, 
transportasi, pendidikan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dilihat 
dari kegiatan pemerintahan yang harus memberikan pelayanan bisa 
dibedakan berdasarkan kekhususan yang mengakibatkan perbedaan 
jenis pelayanan yang diberikan.

Rasyid (1997) menyatakan bahwa pelayanan berkenaan dengan usaha 
pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menjamin 
bahwa warga masyarakat dapat melaksanakan kehidupan mereka secara 
wajar dan ditujukan juga untuk membangun dan memelihara keadilan 
dalam masyarakat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan 
pelayanan yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan umum, 
dimana masyarakat melalui pelayanan yang diberikan pemerintah dapat 
mengalami dan merasakan hidup yang baik adil dan makmur. 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 123

B. Etika dalam Pelayanan Umum
Pegawai negeri sipil adalah aparatur pemerintah yang mempunyai 

tugas menyelenggarakan pelayanan umum bagi masyarakat (public 
service). Etika PNS selain bersumber kepada nilai etika yang berlaku 
bagi masyarakat seperti nilai agama, nilai budaya, nilai adat istiadat, 
Pancasila dan UUD 1945 dan lain-lainnya juga berlaku etika khusus 
seperti Panca Prasetya KORPRI. Atas dasar etika moral tersebutlah, 
maka PNS berupaya melaksanakan pelayanan umum dengan sebaik-
baiknya serta di maksimalkan tanpa ada pamrih maupun didasari oleh 
kepentingan pribadi maupun golongan.

Menurut Supardi dan Romli (2003) pelayanan umum adalah segala 
macam aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan 
warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah yang merupakan 
hajat hidup orang banyak dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. 
Lebih lanjut, pelayanan umum meliputi dua bidang utama yaitu 
pelayanan yang non komersial (sosial oriented) dan pelayanan komersil 
(profit oriented)

Dua jenis pelayanan ini membedakan adanya lembaga-lembaga 
yang menangani urusan dalam pemerintahan. Lembaga-lembaga 
atau departemen yang profit oriented berbentuk Perusahaan Negara, 
Persero, Perusahaan Daerah atau bentuk-bentuk lembaga seperti Perum 
Perhutani dan sebagainya. Sedangkan lembaga yang non profit berbentuk 
departemen, non departemen, instansi atau lembaga lainnya.

Birokrasi memiliki etika pelayanan publik, hal ini dilihat dari sudut 
apakah seorang aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat merasa mempunyai komitmen untuk menghargai hak-hak 
konsumen untuk mendapatkan pelayanan secara transparan, efesien dan 
adanya jaminan kepastian pelayanan. Etika mengandung unsur moral 
yang memiliki ciri rasional, objektif, tanpa pamrih dan netral.

Adapun bentuk dan pendekatan pelayanan, etika pemerintahan 
dalam konteks pelayanan pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari pelaku 
pelayanan. Etika pemerintahan digambarkan sebagai satu panduan 
norma bagi aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas pelayanan. 
Dwiyanto (2002) mengemukakan etika pelayanan pemerintahan harus 
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124 A. Junaedi Karso

memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, 
kelompok dan organisasinya. Etika pelayanan publik harus dalam proses 
kebijakan dan implementasi kebijakan perlu diarahkan pada kepentingan 
publik, kepentingan masyarakat.

Pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi 
masyarakat. Osborn dan Plastrik (2000) berpendapat bahwa peningkatan 
kualitas layanan civil dan layanan publik dapat ditempuh melalui:

- Pertama, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik.

 Akuntabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan 
seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan 
dengan ukuran nilai atau norma eksternal yang dimiliki 
oleh stakeholders. Nilai dan norma pelayanan yang harus 
dipertanggungjawabkan meliputi transparansi pelayanan, 
prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi 
manusia dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap 
masyarakat pengguna jasa.

 Tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik 
dalam meningkatkan kualitas pelayanan dapat dilihat melalui 
indikator berikut:
1. Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi 

dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator 
tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan 
yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat 
pengguna jasa.

2. Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila 
terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak memnihi 
persyaratan yang telah ditentukan

3. Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh 
kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari 
aparat birokrasi.

- Kedua, orientasi pada pembaharuan.
 Pembaharuan birokrat pemerintahan dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik merupakan pembaharuan yang 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 125

berkaitan dengan restukturisasi organisasi dan sistem 
pemerintah dengan mengubah tujuan, insentif, akuntabilitas, 
distribusi kekuasaan dan budaya kerja. Karena dengan adanya 
pembaharuan organisasi pemerintahan berarti, organisasi 
secara terus menerus mencari cara untuk menjadi lebih efisien, 
mengupayakan ukuran organisasi yang memaksimumkan 
kinerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- Ketiga, pengembangan etika pelayanan.
 Etika pelayanan sebagai salah satu faktor penentu meningkatnya 

kualitas pelayanan publik dan layanan civil. Menurut Dwiyanto 
(2000) etika pelayanan dikembangkan sebagai panduan norma 
bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan 
kepada masyarakat, yang menempatkan kepentingan publik 
di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasinya. Jadi 
etika pelayanan bertujuan mengarahkan aparat birokrasi untuk 
mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks pemberian pelayanan publik. Orientasi pada 
perubahan dapat dilihat melalui indikator intensitas aparat birokrasi 
dalam mengikuti berbagai kegiatan studi banding ataupun studi lanjut 
yang diselenggarakan secara kelembagaan. Hal tersebut sekaligus dapat 
merefleksikan seberapa jauh komitmen perubahan secara institusional 
dari birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik.

Dwiyanto (2000) melukiskan perubahan pola pelayanan yang 
mengalami pembaharuan melalui suatu sikap yang berlawanan dengan 
orientasi pada kemapanan (status quo). Karena apabila semakin tinggi 
sikap perubahan, maka semakin rendah pula orientasi terhadap status 
quo. Di sini dibutuhkan ketetapan pendirian pemerintah bahwa dalam 
orientasi pembaharuan pelayanan, pemerintah sebagai alat dan pelaksana 
amanat negara harus memetakan secara tepat fungsi dan keberadaan diri 
sebagai pelayan masyarakat bukan pelayanan penguasa. Pemerintah 
tidak harus netral dalam proses pemaharuan, yang hanya mengikuti 
aturan yang sudah ada. Tetapi pemerintah harus memiliki kekuatan 
dan kemandirian yang mampu mempengaruhi kebijakan pembaharuan 
pelayanan.
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126 A. Junaedi Karso

Salah satu aspek dari pembaharuan pelayanan terletak dari 
komitmen dan konsistensi pelayanan yang berorientasi pada kepentingan 
publik, bukan pada kepentingan atasan atau kelompok bahkan bukan 
berorientasi pada keuntungan diri sendiri. Komitmen dan konsistensi 
aparat pemerintahan dalam pelayanan terkait dengan fungsi primer 
yakni fungsi pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik dan 
pelayanan civil. Ndraha (2003) menjelaskan bahwa ada dua macam 
fungsi pemerintah, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder.

Fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau 
fungsi pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagai 
provider jasa-jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa 
Hankam, layanan civil dan layanan birokrasi. Fungsi sekunder yaitu 
sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang 
dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah 
dan tak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan 
prasarana.

Sadar atau tidak, setiap warga negara selalu berhubungan dengan 
aktivitas birokrasi pemerintahan. Tidak henti-hentinya orang harus 
berurusan dengan birokrasi, sejak berada dalam kandungan sampai 
meninggal dunia. Dalam setiap sendi kehidupan kalau seseorang tinggal 
di sebuah tempat dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain serta 
merasakan hidup bernegara, keberadaan birokrasi pemerintahan menjadi 
suatu conditio sine qua non yang tak bisa ditawar-tawar lagi dan ia akan 
selalu menentukan aktivitas mereka.

Akan tetapi, pertanyaan-pernyataan etis kembali muncul sehubungan 
dengan kurangnya perhatian (concern) para aparatur birokrasi terhadap 
kebutuhan warga negara tersebut. Untuk memperoleh pelayanan yang 
sederhana saja, pengguna jasa sering dihadapkan pada kesulitan-kesulitan 
yang terkadang mengada-ada. Kita sering menyaksikan antrian panjang 
orang-orang yang akan mendapatkan pelayanan. Manajemen kearsipan 
agaknya masih merupakan kendala bagi sebagian besar kantor yang 
melayani jasa umum, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak dapat 
terlaksana secara cepat.
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 127

Menurut Kumorotomo (2007) rutinitas tugas-tugas pelayanan dan 
penekanan yang berlebihan kepada pertanggungjawaban formal telah 
mengakibatkan adanya prosedur yang kaku dan lamban. Para pegawai 
tidak merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki 
prosedur kerja tetapi lebih sering justru menolak adanya perubahan.

Etos kerja yang cenderung mempertahankan status quo ini telah 
menumbuhkan persepsi masyarakat bahwa berhubungan dengan 
birokrasi berarti berhadapan dengan berbagai prosedur yang berbelit-
belit, makan waktu dan menyebalkan. Yang lebih parah prosedur yang 
berbelit-belit tersebut acapkali dilatarbelakangi oleh kepentingan pribadi 
dan dijadikan komoditas yang diperdagangkan untuk kepentingan 
pribadi maupun kelompok.

Dalam hal ini masih terdapat aparat birokrasi yang melayani 
kepentingan umum masih belum menyadari fungsinya sebagai pelayan 
masyarakat. Ketentuan bahwa birokrasi punya kewajiban untuk melayani 
masyarakat menjadi terbaik sehingga bukan birokrasi yang melayani 
masyarakat tetapi justru masyarakat yang melayani birokrasi. Sikap-
sikap para birokrat yang tidak bersedia melayani masyarakat secara adil 
dan merata itu tampak hadir di semua instansi negeri. Pendapat bahwa 
“bekerja rajin atau tidak rajin tetap mendapat gaji yang sama setiap bulan” 
turut mempertebal alasan keengganan (unwillingness) para pegawai untuk 
bekerja dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, kelambanan pelayanan umum tidak hanya 
disebabkan oleh kurang baiknya cara pelayanan di tingkat bawah. Lebih 
lanjut Kumorotomo (2007) menyatakan ternyata masih banyak faktor 
yang mempengaruhi begitu buruknya tata kerja dalam birokrasi. Sikap 
pandang organisasi birokrasi pemerintahan kita, misalnya, terlalu 
berorientasi pada kegiatan (activity) dan pertanggungjawaban formal 
(formal accountability). Penekanan terhadap hasil (product) atau kualitas 
pelayanan (service quality) sangatlah kurang, sehingga lambat laun 
pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi menjadi kurang menantang. 
Dengan ditambah oleh semangat kerja yang buruk maka jadilah suasana 
rutinitas yang semakin menggejala dan akhirnya aktivitas-aktivitas yang 
dijalankan itu sendiri menjadi counter productive.
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128 A. Junaedi Karso

Gaya manajemen yang terlalu berorientasi kepada tugas (task 
oriented) juga membawa pengaruh tidak terpacunya pegawai kepada 
hasil dan kualitas pelayanan umum. Formalitas dalam rincian tugas-tugas 
organisasi menuntut uniformitas dan keseragaman tinggi. Akibatnya 
pegawai menjadi takut berbuat keliru dan cenderung menyesuaikan 
pekerjaan-pekerjaannya dengan petunjuk pelaksanaan ( juklak) sedapat 
mungkin, walaupun keadaan yang ditemui dalam kenyataan sangat jauh 
bedanya dengan peraturan-peraturan tersebut.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Sucherly (1986) 
menyatakan dengan berpihak pada teori Maslow tentang tingkatan-
tingkatan kebutuhan manusia, yang diberi skala 1 sampai 12, mereka 
mendapatkan bahwa di kalangan pegawai negeri Indonesia “kebutuhan 
akan rasa aman” memperoleh skor tertinggi (8,31). Kemudian berturut-
turut peringkat selanjutnya adalah kebutuhan sosial (6,77), kebutuhan 
dasar/ fisiologis (6,34), kebutuhan aktualisasi diri (4,92) dan terakhir 
kebutuhan akan harga diri (4,84).

Ini menunjukkan bahwa pada umumnya pegawai negeri mempunyai 
rasa cemas yang tinggi terhadap kegagalan dan “ingin merasa aman” 
dalam pekerjaannya. Perasaan takut gagal yang berlebihan pada akhirnya 
membuat para pegawai takut mengambil resiko, takut bertindak, dan 
tidak berani melakukan perubahan-perubahan yang sesungguhnya 
diperlukan bagi perbaikan organisasi.

Hambatan hambatan tersebut tidak lepas sari sistem dan mekanisme 
kerja yang diterapkan dalam birokrasi pemerintahan kita. Keharusan 
untuk mencapai target waktu seringkali mengorbankan cara kerja serta 
tujuan akhirnya. E!endi (1988) menyatakan penerapan sistem dengan 
ketentuan yang prosedural, ketepatan waktu, ketaatan pada jalur-jalur 
kewenangan dan pencapaian indikator-indikator kuantitatif memang 
membawa pengaruh positif sebab dengan peraturan-peraturan yang ada 
efisiensi dapat ditingkatkan dan volume proyek-proyek pembangunan 
yang diselesaikan akan bertambah. Tetapi dampak negatifnya bukan 
tidak ada. Yang langsung dapat diamati ialah kecenderungan bahwa 
kekuasaan dan wewenang bergeser ke atas.
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 129

Keleluasaan untuk bertindak (discretionary latitude) pada akhirnya 
sangat terbatas berhubung dengan struktur keuangan pada tingkat 
yang lebih atas. Tugas-tugas dan pelaporan menjadi terlalu formal dan 
atasan akan lebih percaya kepada laporan-laporan tertulis yang tebal 
atau angka-angka meskipun itu fiktif semata. Budaya ASB (Asal Bapak 
Senang) muncul di mana-mana dan para pembuat kebijakan justru sulit 
mencari data-data yang benar-benar valid sesuai dengan fakta. Keadaan 
seperti ini menjadi salah satu penyebab rapuhnya mental para pegawai 
hingga mendorong berbagai bentuk penyimpangan dan penyelewengan.

Kecenderungan lain yang melekat di dalam birokrasi adalah kurang 
diperhatikannya asas keterjangkauan dan pemerataan dalam pelayanan. 
Secara normatif birokrasi seharusnya memihak kepada golongan miskin 
atau kelompok-kelompok pinggiran karena merekalah yang perlu 
dibantu untuk ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pelayanan yang murah dan mudah merupakan hal yang esensial bagi 
mereka karena ditilik dari kondisi ekonomi mereka. Sangat disayangkan 
bahwa dalam kenyataannya kita justru melihat bahwa aparatur-aparatur 
birokrasi cenderung menghindari kelompok-kelompok miskin karena 
mereka tidak ingin kehilangan kelompok yang telah menguntungkan 
posisi mereka.

Lebih dari itu, masalah kekakuan prosedural juga melanda 
institusi-institusi pemerintah yang seharusnya melaksanakan aktifitas 
secara profesional. Kita bisa membandingkan pelayanan antara sektor 
pemerintah dengan institusi swasta. Birokrasi seolah-olah menjadi 
makhluk yang semakin gemuk tetapi pada saat yang sama badan usaha 
yang monopolistik itu tidak didukung dengan sistem manajemen dan 
efisiensi yang lebih baik, sehingga tidak heran jika terlontar banyak 
ungkapan bahwa birokrasi kita mengurangi daya saing produk-produk 
kita. Ini antara lain disebabkan karena kurang adanya manajemen yang 
berdasarkan sasaran (management by objective) serta kaburnya tolak 
ukur untuk menilai prestasi.

Oleh sebab itu, langkah debirokratisasi merupakan hal yang tidak bisa 
ditunda-tunda lagi dan pelaksanaannya pada jajaran aparat pemerintahan 
hendaknya dijaga konsistensinya. Prosedur yang kaku hendaknya 
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130 A. Junaedi Karso

dihapus sehingga suasana kerja akan mendukung berkembangnya inovasi 
dan perubahan yang menuju tingkat kualitas pelayanan. Perizinan 
disederhanakan sampai ke tingkat yang benar-benar diperlukan, dan 
diselenggarakan oleh unit pelayanan yang dekat dengan masyarakat. 
Berbagai peraturan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan kelancaran 
tugas harus dipotong dan pelayanan hendaknya diberikan secara adil dan 
merata.

Gambar 12.1 Contoh upaya debirokratisasi perizinan melalui 
pendelegasian wewenang perizinan kepada Camat dalam program 

PATEN (Sumber foto: www.bangka.go.id

Dalam melakukan debirokratisasi, pelayanan yang sudah tidak 
terjangkau lagi oleh pemerintah dapat diserahkan kepada pihak swasta. 
Dengan demikian akan tercipta suasana persaingan yang sehat bagi 
organisasi-organisasi pelayanan publik, dan masyarakat akan dapat 
memperoleh kualitas pelayanan yang maksimal. Akan tetapi, perlu juga 
diingat bahwa swastanisasi sektor-sektor pelayanan publik itu bukan 
berarti bahwa pemerintah harus lepas tangan dalam urusan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat. Betapapun pemerintah punya tanggung jawab 
besar atas kesejahteraan setiap warga negara dan dalam bidang-bidang 
tertentu hanya pemerintah yang mampu memerankan tugas-tugas itu 
dengan baik. Kita jangan sampai terjebak kepada ungkapan bahwa the 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 131

least bureaucracy is the best government, tetapi kita harus menganut ungkapan 
the optimal bureaucracy is the best government.

Bentuk organisasi birokrasi yang diharapkan memiliki daya tanggap 
yang baik terhadap kepentingan-kepentingan umum adalah bentuk 
organis adaptif. Ciri-ciri pokok yang terdapat dalam struktur yang 
organis adaptif menurut Hidayat dan Sucherly (1968) yaitu:

- Berorientasi kepada kebutuhan para pemakai jasa
- Bersifat kreatif dan inovatif
- Menganggap sumber daya manusia sebagai modal tetap jangka 

panjang (longterm fixed assets)
- Kepemimpinan yang memiliki kemampuan mempersatukan 

berbagai kepentingan dalam organisasi, sehingga dapat 
menumbuhkan sinergisme.

Maka birokrasi yang adaptif mengandaikan adanya proses 
komunikasi timbal balik antara manajer atau pimpinan dengan karyawan 
atau bawahan. Garis pengambilan keputusan vertikal tidak boleh terlalu 
panjang. Konsep sinergisme diterapkan dengan asumsi bahwa pekerjaan 
yang dilaksanakan dengan kerjasama dan pemikiran orang banyak 
akan membawa hasil yang optimal. Sementara itu, para pegawai secara 
individual harus lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyrakat 
dan tidak menbeda-bedakan pelayanan antara warga negara yang satu 
dengan warga negara lainnya. 

C. Model Kualitas Pelayan Publik dan Membangun Kepercayaan 
Publik
Semangat untuk menjadikan institusi pemerintah sebagai pusat 

pelayanan administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik secara langsung dekat dengan masyarakat, sehingga mewujudkan 
kepercayaan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/
badan pelayanan terpadu di daerah. Pelayanan dipusatkan pada daerah 
mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan 
pelayanan kepada masyarakat. Model pelayanan berkualitas untuk 
menjadi pusat pelayanan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, 
menurut Ramaswamy dkk (1993) sebagai berikut:
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132 A. Junaedi Karso

1. Service design (pola pelayanan),tahap pola pelayanan meliputi
a. Product design
b. Facilities desig
c. Service operations proses design
d. Customer service proses design
e. Service delivery (pengiriman pelayanan), tahap 

2. pola pelayanan meliputi Service encounter environment 
a. Provider behavior
b. Custome provider interaction 
c. Desain pelayanan yang berkualitas menurut Ramaswamy 

(1993), selanjutnya diuraikan sebagaimana gambar berikut 
ini
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Selanjutnya bagan tersebut dideskripsikan sebagai berikut (Service 
Design).Penerimaan masyarakat sebagai pelanggan diharapkan melalui 
proses pelayanan dan standar kinerja dapat mewujudkan kepuasan 
dengan adanya design atau pola pelayanan yang khusus. Artinya bahwa 
perlu adanya standar kinerja pelayanan yang khusus untuk menerima 
dan memberi pelayanan kepada masyarakat sampai mendapatkan tingkat 
kepuasan yang dibutuhkan (Product Design). Pola atau desain pelayanan 
terhadap hasil memerlukan pola atribut atau tanda fisik untuk me-
kanisme pemberian pelayanan. Hal ini diperlukan untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 133

mencapai tujuan dan langkah-langkah yang ditetapkan sehingga 
mendapatkan hasil yang dibutuhkan (Service Facility Design)

Desain fasilitas pelayanan menunjukkan gambaran fisik secara 
jelas terhadap fasilitas-fasilitas untuk mendukung kegiatan pemberian 
pelayanan. Fasilitas-fasilitas perlu disediakan sesuai standar kebutuhan, 
artinya masyarakat yang membutuhkan pelayanan perlu diberikan 
pelayanan melalui standar fasilitas yang ada sesuai dengan keadaan 
masyarakat tersebut.

Standar fasilitas yang dibutuhkan misalnya fasilitas ruang tamu, 
ruang tunggu, yang disertai berbagai kelengkapan untuk kenyamanan 
masyarakat sebagai pelanggan. Hal ini untuk menciptakan persepsi yang 
positif oleh masyarakat terhadap kualitas pelayanan sebagai dampak 
adanya standar fasilitas yang disediakan oleh instansi penyedia pelayanan 
Service Operations Process Design)

Desain proses operasional pelayanan menunjuk kan aktivitas yang 
diinginkan untuk memberikan pelayanan yang baik, artinya bahwa 
proses pelayanan hendaknya memudahkan dan memberikan kenyaman 
untuk masyarakat.

Proses pelayanan dapat diarahkan secara jelas untuk melaksanakan 
tujuan pemberian pelayanan, sehingga alurnya mudah dipahami. 
Kemudian setiap arah pelayanan dapat diinteraksikan antara pelaksana 
dan penerima pelayanan, sehingga prosesnya dapat diimplementasikan 
sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan secarara khusus 
(Customers Service Process Design).

Customers Service Process Design, menunjukkan interaksi antara 
pemberi dan penerima pelayanan. Serangkaian tahap dalam proses 
diawali dengan aliran kerja sebagai upaya untuk mencapai kegiatan 
yang sistematis dan bergerak teratur sehingga meminimalisir kesalahan 
dan kekurangpahaman. Lebih ringkas dan mudah dipahami dalam 
menjelaskan langkah-langkah aliran kerja dalam setiap proses dan 
ditetapkan sebagai standar operasional dalam implementasi pelayanan 
Langkah-langkah aliran kerja dalam setiap proses yang terpenting adalah 
dapat dipahami secara jelas oleh pembacanya terutama pelaksana yang 
mengimplementasikan aliran kerja (Service Delivery) 
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134 A. Junaedi Karso

Desain yang terbaik akan memastikan bahwa masyarakat sebagai 
pelanggan cukup berhubungan dengan penyedia pelayanan secara 
terlatih dan cukup berpedoman terhadap desain yang telah disediakan 
sehingga interaksi antara akan menghasilkan sebuah harapan kinerja 
yang baik (Service Encounter Environment). 

Lingkungan tempat pertemuan pelayanan menunjukkan bahwa 
setiap pelanggan merasakan pengalaman dan harapan kenyamanan untuk 
mendapatkan pelayanan yang baik. Instansi harus dapat mewujudkan 
pola tempat pertemuan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, hal 
ini dapat memberikan persepssi positif awal untuk langkah selanjutnya 
(Provider Behavior) 

Pelayanan berkualitas tinggi yang memuaskan masyarakat sebagai 
pelanggan hanya dapat dicapai melalui dukungan budaya perilaku 
pelaksana yang menghormati pelanggan. Perilaku pelanggan merupakan 
langkah yang sangat menentukan dalam keberhasilan memuaskan 
masyarakat agai pelanggan (Customer Provider Interaction)

Penentuan secara khusus terhadap pola proses interaksi penyedia 
masyarakat sebagai pelanggan untuk mewujudkan kualitas pemberian 
pelayanan kepada masyarakat. Desain proses pelayanan terhadap interaksi 
pelanggan dibangun secara bersama antara pemberi dan penerima untuk 
membangun kebersamaan, sehingga penerima merasa puas karena 
kebutuhan tercapai, demikian juga pemberi atau petugas merasa puas 
karena dapat membangun pola yang dapat memberikan kepuasan kepada 
penerima

D. Kesimpulan
Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan 

pelayanan yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan umum, 
dimana masyarakat melalui pelayanan yang diberikan pemerintah dapat 
mengalami dan merasakan hidup yang baik adil dan makmur.

Etika pemerintahan digambarkan sebagai satu panduan norma 
bagi aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas pelayanan. 
Dwiyanto (2002) mengemukakan etika pelayanan pemerintahan harus 
memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 135

kelompok dan organisasinya. Etika pelayanan publik harus dalam proses 
kebijakan dan implementasi kebijakan perlu diarahkan pada kepentingan 
publik, kepentingan masyarakat.

Peningkatan kualitas layanan civil dan layanan publik dapat 
ditempuh melalui :

1. akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2. orientasi pada pembaharuan
3. pengembangan etika pelayanan

Komitmen dan konsistensi aparat pemerintahan dalam pelayanan 
terkait dengan fungsi primer yakni fungsi pelayanan kepada masyarakat 
atau pelayanan publik dan pelayanan civil. Ndraha (2003) menjelaskan 
bahwa ada dua macam fungsi pemerintah, yaitu: Fungsi primer dan 
Fungsi sekunder.

- Fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau 
fungsi pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah 
sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak diprivatisasikan 
termasuk jasa Hankam, layanan civil dan layanan birokrasi. 

- Fungsi sekunder yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan 
yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu 
penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya, termasuk 
penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Berorientasi kepada kebutuhan para pemakai jasa

- Bersifat kreatif dan inovatif
- Menganggap sumber daya manusia sebagai modal tetap jangka 

panjang (longterm fixed assets)
- Kepemimpinan yang memiliki kemampuan mempersatukan 

berbagai kepentingan dalam organisasi, sehingga dapat 
menumbuhkan sinergisme.

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



136 A. Junaedi Karso H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



137

BAB XIII 
ETIKA POLITIK PEMERINTAH 

SEMANGAT DAN 
JIWA KEBANGSAAN

A. Pengertian Wawasan Kebangsaan 
Istilah wawasan kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu 

“wawasan” dan “kebangsaan” dan secara etimologi istilah wawasan berarti 
hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti konsepsi 
cara pandang (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1989 dalam Suhady 
2006: 18). Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut 
pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang 
atau kelompokorang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai 
suatu bangsa dalam memandang diri dan bertingkah laku sesuai falsafah 
hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 
Wawasan kebangsaan menentukan cara suatu bangsa mendayagunakan 
kondisi geografis negara, sejarah, sosiobudaya, ekonomi dan politik 
serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin 
kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa 
menempatkan diri dalam tata hubungan dengan sesama bangsa dan 
dalam pergaulan dengan bangsa bangsa lain di dunia internasional.  
Nilai-nilai wawasan Kebangsaan yaitu Penghargaan terhadap harkat 
dan martabat sebagai makhluk tuhan yang maha kuasa, tekat bersama 
untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta tanah air 
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138 A. Junaedi Karso

dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, 
masyarakat adil dan makmur. Wawasan Kebangsaan Indonesia dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang dan 
mengkristal dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam membentuk 
negara Indonesia yang tercetus pada waktu diikrarkan Sumpah Pemuda 
tanggal 28 Oktober 1928 sebagai tekad perjuangan yang merupakan 
kenvensi nasional tentang pernyataan eksistensi bangsa Indonesia 
yaitu satu nusa, satu bangsa dan menjunjung bahasa persatuan bahasa 
Indonesia. Nilai dasar wawasan kebangsaan memiliki enam dimensi 
manusia yang bersifat mendasar dan fundamental yaitu penghargaan 
terhadap harkat dan martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan; 
tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka 
dan bersatu; cinta tanah air dan bangsa; demokrasi / kedaulatan rakyat; 
kesetiakawanan sosial; masyarakat adil makmur, dalam Suhady (2006: 
24). Ada empar pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di 
Indonesia, keempat pilar tersebut yakni Pancasila, UUD Negara RI 
1945, Negara Kesatuan RI (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika. Saat ini 
pola kehidupan remaja atau generasi muda kurang mencerminkan nilai-
nilai Pancasila. Dalam ideoiogi Negara, sikap toleransi dan tanggung 
jawab menjadi bagian dalam kehidupan berkebangsaan. Wawasan 
kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang 
yang mengandung kemampuan seseorang kelompok atau organisasi 
orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam 
memandang diri dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam 
lingkungan internal dan lingkungan eksternal, menentukan cara suatu 
bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, 
ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-
cita dan menjamin kepentingan nasional dan Internasional. 

B. Peran Pemimpin yang Memiliki Semangat dan Jiwa 
Kebangsaan 
Dalam Setiap Gatra Pembangunan Reformasi telah berhasil 

menumbangkan kekuasaan orde baru dan dengan euforianya yang terus 
bergema namun ternyata Kepemimpinan Beretika dan Berintegritas 
belum berhasil diterapkan dengan baik. Di era reformasi sepertinya 

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 139

mekanisme jalannya pemerintahan hanya diidentikkan dengan tuntutan 
demokrasi, hak asasi manusia, pemberantasan KKN dan pelaksanaan 
otonomi daerah. Tuntutan–tuntutan ini telah mendapatkan tanggapan 
nyata seperti dilaksanakannya pemilihan langsung terhadap pimpinan 
nasional, dibentuknya KPK, penyelesaian terhadap pelanggaran HAM 
dan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Namun, pelaksanaan otonomi daerah sendiri sampai saat ini 
ternyata telah kebablasan dan telah melahirkan berbagai ketimpangan 
yang penuh paradoks. Disamping itu, ternyata penyakit-penyakit 
lama juga masih muncul seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(KKN), pertikaian sosial berbau SARA, isu separatisme (disintegrasi), 
pengangguran dan sebagainya. Bila diitinjau dari perspektif ketahanan 
nasional, kondisi kepemimpinan di Indonesia yang memiliki semangat 
dan jiwa kebangsaaan dapat ditunjukkan dengan perannya dalam setiap 
Gatra Pembangunan, sebagaimana dapat diuraikan berikut ini: 

1. Gatra Geografi
Geografi Indonesia yang sangat luas terdiri dari pulau-pulau 

besar dan kecil, hutan tropis, gunung dan sungai dengan letak 
yang strategis merupakan potensi yang dapat memberi manfaat 
bagi kesejahteraan bagi bangsa, namun dapat pula mengundang 
kerawanan seperti pelanggaran terhadap kedaulatan negara, 
pencurian kekayaan alam, penyelundupan, perompakan, 
perdagangan narkoba kejahatan transnasional dan segala bentuk 
pelanggaran hukum. Peran pemimpin dalam mengaktualisasikan 
nilai nilai kepemimpinan dalam mewujudkan tata laksana 
mengelola geografi ini akan sangat menentukan manfaat atau 
kerugian yang akan diperoleh. Ketidakmampuan pemimpin 
mewujudkan masyarakat madani dalam mengelola geografi 
ini akan menimbulkan masalah di bidang pertahanan dan 
keamanan, transportasi, komunikasi, penyebaran penduduk, 
pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, sehingga hal ini 
akan berdampak pada menurunnya ketahanan nasional dan 
sehingga merupakan ancaman terhadap keutuhan NKRI. Para 
pemimpin harus memahami bahwa nilai strategis yang melekat 
pada posisi silang geografis Indonesia yang berada diantara 

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



140 A. Junaedi Karso

dua benua (Australia dan Asia) dan diantara dua samudera 
(Pasifik dan Hindia) ini, memiliki keunggulan komparatif, 
namun sampai saat ini belum dapat ditampilkan sebagai 
keunggulan kompetitif yang merupakan kekuatan daya saing 
dalam era global. Para pemimpin nasional kurang memberikan 
perhatian terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur. 
Hal ini antara lain dapat dilihat dari alokasi dana pembangunan 
infrastruktur jalan yang terus menurun dari 5,3% terhadap 
GDP (1993/1994) menjadi sekitar 2,3% (2002). Dalam kondisi 
normal, pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur bagi 
negara berkembang adalah sekitar 5-6% dari GDP (Widayatin, 
2006). Padahal menurut World Bank (1994) infrastruktur 
merupakan kontributor utama bagi proses pembangunan. 

2. Gatra Demografi
Siregar (2004) menyatakan bahwa sumberdaya manusia 

(SDM) merupakan aspek penting untuk mendukung 
tercapainya pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan 
daya saing bangsa, disamping dua aspek lainnya, yaitu 
infrastruktur dan sumberdaya alam. Kondisi SDM Indonesia 
ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia adalah termasuk 
rentang pembangunan rendah. Hal ini sesuai laporan UNDP 
(2006), yang menunjukkan Indonesia dinilai 0,711 atau berada 
pada peringkat ke 108 dari 177 negara yang disigi. Disamping 
itu, kondisi kualitas SDM Indonesia ditinjau dari peringkat 
daya saing global berada pada peringkat 52 dari 55 negara yang 
disigi (IMD, 2006). Sedangkan peringkat negara-negara lain 
seperti Singapura pada peringkat 3/55, Jepang 16/55, China 
18/55, Malaysia 22/55, India 27/55, dan Thailand 29/55. 
Kondisi ini mencerminkan ketidak berhasilan para pemimpin 
dalam memberikan perhatiannya pada peningkatan kualitas 
SDM. Bila peran pemimpin lemah maka berimplikasi pada 
tidak terkendalinya pengelolaan demografi, dimana jumlah 
penduduk Indonesia yang menempati urutan ke 4 dunia sekitar 
223 juta jiwa dan terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan 
antar golongan serta dengan penyebaran yang tidak merata 

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 141

menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan, penumpukan 
aktivitas sosial, politik, dan ekonomi di wilayah tertentu. 
Dengan tingkat pendidikan rata-rata dan kualitas sosial yang 
masih rendah serta tingkat pengangguran yang semakin tinggi 
menyebabkan masalah kependudukan menjadi salah satu potensi 
kerawanan yang dapat berdampak terhadap ketahanan nasional 
dan keutuhan NKRI. Potensi sumber daya manusia Indonesia 
menjadi keunggulan kompetitif bagi bangsa Indonesia seiring 
dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan nasional yang 
meningkatkan daya saing bangsa di era persaingan global. Hal 
tersebut diindikasikan dengan meningkatnya akses masyarakat 
terhadap pendidikan yang berkualitas, menurunnya jumlah 
penduduk yang buta huruf, meningkatnya jumlah tenaga kerja 
terampil, meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang 
ditandai oleh meningkatnya proporsi pendidik formal dan 
nonformal yang berkualitas, meningkatnya hasil penelitian, 
pengembangan dan penemuan di bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang mendukung peningkatan kesejahteraan 
kehidupan bangsa serta peningkatan akses masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terkendalinya laju 
pertumbuhan penduduk, akan dapat memenuhi kebutuhan 
dasar masyarakat dan meningkatkan human capital dan social 
capital yang merupakan beberapa karakteristik perwujudan 
masyarakat madani yang mampu menjaga keutuhan NKRI. 

3. Gatra Sumber
Kekayaan Alam (SKA) Mengacu kepada pasal 33 UUD 

1945 telah ditegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
Pasal ini merupakan ketentuan konstitusional mengenai 
manajemen pembangunan nasional, sehingga pengelolaan dan 
pemanfaatan kekayaan alam Indonesia pada dasarnya dilakukan 
oleh dan untuk bangsa Indonesia dengan cara-cara yang tidak 
merusak tata lingkungan hidup dan dengan memperhitungkan 
kebutuhan generasi yang akan datang. Namun demikian, 
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142 A. Junaedi Karso

konsep pengelolaan SKA sampai saat ini hanya untuk 
kepentingan sesaat, tidak untuk jangka panjang. Hal ini sangat 
bertentangan dengan gaya kepemimpinan yang menjunjung 
tinggi etika dan integritas. Ketidakmampuan pemimpin 
menciptakan penyelenggaraan pemberdayaan seluruh potensi 
negara termasuk stakeholder berdampak pengelolaan kekayaan 
alam yang tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara karena 
sumberdaya alam semakin terbatas dihadapkan pada kurangnya 
kesadaran dan pengawasan dalam menggunakan sumber 
kekayaan alam secara efisien. Yang lebih parah lagi sumber 
kekayaan alam ini malah menimbulkan potensi kerawanan 
karena terjadinya pencurian berbagai kekayaan alam seperti 
Ilegal Loging, Illegal Fishing, dan llegal Mining yang hingga 
saat ini semakin marak. Hal ini telah menimbulkan kerugian 
yang besar bagi negara dan mengakibatkan berkurangnya 
cadangan sumberdaya alam, mendorong kerusakan lingkungan 
dan bencana alam, selanjutnya akan memancing datangnya para 
pemburu kekayaan alam asing ke wilayah kita serta Indonesia 
akan memperoleh kecaman internasional sebagai negara yang 
tidak mampu mengelola dan menjaga kelestarian alam yang 
pada gilirannya berdampak pada tidak terwujudnya masyarakat 
madani, menurunnya ketahanan nasional dan terancamnya 
keutuhan NKRI. 

4. Gatra Ideologi
Kebenaran Pancasila yang didasarkan pada filsafat 

kemanusiaan dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama 
manusia dan alam (ruang hidup), telah menempatkan Pancasila 
dapat tetap eksis diantara ideologi-ideologi besar dunia dan di 
era globalisasi, sebagai ideologi terbuka yang bersifat universal. 
Arus globalisasi dan gelombang reformasi dalam berbagai bidang 
telah mengakibatkan terjadinya perubahan masyarakat. Iklim 
keterbukaan dan kebebasan yang menyertainya melahirkan 
berbagai peristiwa sosial, politik dan kebudayaan yang cukup 
signifikan berpengaruh terhadap Pancasila sebagai ideologi 
negara. Terjadinya penurunan moral bangsa berupa munculnya 
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fenomena kekerasan, sikapsikap yang lebih mengutamakan 
kepentingan pribadi/kelompok, merebaknya pemahaman 
agama secara ekstrim dan fanatis, konflik-konflik yang merebak 
di sejumlah daerah dan permasalahan sosial lainnya (Tumanggor 
et al., 2003) dapat dijadikan indikasi bahwa ideologi negara 
sudah memudar dan menunjukkan adanya problem identitas 
yang mengancam keutuhan bangsa dan jalannya demokrasi. Jika 
dicermati berbagai rangkaian peristiwa politik, sosial, ekonomi 
dan keamanan dalam kurun waktu delapan tahun terakhir 
ini, dapat ditemukan jawabannya yakni sebagai akibat dari 
masyarakat dan pemimpin yang kurang dapat menghormati 
antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama yang 
lainnya, karena Pancasila sebagai dasar falsafah/ideologi negara 
belum dihayati dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat 
sehari-hari. Sampai saat ini kesepakatan nasional tentang 
Pancasila sebagaimana yang telah dicetuskan oleh founding 
fathers hanya dirasakan sebagai falsafah yang bersifat abstrak 
belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dalam wujud nyata 
pada aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 
walaupaun secara yuridis dan pragmatis Pancasila sebagai 
idiologi negara masih kokoh. Ketidakmampuan Pemimpin 
menjadikan dirinya sebagai tauladan agar menggugah seluruh 
rakyat untuk kembali menghayati dan mengamalkan Pancasila 
dengan cara yang lebih aplikatif bukan doktriner sebagaimana 
yang telah dilakukan pada masa lalu merupakan kelemahan 
mendasar yang tidak mungkin diharapkan akan mampu 
mewujudkan masyarakat madani. Dengan keterpurukan yang 
melanda bangsa ini, krisis multidimensi belum seluruhnya 
teratasi ditambah lagi belum terwujudnya masyarakat madani 
tentunya akan melemahkan ketahanan nasional dan mengancam 
keutuhan NKRI. 

5. Gatra Politik
Penerapan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1945 sampai 

saat ini nampaknya masih mencari bentuk yang pas, sesuai 
budaya bangsa Indonesia. Pada awal kemerdekaan hingga tahun 
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1950-an kita pernah mencoba sistem demokrasi parlementer 
yang pada dasarnya merupakan demokrasi liberal dan berjalan 
sampai akhir tahun 1950-an. Melalui Dekrit Presiden 
tanggal 5 Juli 1959, Indonesia memasuki periode Demokrasi 
Terpimpin hingga meletusnya G 30 S PKI tahun 1965. Dengan 
tumbangnya Orde Lama, maka tampil Orde Baru yang 
mengembangkan Demokrasi Pancasila. Tetapi hal ini ternyata 
kurang tepat, karena fungsi kontrol yang dimainkan oleh 
Legislatif, Pers dan masyarakat tidak efektif. Dalam praktik 
selama 32 tahun ternyata eksekutif sedemikian kuat dengan 
sistem pemerintahan yang sentralistis, alokasi dan distribusi 
yang begitu timpang hingga terjadinya peralihan kekuasaan dari 
Soeharto kepada BJ. Habibie pada tanggal 21 Mei 19985. Salah 
satu kelemahan mekanisme perpolitikan di era orde baru adalah 
ketidakmampuan mengembangkan interaksi yang bebas dan 
demokratis di kalangan anggota masyarakat yang multikultural. 
Kelemahan ini telah mengantarkan perlunya langkah-langkah 
reformasi dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Peran pemimpin yang lemah tidak akan mampu 
mengelola euphoria reformasi dan dapat berkembang menjadi 
semakin menguatnya potensi disintegrasi yang mengancam 
stabilitas nasional dan keutuhan NKRI. Proses pengambilan 
kebijakan, terasa semakin sulit karena selalu diwarnai dengan 
maraknya pro dan kontra pendapat masyarakat yang tidak 
konstruktif disebabkan rendahnya kualitas kesadaran politik. 
mengedepankan kepentingan kelompok atau partai lebih 
dominan dibandingkan kepentingan bangsa. Kesetaraan 
kedudukan dalam sistem perpolitikan kita saat ini sebagai 
implementasi amandemen ke 4 UUD 1945 yang diharapkan akan 
memperoleh suatu perubahan yang lebih baik ternyata malah 
dijadikan sarana untuk berimprovisasi dalam rangka meraih 
pengaruh atau kedudukan untuk kelompoknya. Dalam kaitan 
mendudukkan seorang pejabat dalam posisi penyelenggaraan 
negara masih sangat kental nuansa perpolitikannya dibanding 
kredibiltas “the right man on the right place”. Konflik antar 
elite politik dan konflik internal partai-partai politik sering 
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berkembang menjadi konflik antar pendukung masing-masing 
kelompok. Mencermati kondisi seperti ini sangat berdampak 
buruk terhadap sistem politik dan menimbulkan gangguan 
ketertiban dalam masyarakat yang menimbulkan instabilitas 
di bidang politik dan keamanan, sehingga jauh dari kriteria 
terwujudnya masyarakat madani. Situasi ini memberi warna 
lemahnya ketahanan politik bangsa yang tentu saja sangat 
mengganggu keutuhan NKRI. 

6. Gatra Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi saat ini tidak menjamin pemerataan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan 
ekonomi di negeri ini juga kecil sekali dampaknya pada 
pengurangan kemiskinan dan pengangguran, karena 
sektorsektor ekonomi yang tumbuh tidak banyak menyerap 
tenaga kerja. Permasalahan ekomomi di Indonesia saat ini 
nampaknya juga tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga 
Bahan Bakar Minyak (BBM), dimana hampir setiap gejolak sosial 
dan ekonomi-bahkan politik selalu didahului dengan kenaikan 
harga BBM. Namun yang perlu diwaspadai Pemerintah, 
kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005 ternyata 
angka kemiskinan justru meningkat dari 31, 1 juta jiwa (2005) 
menjadi 39, 3 juta jiwa (2006). Demikian pula inflasi mengalami 
kenaikan tajam sebesar 17, 75% (2006). Di sisi industri, kenaikan 
harga BBM untuk kedua kalinya tahun 2005 tersebut telah 
mendorong percepatan deindustrialisasi, Bila pada tahun 2004 
sektor manufaktur masih tumbuh 7, 2% maka pada tahun 2007 
hanya tumbuh sebesar 5, 1%. Ini terjadi karena industri ditekan 
dari dua sisi yakni peningkatan biaya produksi dan merosotnya 
demand akibat menurunnya daya beli masyarakat. Penambahan 
jumlah penganggur dari 9, 9% (2004) menjadi 10, 3% (2005) 
dan 10, 4% (2006) pun akhirnya tidak terelakkan. Kebijakan 
pemimpin yang tidak pro rakyat mengindikasikan belum 
teraplikasikannya prinsip-prinsip etika dan integritas dengan 
baik sehingga kesejahteraan rakyat jauh dari harapan. Upaya 
pemulihan ekonomi tidak menunjukkan hasil yang signifikan 
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dan belum sepenuhnya mampu mengangkat kehidupan sosial 
ekonoml masyarakat dan keterpurukan. Kondisi perekonomian 
masyarakat masih cukup memprihatinkan, dimana di beberapa 
daerah masih terdapat penyakit busung lapar. Inefisiensi masih 
cukup menonjol di sektor produksi dan jasa yang diwarnai oleh 
praktik KKN yang semakin meluas tidak hanya di lingkungan 
eksekutif tapi telah merebak di kalangan legislatif dan 
yudikatif, sehingga ekonomi biaya tinggi masih terjadi. Tidak 
tersedianya lapangan kerja dan angka pengangguran semakin 
meningkat, sehingga kondisi di atas akan semakin tajam karena 
peran pemimpin tidak efektif dalam mewujudkan masyarakat 
madani yang pada gilirannya melemahkan ketahanan ekonomi 
yang bermuara pada terancamnya keutuhan NKRI. Ekonomi 
kerakyatan sebagaimana diamanatkan oleh undangundang 
dapat dijalankan tanpa pengaruh monopoli, konglomerasi serta 
praktik-praktik negatif lainnya. Membaiknya iklim investasi 
dalam negeri akan mendorong terciptanya lapangan kerja 
baru yang dapat penyerap angkatan kerja secara proporsional, 
sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan angka 
kemiskinan sehingga mampu mengangkat kehidupan sosial 
ekonoml masyarakat dari keterpurukan. Peran pemimpin yang 
secara efektif mengaktualisasikan prinsip-prinsip etika dan 
integritas dapat mewujudkan masyarakat madani dalam hal 
terpenuhinya kebutuhan dasar, berkembangnya human capital 
dan sosial capital serta sistem penyelenggaraan negara yang 
berkeadilan sosial, yang pada gilirannya dapat menguatkan 
keutuhan NKRI. 

7. Gatra Sosial Budaya 
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang 

majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. 
Kondisi budaya Indonesia yang berbeda–beda ini menunjukkan 
suatu kekhasan yang dimiliki dan dapat dijadikan daya tarik 
wisata guna menambah penghasilan atau devisa negara. 
Beragamnya budaya ini tergantung pada daerah–daerahnya 
dan sekaligus memberikan ciri yang menyatu pada penduduk/
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masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Secara umum, 
budaya masyarakat Indonesia dikenal tidak disiplin, kurang 
semangat, kurang memiliki etos kerja, paternalistis, tidak 
mandiri, dll. Khusus untuk budaya malu ini terdapat beberapa 
hal yang menimpa para pemimpin antara lain tidak ada 
pemimpin di Indonesia yang secara ksatria mau mengakui  
kekeliruannya dan berani mengundurkan diri atas suatu 
kegagalan yang nyata-nyata terjadi pada lingkup penugasannya. 
Peningkatan kualitas kehidupan melalui pendidikan nasional, 
kesehatan dan lingkungan hidup belum dapat terlaksana secara 
lancar bahkan cenderung mengalami penurunan seiring dengan 
keterbatasan anggaran belanja negara, sebagai akibat krisis 
ekonomi yang masih belum pulih.. Ketegasan Pemimpin dalam 
penegakkan hukum masih terlalu lemah karena masih goyah 
ketika diintervensi oleh aspek lain seperti politik, ekonomi dan 
interest lain. Tanpa disadari hal yang demikian berdampak pada 
kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat semakin memudar 
karena beranggapan pelanggaran yang dilakukan tidak akan 
diganjar dengan hukuman. Padahal penegakan hukum yang 
transparan menjadi salah satu prasyarat dalam mewujudkan 
masyarakat madani. Berbagai peristiwa bencana yang 
menimpa bangsa ini pun terjadi di beberapa wilayah nusantara 
yang proses penanganannya tidak tuntas yang berlanjut 
menimbulkan ekses-ekses semakin meningkatnya kemiskinan. 
Peristiwa penggusuran yang dilakukan aparat pemerintah 
dalam rangka menertibkan suatu lokasi juga memburamkan 
sendi-sendi kehidupan bermasyarkat. Ini semua adalah akibat 
ketidakmampuan Pemimpin mewujudkan masyarakat madani 
yang dapat menyejukkan suasana bagi kehidupan rakyat yang 
pada akhirrnya hal ini mengganggu ketahanan sosial dan 
keutuhan NKRI. 

8. Gatra Pertahanan dan Keamanan
Pemimpin yang tidak mempunyai etika dan integritas 

serta tidak menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara 
di atas kepentingan pribadi dan golongan akan berdampak 
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terhadap rentannya pertahanan dan keamanan bangsa. Sejarah 
membuktikan bahwa, ketika Indonesia sedang masa transisi 
pemerintahan dari orde baru ke era reformasi ketahanan 
nasional kita lemah, sehingga terjadi konflik dan gejolak dari 
dalam maupun dari luar Indonesia. Hal pertama yang paling 
terasa adalah terjadinya insiden Trisakti pada Bulan Mei 19 
yang diperkeruh dengan berbagai konflik horisontal lainnya di 
Indonesia, seperti kasus GAM, OPM, tragedi Poso (19982003), 
tragedi Sampit (2001), dan konflik Ambon/Maluku (1999-
2002, 2004). Kelengahan dan labilnya kondisi pertahanan dan 
keamanan dalam negeri Indonesia sepertinya dimanfaatkan 
oleh pihak luar, sehingga Indonesia kehilangan Timor Timur, 
kehilangan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, serta klaim atas 
Blok Ambalat oleh Malaysia dan klaim karya seni budaya 
bangsa (lagu rasa sayange, batik, angklung dan reog ponorogo) 
oleh negeri jiran tersebut. Demikian, akibat kepemimpinan 
yang jauh dari sifat-sifat tabligh (menyampaikan) dan fathonah 
(cerdas), maka gatra pertahanan dan keamanan akan berada pada 
posisi lemah sehingga membahayakan kedaulatan dan keutuhan 
NKRI. 

C. Kesimpulan
1. Wawasan kebangsaan menentukan cara suatu bangsa 

mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-
budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan 
dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. 
Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa menempatkan 
diri dalam tata hubungan dengan sesama bangsa dan dalam 
pergaulan dengan bangsa bangsa lain di dunia internasional.  
Nilai-nilai wawasan Kebangsaan yaitu Penghargaan terhadap 
harkat dan martabat sebagai makhluk tuhan yang maha kuasa, 
tekat bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan 
bersatu, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan 
rakyat, kesetiakawanan sosial, masyarakat adil dan makmur. 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 149

2. Bila diitinjau dari perspektif ketahanan nasional, kondisi 
kepemimpinan di Indonesia yang memiliki semangat dan jiwa 
kebangsaaan dapat ditunjukkan dengan perannya dalam setiap 
Gatra Pembangunan, sebagaimana dapat diuraikan berikut 
ini: 1. Gatra Geografi; 2.Gatra Demografi; 3.Gatra Sumber; 
4.Gatra Ideologi; 5.Gatra Politik; 6.Gatra Ekonomi; 7.Gatra 
Sosial Budaya; 8. Gatra Pertahanan dan Keamanan
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BAB XIV 
ETIKA POLITIK PEMERINTAH

A. Kode Etik Aparatur Negara
Sebuah kode etik yang diadopsi oleh organisasi dalam upaya untuk 

membantu mereka dalam organisasi dipanggil untuk membuat keputusan 
(biasanya sebagian besar, jika tidak semua) memahami perbedaan antara 
‘benar’ dan ‘salah’ dan menerapkan pemahaman ini untuk keputusan 
organisasi. Bertens (2000) menyatakan bahwa kode etik dimaksudkan 
untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam 
masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan 
dipegang teguh oleh seluruh kelompok tersebut, seperti lembaga atau 
instansi pemerintahan.

Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para 
pelaksana seseorang sebagai seorang yang profesional supaya tidak dapat 
merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari 
kode etik profesi, yaitu: Kode etik profesi memberikan pedoman bagi 
setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 
Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, Sebuah kode etik yang 
diadopsi oleh organisasi dalam upaya untuk membantu mereka dalam 
organisasi dipanggil untuk membuat keputusan (biasanya sebagian 
besar, jika tidak semua) memahami perbedaan antara ‘benar’ dan ‘salah’ 
dan menerapkan pemahaman ini untuk keputusan organisasi. Bertens 
(2000) menyatakan bahwa kode etik dimaksudkan untuk mengatur 
tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui 
ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh 
seluruh kelompok tersebut, seperti lembaga atau instansi pemerintahan.
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152 A. Junaedi Karso

Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana 
seseorang sebagai seorang yang profesional supaya tidak dapat merusak 
etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik 
profesi, yaitu:

1. pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia 
lakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi 
masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa 
etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada 
masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu 
profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para 
pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).

3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar 
organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan 
profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana 
profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak 
boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau 
perusahaan.

Kode etik dirumuskan dengan asumsi bahwa tanpa sanksi sanksi 
atau hukuman dari pihak luar, setiap orang tetap taat. Jadi dorongan 
untuk mematuhi perintah dan kendali untuk menjauhi larangan dalam 
kode etik bukan dari sanksi fisik melainkan dari rasa kemanusiaan, harga 
diri, martabat dan nilai-nilai filosofis.

Menurut Simorangkir (1978) kode etik merupakan hasil 
kesepakatan atau konvensi suatu kelompok sosial. Selanjutnya kode etik 
merupakan persetujuan bersama yang timbul dari diri para anggota itu 
sendiri untuk mengarahkan perkembangan mereka, sesuai dengan nilai-
nilai ideal yang diharapkan. Dengan demikian pemakaian kode etik 
tidak terbatas pada organisasi-organisasi yang personalianya memiliki 
keahlian khusus. Pelaksanaan kode etik tidak terbatas pada kaum profesi 
karena sesungguhnya setiap jenis pekerjaan dan setiap jenjang keputusan 
mengandung konsekuensi moral.

Dalam kode etik bisa menjadi sarana untuk mendukung pencapaian 
tujuan organisasi karena bagaimanapun juga organisasi hanya akan dapat 
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meraih sasaran-sasaran akhirnya kalau setiap pegawai yang bekerja di 
dalamnya memiliki aktivitas dan perilaku yang baik. Sujamto dalam 
Kumorotomo (2007) menyatakan bahwa kode etik adalah suatu alat 
untuk menunjang pencapaian tujuan suatu organisasi atau suborganisasi 
atau bahkan kelompok-kelompok yang belum terikat dalam suatu 
organisasi. Sesuatu alat itu tentunya bisa saja ditiadakan kalau ia sudah 
dirasakan perlunya. Pada dasarnya kode etik adalah suatu hukum 
etik. Hukum etik itu biasanya dibuat oleh suatu organisasi atau suatu 
kelompok, sebagai suatu patokan tentang sikap mental yang wajib 
dipatuhi oleh para anggota dalam menjalankan tugasnya.

Maka di samping berfungsi sebagai patokan-patokan sikap 
mental yang ideal bagi segenap unsur organisasi, kode etik dapat pula 
mendorong keberhasilan organisasi itu sendiri. Organisasi akan berhasil 
jika para pegawai memiliki inisiatif-inisiatif yang baik, teliti, jujur dan 
memiliki loyalitas tinggi. Kualitas-kualitas seperti inilah yang hendak 
dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan kode etik.

Manfaat lain yang akan didapat dari perumusan kode etik ialah 
bahwa para aparat akan memiliki kesadaran moral atas kedudukan yang 
diperolehnya dari negara atas nama rakyat. Pejabat yang menaati norma-
norma dalam kode etik akan menempatkan kewajiban sebagai aparat 
pemerintah (incumbency obligation) di atas kepentingan-kepentingannya 
akan karier dan kedudukan. Pejabat tersebut akan melihat kedudukan 
sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Oleh karena itu, kode etik 
mengandaikan bahwa para pejabat publik dapat berperilaku sebagai 
pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana dari nilai-nilai 
tersebut dalam tindakan-tindakan yang nyata.

Dalam hal ini, Frederickson dan Hart (1985) menyatakan:

.... public servants must be both moral philosophers and moral activists, which 
would require; first, an understanding of and belief in, regime values, and 
second, a sense of extensive benevolence for the people of the nation.

Sebagai aparat negara, para pejabat wajib menaati prosedur, tata 
kerja dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi 
pemerintah. Sebagai pelaksana kepentingan umum, para pejabat wajib 
mengutamakan aspirasi masyarakat dan peka terhadap kebutuhan-
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154 A. Junaedi Karso

kebutuhan masyarakat tersebut. Dan sebagai manusia yang bermoral, 
pejabat harus memperhatikan nilai-nilai etis di dalam bertindak dan 
berperilaku.

Dengan perkataan lain, seorang pejabat harus memiliki kewaspadaan 
profesional berarti dia harus menaati kaidah-kaidah teknis dan 
peraturan-peraturan sehubungan dengan kedudukannya sebagai seorang 
pembuat keputusan. Sementara itu, kewaspadaan spiritual merujuk pada 
penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan 
hemat, bertanggung jawab serta akhlak dan perilaku yang baik.

Kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan nilai-nilai yang 
diyakini akan kebenarannya serta kebaikan yang ditimbulkan apabila 
dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku seorang PNS baik dalam 
kedinasan maupun dalam kesehariannya di tengah-tengah masyarakat. 
Kode etik PNS mencakup seluruh aspek kehidupan baik kedinasan 
maupun dalam kehidupan kesehariannya yaitu kode etika bernegara, 
kode etika berorganisasi, kode etika sesama PNS dan kode etika terhadap 
diri sendiri.

Kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimaksudkan untuk 
memberikan arah dan pedoman bagi PNS dalam bersikap, bertingkah 
laku dan berbuat baik di dalam melaksanakan tugas maupun pergaulan 
hidup sehari-hari. Kode etik PNS bertujuan untuk menjaga integritas, 
martabat, kehormatan, citra dan kepercayaan pegawai negeri sipil 
melaksanakan setiap tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung 
jawab kepada negara, pemerintah dan sesama pegawai, masyarakat dan 
organisasi.

Pembinaan jiwa korps dimaksud untuk membina karakter/ watak 
rasa persatuan dan kesatuan, solidaritas, kebersamaan kerja, tanggung 
jawab, dedikasi, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi 
PNS dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. 
pembinaan jiwa korps juga ditujukan untuk mewujudkan budaya kerja 
yang dijiwai oleh rasa persatuan dan kesatuan sehingga terwujud PNS 
yang bermutu tinggi dan sadar akan kedudukannya dan tanggung 
jawabnya sesuai nilai-nilai moral yang disepakati bersama selaku unsur 
aparatur negara.
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 155

PNS sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah dalam 
menjalankan fungsinya yakni mensejahterakan masyarakat baik moril 
maupun materil memegang peranan yang sangat penting. Baik buruk 
atau sukses gagalnya misi pemerintahan banyak ditentukan dari PNS ini 
sebagai para pelaksana kebijakan pemerintah. Mengingat tugasnya yang 
cukup berat dan strategis diharapkan PNS dan umumnya pegawai negeri 
mampu melaksanakan pengabdian dalam mengisi kemerdekaan dengan 
penuh dedikasi sehingga untuk itu diperlukan pembinaan pegawai, baik 
di dalam maupun di luar kedinasan untuk menjamin adanya PNS yang 
bersatu padu, bersih dan berwibawa. 

Pembinaan dalam kedinasan adalah menjadi tanggung jawab 
pemerintah dalam hal ini adalah kementerian masing-masing yang 
pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 
Pembinaan PNS di luar kedinasan dilaksanakan oleh Korps Pegawai 
Republik Indonesia (KORPRI). KORPRI merupakan wadah 
yang melaksanakan pembinaan PNS, yang dalam hal ini KORPRI 
berpegangan pada kode etik KORPRI dan Doktrin KORPRI.

Prasetya Korpri sebagai Bagian Aparatur Sipil Negara
Kumorotomo (2008) menyatakan sebagai organisasi publik yang 

misi utamanya adalah mengakomodasikan kepentingan publik (public 
interest) dan melaksanakan urusan publik (public a!airs), aparatur negara 
atau aparat birokrasi publik pada umumnya menempati posisi yang 
sangat strategis di dalam tahapan pembangunan pada era reformasi yang 
disertai dengan semakin kompleksnya tuntutan publik atas pembangunan 
pada umumnya. Akan tetapi, ternyata Indonesia termasuk negara yang 
terlambat untuk menginternalisasikan secara objektif nilai-nilai yang 
penting bagi pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik.

Di negara-negara maju yang relatif lebih individualistis, etika 
pemerintahan telah dipahami sebagai dasar yang penting bagi 
pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik. Dokumen kode etik yang 
relevan dengan organisasi publik yang terdapat di Indonesia masih sangat 
terbatas. KORPRI sebagai suatu organisasi, dalam Musyawarah Nasional 
(Munas) I KORPRI tahun 1978, telah menetapkan Kode Etik KORPRI, 
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156 A. Junaedi Karso

Sapta Prasetya KORPRI, yang dalam perkembangannya telah diadakan 
penyempurnaan dalam perumusannya pada Munas III KORPRI tahun 
1989. Sejalan dengan Keputusan Munas V KORPRI tahun 1999, dirasa 
perlu untuk mengubah Kode Etik yang telah ada menjadi Kode Etik 
KORPRI yang dinamakan Panca Prasetya KORPRI.

Namun demikian, banyak fihak yang menyayangkan bahwa 
pelaksanaan kode etik PNS sebagaimana tertuang dalam Panca Prasetya 
KORPRI tersebut masih sangat minim. Dibandingkan dengan organisasi 
profesi lainnya seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Guru 
Republik Indonesia (PGRI) dan lain-lainnya, KORPRI juga dianggap 
tidak aktif secara kelembagaan dalam memperjuangkan kepentingan 
anggotanya dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan kode etik PNS.

Terkait dengan pembinaan kode etik PNS tersebut, meskipun saat 
ini masih terdapat kekosongan peraturan terkait pembinaan tersebut, 
sebetulnya ada beberapa pemerintah daerah yang telah berupaya untuk 
menerapkan pembinaan kode etik PNS melalui sebuah prosedur baku yang 
cukup bagus. Dengan demikian, yang perlu dilakukan oleh pemerintah 
pusat dan dewan pimpinan KORPRI adalah dengan secepatnya memulai 
upaya pelembagaan kode etik PNS melalui peraturan, kelembagaan dan 
prosedur yang jelas dan baku, serta mengawal pelaksanaan kode etik 
tersebut. 

Pada hakikatnya kedudukan anggota KORPRI adalah insan yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, warga negara, pejuang, 
unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat. Oleh karena 
itu, sikap dan perilaku anggota KORPRI harus mencerminkan hakikat 
dan kedudukannya yang dirumuskan dalam Panca Prasetya KORPRI. 
Untuk dapat mengamalkannya dengan baik, Panca Prasetya KORPRI 
harus dipahami dan dihayati secara seksama. Dengan demikian 
diharapkan makna yang terkandung di dalam Kode Etik KORPRI 
dapat ditegakkan secara arif, tepat, dan taat asas. Apabila tidak demikian 
halnya, norma tidak akan terwujud di dalam kenyataan. 

Dengan Kode Etik Panca Prasetya KORPRI, diharapkan segenap 
anggota KORPRI dapat menempatkan kedudukannya selaku pemikir, 
perencana, pelaksana, pengendali, dan pengawas dalam tugas-tugas 
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pemerintahan di satu pihak serta sebagai pengayom pembela keadilan 
dan pejuang untuk kepentingan anggota, serta panutan bagi masyarakat.

Etika pemerintahan berhubungan dengan kekuatan-kekuatan 
yang harus dilaksanakan oleh para pejabat dan pegawai pemerintahan. 
Karena itu dalam etika pemerintahan membahas perilaku penyelenggara 
pemerintahan, terutama penggunaan kekuasaan, kewenangan termasuk 
legitimasi kekuasaan dalam kaitannya dengan tingkah laku yang baik 
atau buruk.

Wujud etika pemerintahan tersebut adalah aturan-aturan ideal 
yang dinyatakan dalam undang-undang dasar baik yang dikatakan oleh 
dasar negara maupun dasar-dasar perjuangan negara, serta etika pegawai 
pemerintahan. Di Indonesia wujudnya adalah Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 sekaligus Pancasila sebagai dasar negara, serta 
doktrin dan etika Pegawai Negeri Sipil.

Doktrin Pegawai Negeri Sipil dinamakan “Bhineka Karya Abdi 
Negara” yaitu walaupun anggota-anggota Korps Pegawai Republik 
Indonesia (KORPRI) melaksanakan tugas di berbagai bidang dan jenis 
karya yang beraneka ragam, tetapi adalah dalam rangka pelaksanaan 
pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat Indonesia. Etika 
Pegawai Negeri Sipil disebut Panca Prasetya KORPRI.

Adapun bunyi Panca Prasetya Korpri adalah;

“Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji:

1. Setia dan taan kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta 
memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara

3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas 
kepentingan pribadi dan golongan

4. Bertekad memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta 
kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia

5. Berjuang menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta 
meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
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158 A. Junaedi Karso

Panca Prasetya Korpri ini merupakan sumpah/ janji Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) yang bertujuan agar dapat menciptakan sosok PNS yang 
profesional, jujur, bersih dari segala korupsi, kolusi, nepotisme serta 
berjiwa sosial. Untuk dapat mengamalkannya dengan baik, Panca 
Prasettya Korpri harus dipahami dan dihayati secara seksama. Dengan 
demikian diharapkan makna yang terkandung dalam kode etik Korpri 
dapat ditegakkan.

Adapun makna dari Panca Prasetya Korpri yaitu:

1. Insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa

 Anggota Korpri sebagai insan yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sepenuh jiwa mengakui 
bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah sang maha pencipta, maha 
pengasih dan maha penyayang. Perintah ataupun larangan-Nya 
adalah untuk kebaikan manusia. Ketakwaan yang mewujudkan 
dalam berbagai bentuk amal dan ibadah merupakan suatu 
pernyataan terima kasih yang luhur kepada sang maha pencipta, 
diyakini sedalam-dalamnya bahwa segala perbuatan akan 
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME.

2. Prasetya Pertama: Setia kepada Negara dan Pemerintah
 Setia merupakan sikap batin. Dengan demikian, setia kepada 

Negara dan Pemerintah adalah sikap batin anggota Korpri 
yang diwujudkan dengan kesanggupannya untuk membela 
dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dari segala ancaman dan gangguan. Pada umumnya kesetiaan 
timbul dari pengetahuan dan pemahaman atas keyakinan yang 
mendalam terhadap sesuatu. Oleh sebab itu, setiap anggota 
Korpri wajib mempelajari, memahami dan menghayati cita-
cita, ideologi, dasar dan pandangan hidup negara dan bangka 
terutama Pancasila dan UUD 1945.

 Taat kepada Negara dan Pemerintah
 Adalah kesanggupan dan keikhlasan melakukan apa yang 

diharuskan dan menghindari apa yang dilarang sesuai dengan 
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Agar 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 159

ketaatannya dapat terlaksana dengan baik, setiap anggota Korpri 
harus mempelajari kebijaksanaan pemerintah dan peraturan 
perundang-undangan.

 Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
 Yang dimaksud dengan Republik Indonesia adalah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 
tanggal 17 Agustus 1945, yang menempatkan Pancasila sebagai 
dasar, ideologi, falsafah dan pandangan hidup bangsa dan 
negara, sesuai UUD 1945.

3. Prasetya Kedua: Menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan 
Negara

 Menjunjung tinggi adalah menempatkan sesuatu pada tempat 
yang semestinya dengan tujuan menghormati atau menghargai. 
Kehormatan Bangsa dan Negara adalah menyangkut martabat, 
harga diri, nilai-nilai luhur yang hidup di dalam masyarakat 
dan cita-cita bangsa. Dengan demikian, pengertian menjunjung 
tinggi kehormatan Bangsa dan Negara ialah menjunjung tinggi 
norma-norma yang hidup serta cita-cita Bangsa dan Negara 
Indonesia. Anggota Korpri harus menghindari setiap tindakan 
dan tingkah laku yang dapat menurunkan atau mencemarkan 
kehormatan Bangsa dan Negara.

 Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara 
Memegang teguh adalah suatu janji yang tidak mudah 
dilepaskan begitu saja dengan imbalan apa pun. Rahasia adalah 
berupa rencana, kegiatan atau tindakan yang akan, sedang 
atau telah dilaksanakan yang tidak boleh diketahui oleh 
yang tidak berhak. Anggota Korpri selalu memegang teguh 
rahasia jabatan, yaitu rahasia yang menyangkut hubungannya 
dengan suatu instansi dan dibuat oleh pimpinan instansi yang 
bersangkutan. Rahasia negara meliputi seluruh atau sebagian 
besar kepentingan negara.

4. Prasetya ketiga: Kepentingan Negara
 Kepentingan Negara adalah bagian dari cita-cita bangsa 

untuk membangun, memelihara, menciptakan masyarakat 

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



160 A. Junaedi Karso

adil makmur serta memajukan bangsa agar dapat duduk sama 
rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di 
dunia.

 Kepentingan pribadi dan golongan Kepentingan pribadi 
adalah kepentingan diri sendiri dan keluarganya, sedangkan 
kepentingan golongan adalah kepentingan kelompok, suku, 
agama, ras dan golongan. Anggota Korpri sebagai abdi negara 
dan abdi masyarakat harus selalu memberikan layanan yang 
sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa diskriminasi dengan 
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi 
maupun golongan.

5. Prasetya keempat: Memelihara
 Memelihara adalah kemauan yang kuat dari lubuk hati yang 

dalam untuk terus menerus tanpa henti menjaga dan mengelola.
 Persatuan dan kesatuan Bangsa
 Adalah merupakan efek sinergi dan saling ketergantungan 

antara berbagai unsur dalam masyarakat yang terdapat di dalam 
negara. Persatuan dan kesatuan bangsa harus diutamakan karena 
dengan persatuan dan kesatuan itu akan dapat dicapai karya-
karya besar dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

 Sejarah telah mencatat bahwa atas berkat rahmat Allah Yang 
Maha Kuasa ternyata hanya Pancasila yang dapat mempersatukan 
bangsa Indonesia. Dalamrangka memperkokoh persatuan dan 
kesatuan bangsa, setiap anggota Korpri harus berusaha, antara 
lain: menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di 
dalam kehidupannya sehari-hari, meningkatkan kerukunan 
hidup antar umat beragama dan meningkatkan kerjasama di 
antara rakyat Indonesia yang memeluk agama yang berbeda-
beda, menghormati adat istiadat dan kebiasaan golongan 
masyarakat serta meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan 
sosial, khususnya terhadap lapisan masyarakat yang tertinggal 
di dalam pembangunan.

 Kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia
 Adalah merupakan sikap batin yang positif setiap anggota 

Korpri yang merasa senasib sepenanggungan di dalam mencapai 
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visi dan misi bersama yang harus diwujudkan dalam kehidupan 
sehari-hari

6. Prasetya kelima: Menegakkan kejujuran, keadilan dan 
kedisiplinan

 Adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan 
negara tanpa kenal menyerah dengan mengharapkan ridho Tuhan 
Yang Maha Kuasa, berupaya untuk mewujudkan keseimbangan 
antara hak dan kewajiban dengan mengedepankan penegakan 
hukum tanpa pandang bulu serta senantiasa menaati peraturan 
perundangan.

 Meningkatkan kesejahteraan
 Adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin sebagai 

hasil perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
 Profesionalisme
 Adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas di bidang 

masing-masing dengan tingkat kompetensi yang tinggi dalam 
rangka meningkatkan pengabdian kepada negara dan pelayanan 
kepada masyarakat. 

 Dengan kode etik Panca Prasetya Korpri, diharapkan segenap 
anggota Korpri dapat menempatkan kedudukannya selaku 
pemikir, perencana, pelaksana, pengendali dan pengawas dalam 
tugas-tugas pemerintahan di satu pihak serta sebagai pengayom, 
pembela keadilan dan pejuang untuk kepentingan anggota, 
serta panutan bagi masyarakat. 

B. Kesimpulan 
1. Kode etik dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku moral 

suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-
ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh 
seluruh kelompok tersebut, seperti lembaga atau instansi 
pemerintahan.

2. Kode etik PNS bertujuan untuk menjaga integritas, martabat, 
kehormatan, citra dan kepercayaan pegawai negeri sipil 
melaksanakan setiap tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung 
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162 A. Junaedi Karso

jawab kepada negara, pemerintah dan sesama pegawai, 
masyarakat dan organisasi.

3. Panca Prasetya Korpri ini merupakan sumpah/ janji Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) yang bertujuan agar dapat menciptakan 
sosok PNS yang profesional, jujur, bersih dari segala korupsi, 
kolusi, nepotisme serta berjiwa sosial.

4. Untuk dapat mengamalkannya dengan baik, Panca Prasettya 
Korpri harus dipahami dan dihayati secara seksama. Dengan 
demikian diharapkan makna yang terkandung dalam kode etik 
Korpri dapat ditegakkan.

5. Dengan kode etik Panca Prasetya Korpri, diharapkan segenap 
anggota Korpri dapat menempatkan kedudukannya selaku 
pemikir, perencana, pelaksana, pengendali dan pengawas dalam 
tugas-tugas pemerintahan di satu pihak serta sebagai pengayom, 
pembela keadilan dan pejuang untuk kepentingan anggota, 
serta panutan bagi masyarakat.
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BAB XV 
ETIKA POLITIK PEMERINTAH

A. Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik
Etika merupakan landasan berpikir dan bertindak seorang aparat 

penyelenggara pemerintahan atau yang biasa disebut sebagai Aparatur 
Sipil Negara (ASN). Pada saat masyarakat luas tidak merasa terpenuhi atas 
pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, biasanya masyarakat 
akan merasa tidak puas, dan akan menggugat nilai atau standar etika 
apa yang dipakai aparat dalam memberikan pelayanan tersebut. Dalam 
kaitannya dengan pembangunan aparatur pemerintah memberikan 
arahan bahwa “pembangunan aparatur pemerintah diarahkan 
pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan 
penyelenggara pemerintahan termasuk peningkatan kemampuan dan 
disiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan aparatnya, sehingga 
secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan 
dan pembangunan sebaik-baiknya, khususnya dalam melayani, 
mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat 
dalam pembangunan, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi 
masyarakat. Dijalankannya etika pemerintahan oleh aparatur pemerintah 
akan berimplikasi langsung pada penyelenggaraan pemerintahan. 
Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lancar dan sukses apabila 
perilaku aparat birokrasi menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai 
etika. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, 
ditemukan fenomena-fenomena yang terjadi terkait etika pemerintah 
yang belum professional dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan 
dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan 
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164 A. Junaedi Karso

pada samsat tondano harus ada keseimbangan antara pertumbuhan 
wajib pajak dengan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang 
mendukung pelayanan pada Samsat Tondano, termasuk system/prosedur 
pelayanan dan informasi bagi masyarakat/wajib pajak.Berangkat dari 
informasi yang dialami dan di dengar langsung dari masyarakat, maka 
melalui penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam etika ASN dalam 
memberikan pelayanan publik.

Etika merupakan landasan berpikir dan bertindak seorang aparat 
penyelenggara pemerintahan atau yang biasa disebut sebagai Aparatur 
Sipil Negara (ASN). Pada saat masyarakat luas tidak merasa terpenuhi 
atas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, biasanya 
masyarakat akan merasa tidak puas, dan akan menggugat nilai atau 
standar etika apa yang dipakai aparat dalam memberikan pelayanan 
tersebut, karena etika pemerintahan selalu menjadi isu yang senantiasa 
membutuhkan perhatian yang serius. Etika pemerintahan menjadi 
topik pembicaraan dewasa ini terutama dalam upaya m e w u j u d k a n 
aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam kaitannya 
dengan pembangunan aparatur pemerintah. “pembangunan aparatur 
pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas 
seluruh tatanan penyelenggara pemerintahan termasuk peningkatan 
kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan 
aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan 
tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya, khususnya dalam 
melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif 
masyarakat dalam pembangunan, serta tanggap terhadap kepentingan 
dan apirasi masyarakat.

Fungsi utama dari ASN adalah mengabdi pada masyarakat dan pada 
kepentingan umum, dengan alat perlengkapannya yang ada. Dalam 
melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan 
sebaliknya mencari keuntungan atau mementingkan kepentingan pribadi 
atau golongan. Aparatur pemerintah menjadi saluran dan jembatan 
pengabdi dalam melaksanakan kepentingan umum dengan penuh 
dedikasi dan loyalitas, bukan sebaliknya. Dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya aparat pemerintah harus tanggap terhadap perubahan yang 
setiap saat terjadi dikalangan masyarakat. Setiap aparat perlu menyadari 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 165

tujuan negara dan sadar akan masyarakat umum yang memerlukan 
pelayanan oleh para aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-
masing.

Hal tersebut hendak menjelaskan bahwa idealnya perilaku 
seseorang aparat pemerintah yang didasarkan pada etika pemerintahan. 
Namun ternyata untuk mempraktikkannya tidaklah semudah 
yang dibayangkan. Sejauh ini, masih kerap kita temui aparat-aparat 
pemerintah yang melakukan penyelewengan dan mengabaikan etika 
pemerintahan yang seharusnya menjadi pedoman mereka dalam bekerja. 
Terjadi penyimpangan akibat kurang atau tidak dipahaminya nilai-
nilai etika pemerintahan sehingga perilaku aparat jadi menyimpang. 
Menyimpangnya perilaku aparat pemerintah akan dapat menimbulkan 
reaksi langsung maupun tidak langsung dari masyarakat yang akhirnya 
akan menjelma menjadi pendapat umum yang dapat merongrong 
kewibawaan pemerintah.

Memahami pentingnya etika pemerintahan tidaklah semata-
mata hendak mengungkapkan apa yang boleh dan tidak dikerjakan 
(baik-buruk; benar-salah) oleh aparat pemerintahan, tetapi lebih dari 
itu adalah upaya yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan 
profesionalisme agar tindakan dan perilakunya mencerminkan ethical 
reflection yang bermanfaat bagi penyempurnaan pelayanan kepada 
masyarakat, sehingga dapat tercipta birokrasi pemerintahan yang bersih 
dan professional.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, 
ditemukan fenomena-fenomena yang terjadi terkait etika ASN. Pegawai 
samsat tondano masih belum memberikan pelayanan yang terbaik bagi 
masyarakat wajib pajak itu sendiri. Contohnya dalam pengurusan 
administrasi masih ada masyarakat yang merasakan ketidaksamaan 
pelayanan dalam pengurusan administrasi. Rendahnya kualitas ASN ini 
diperoleh langsung oleh peneliti dan juga berdasarkan keluhan-keluhan 
yang disampaikan oleh masyarakat kepada peneliti, dimana berdasarkan 
kriteria sikap, perilaku, keramahan, kesopanan dari ASN itu sendiri, 
hal ini pula dapat mempengaruhi kualitas kerjanya dan berdampak 
pada: kurang patuhnya aparat birokrasi terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, penyalahgunaan pengabdian tanggung jawab, 
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166 A. Junaedi Karso

memiliki jiwa dedikasi yang rendah, kurang inisiatif, penundaan dalam 
berbagai tugas yang diberikan, dan masih banyak masalah-masalah 
lainnya.

B. Tinjauan Pustaka
Konsep Etika Pemerintahan

Dalam bahasa latin “Ethica” berarti beradab, tingkah laku, moral. 
Dan dalam bahasa Indonesia “Etika-Etik-Etis” berarti: kelakuan, tata 
cara, tata krama, moral, akhlak; sedangkan etis sering dipergunakan 
dalam bahasa hukum yaitu : norma-norma, kaidah, peraturan-peraturan. 
Secara Etimologis istilah etika berasal dari bahasa Yunani, “Etos” yang 
berati watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Salah satu cabang filsafah yang 
dibatasi dengan dasar nilai moral menyangkut apa yang diperbolehkan 
atau tidak, yang baik atau tidak baik, yang pantas atau tidak pantas, pada 
perilaku manusia (Krisyanto, 2008:11). Etika merupakan cabang filsafat. 
Etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat yang mencari ketenaran 
(benar) sedalam-dalamnya. Sebagai tugas tertentu bagi etika, ia mencari 
ukuran baik buruknya bagi tingkah laku manusia. Etika hendak mencari 
tindakan manusia manakah yang baik (Zubair 2010:14).

Mahmoedin (2007:25) membagi istilah etika dalam beberapa 
definisi, yaitu :

- Merupakan dasar moral, termasuk ilmu mengenai kebaikan dan 
sifat-sifat tentang hak.

- Tuntutan mengenai perilaku, sikap dan tindakan yang diakui, 
sehubungan dengan suatu jenis kegiatan manusia. Ilmu tentang 
apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban 
moral.

- Merupakan ilmu mengenai watak manusia yang ideal. 
Kumpulan asas yang berkenan dengan akhlak.

- Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan 
atau masyarakat.

- Pedoman kelakuan, sikap atau tindakan yang diterima atau 
diakui, sehubungan dengan kegiatan manusia dari golongan 
tertentu. Ilmu mengenai kewajiban.
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 167

- Dasar-dasar moral sseorang.
 Dalam Encyclopedi Britanica, etika dinyatakan dengan tegas 

sebagai filsafat moral, yaitu studi yang sistematik mengenai sifat 
dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar dan 
sebagainya, Frankein menjelaskan bahwa etika sebagai cabang 
filsafat, yaitu filsafat moral atau pemikiran kefilsafatan \tentang 
moralitas, problem moral dan pertimbangan moral (Zubair 
2010:16).

Dari berbagai konsep tentang etika, dapat diklasifikasikan 3 jenis 
konsep yaitu:

- Yang menekan pada aspek historic: Dimana etika dipandang 
sebagai cabang filsafat yang membicarakan masalah baik 
buruknya perilaku manusia.

- Yang menerangkan secara Deskriptif : Dimana etika dipandang 
sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah baik 
buruknya perilaku manusia dalam kehidupan manusia bersama.

 Konsep demikian tidak melihat kenyataan bahwa ada 
keanekaragaman norma karena adanya ketidaksamaan waktu 
dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan 
lebih bersifat sosiologik.

- Yang menekankan pada sifat dasar etika sebagai ilmu yang 
nomatif dan bercorak kefilsafatan; dimana etika dipandang 
sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normative, evaluatif 
yang hanya memberikan nilai baik buruk terhadap perilaku 
manusia. Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya 
fakta, cukup memberikan informasi, menganjurkan dan 
merefleksikan. Atas dasar konsep terakhir ini etika digolongkan 
sebagai pembicaraan yang bersifat informative direksif dan 
refleksif. (Zubair 2010:17). Etika pemerintahan adalah bagian 
dari etika pada umumnya, sedangkan etika itu laus sekali. 
Unsur-unsur pemerintahan yang perlu diperhatikan didalam 
etika pemerintahan ialah harus mempunyai adjusment dan 
unlimited/penyesuaian segala sesuatu yang tidak ada batasnya 
(Widjaya, 2005:79).
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168 A. Junaedi Karso

Mencari sistematik dalam etika pemerintahan sangat sulit karena 
pemerintahan selalu berubah menurut power yang berkuasa. Pegangan 
yang paling penting dalam etika pemerintahan ialah power dan 
authority/otoritas kekusaan. Dalam hal pemerintahan kita memerlukan 
etika. Ada dua unsur yang terlibat dalam soal pemerintahan:

Unsur yang Memerintah dan Unsur yang Diperintah
Inti dari etika pemerintahan adalah penggunanan kekuasaan 

(The use of power). Di dalam penggunaan power atau authority kita 
harus mempunyai pedoman-pedoman yaitu undang-undang dasar dan 
peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat umum 
(generalis) yang ditafsirkan secara analogis sehingga dapat diterapkan. 
Secara umum orang harus tahu bagaimana penggunaan aturan itu. 
Penggunaan itu harus berpedoman pada publik service sebagai ukuran 
kehendak masyarakat. Public service adalah pelayanan seefektif mungkin 
kepada masyarakat. (Widjaya, 2005:83).

Menurut Mertins Jr, dalam Krisyanto (2008:24-25) Pengembangan 
nilai-nilai etika pemerintahan diarahkan kepada terciptanya integritas 
profesional para aparat penyelenggaraan pemerintahan Elemen pokok 
integritas profesionalnya diarahkan pada empat hal, yaitu:

- Equality; Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. 
Hal ini didasarkan atas tipe prilaku birokrasi rasional yang 
secara konsisten didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional 
yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas 
kepada seluruh pihak tanpa memandang afiliasi politik, status 
sosial dan sebagainya. Bagi mereka yang memberikan perlakuan 
yang sama identik dengan berlaku jujur.

- Equity; Perlakuan yang sama pada masyarakat tidak cukup. 
Maka selain itu diperlukan perlakuan yang adil. Untuk 
masyarakat yang kadang-kadang pluralistik kadang-kadang 
diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama, 
dan kadang-kadang pula dibutuhkan perlakuan yang adil tapi 
tidak sama kepada orang tertentu. (misalkan:pemberian subsidi 
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 169

untuk pembangunan rumah tipe RSS, pemberian kredit tanpa 
bunga untuk pengusaha lemah, dan sebagainya).

- Loyality; Kesetiaan diberikan kepada kostitusi, hukum, 
pimpinan, bawahan, dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan 
tersebut berkaitan satu sama lain. Dan tidak ada kesetiaan 
yang diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan 
mengabaikan yang lainnya. Responsibility; Setiap aparat 
pemerintah harus siap menerima tanggung jawab apapun yang 
ia kerjakan dan harus menghindarkan diri dari sindrom “saya 
sekedar melaksanakan perintah atasan.

Konsep Pelayanan Publik
Pelayanan publik diibaratkan sebagai sebuah proses, dimana ada 

orang yang dilayani, melayani, dan jenis dari pelayanan yang diberikan. 
Sehingga kiranya pelayanan publik memuat hal-hal yang substansial 
yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan swasta. Menurut 
Dwiyanto (2010:6) pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan 
oleh pemerintah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat, 
sehingga dapat dibedakan dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta.

Menurut Sinambela (2010:5) pelayanan publik juga diartikan 
sebagai pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat 
yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan 
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Ainur (2008:3) pelayanan publik adalah suatu pelayanan 
atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-
fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi 
publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik 
(public service) adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara atas 
suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan dalam hal ini pemerintah yang terkait dengan 
kepentingan publik.
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170 A. Junaedi Karso

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap 
lini organisasi pemerintahan di Indonesia, pemerintah melalui Menteri  
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Tatalaksana 
Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar prinsip-
prinsip pelayanan seperti yang dikutip oleh Tangkilisan (2006:22-23) 
sebagai berikut :

1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara 
pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, 
lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 
mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

2. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan 
kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, 
persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit 
kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 
meberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata 
cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.

3. Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan 
yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian 
hukum bagi masyarakat.

4. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara 
pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab 
pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau 
tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan 
wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan 
dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

5. Efesiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi 
pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian 
sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan 
antara persyaratan dengan produk pelayanan.

6. Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan 
harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai 
barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk 
membayar, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 171

7. Keadilan dan pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan 
pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang 
merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

8. Ketepatan waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus 
dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Teori dari Mertins Jr, dalam buku Krisyanto (2008:24-25),yang 
menjelaskan mengenai nilai-nilai etika pemerintah diarahkan kepada 
terciptanya integritas professional para aparat penyelenggaraan 
pemerintahan elemen pokok integritas profesionalnya diarahkan pada 
empat yaitu Equality, Equity, Loyality, dan Responsibility dengan 
penjelasan sebagai berikut :

1. Equality Equality, merupakan Perlakuan yang sama atas 
pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe prilaku 
birokrasi rasional yang secara konsisten didasarkan atas tipe 
perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan 
pelayanan yang berkualitas kepada seluruh pihak tanpa 
memandang afiliasi politik, status sosial dan sebagainya. Bagi 
mereka yang memberikan perlakuan yang sama identik dengan 
berlaku jujur.

Salah satu kebijakan pokok dari badan pemerintahan yang bertujuan 
mengabdi kepada seluruh rakyat dan melayani kepentingan umum ialah 
perlakuan adil. Perlakuan adil itu biasanya dapat diwujudkan dengan 
memberikan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan atau pilih 
kasih kepada semua pihak. Persamaan dalam perlakuan, pelayanan, dan 
pengabdian harus diberikan oleh setiap petugas kepada public tanpa 
memandang hubungan kerabat, ikatan politik, asal usul keturunan 
atau kedudukan sosial. Perbedaan perlakuan secara semena-mena atau 
berdasarkan kepentingan pribadi, tidak boleh dilakukan oleh petugas 
administrasi pemerintahan yang adil.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan masyarakat 
wajib pajak Bapak. Eko Pangkey, dalam pelayanan yang di lakukan di 
kantor samsat tondano, Bapak Eko masih mengalami perlakuan yang 
tidak sama dalam pemberian pelayanan publik, yakni jawaban dari 
pegawai samsat kurang baik yang diberikan kepada masyarakat wajib 
pajak seperti Bapak Eko Pangkey.

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



172 A. Junaedi Karso

Selain itu menurut Bapak. Djafri Sanggor, SE selaku Kepala Seksi 
Pelayanan PKB, BBN-KB dan PAP samsat tondano, pelayanan yang 
diberikan oleh pegawai samsat harusnya berdasarkan asas persamaan 
serta pelayanan dengan keramahan.

Menurut Waldo dalam bukunya yang berjudul “The Enterprise of 
Publik Administration” mengatakan bahwa dalam salah satu asas etis 
yaitu persamaan menyebutkan bahwa salah satu kebijakan pokok dari 
badan pemerintah yang bertujuan mengabdi kepada seluruh rakyat dan 
melayani kepentingan umum ialah perlakuan sama terhadap masyarakat. 
Perlakuan yang sama disini dapat diwujudkan dengan memberikan 
perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan atau pilih kasih kepada 
salah satu pihak.

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis menyimpulkan bahwa 
pelayanan yang seharusnya di berikan terhadap masyarakat wajib pajak 
ialah berdasarkan asas persamaan serta pelayanan dengan keramahan. 
Sesuai dengan asas etis yaitu kebajikan pokok pemerintah yang bertujuan 
mengabdi terhadap rakyat dan melayani kepentingan rakyat dengan 
perlakuan yang sama.

Equity
Perlakuan yang sama kepada masyarakat itu tidaklah cukup. Maka 

selain itu diperlukan perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang kadang-
kadang pluralistik kadang-kadang diperlukan perlakuan yang adil dan 
perlakuan yang sama, dan kadang-kadang pula dibutuhkan perlakuan 
yang adil tapi tidak sama kepada orang tertentu. (misalkan:pemberian 
subsidi untuk pembangunan rumah tipe RSS, pemberian kredit tanpa 
bunga untuk pengusaha lemah, dan sebagainya).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang wajib pajak yaitu 
Bapak. Audy Kalengkongan, bahwa pada saat melakukan pembuatan 
plat nomor kendaraan, bapak Audy harus menunggu sekitaran dua hari 
lamanya sedangkan wajib pajak yang lain hanya dapat menunggu seharian 
saja untuk mendapat plat nomor kendaraan yang baru. Hal ini membuat 
Dia kecewa karena diperlakukan tidak adil oleh pegawai samsat.
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Yang saya kutip dari Waldo (Sukidin, 2011: 26-29) yaitu salah satu 
yang pokok dalam administrasi pemerintahan ialah salah satu kebijakan 
pokok dari badan pemerintah yang bertujuan mengabdi kepada seluruh 
rakyat dan melayani kepentingan umum ialah perlakuan adil. Perlakuan 
yang adil itu biasanya dapat diwujudkan dengan memberikan perlakuan 
yang sama tanpa membeda-bedakan atau pilih kasih kepada semua pihak.

Persamaan dalam perlakuan, pelayanan, dan pengabdian harus 
diberikan oleh setiap petugas kepada public tanpa memandang hubungan 
kerabat, ikatan politik, asal-usul keturunan, atau kedudukan sosial. 
Perbedaan perlakuan secara semana-mana atau berdasarkan kepentingan 
pribadi, tidak boleh dilakukan oleh petugas administrasi pemerintahan 
yang adil.

Berdasarkan hasil pengamatan dari penulis, maka penulis 
menyimpulkan bahwa pelayanan yang d berikan oleh samsat tondano 
dalam asas etis ini belum berjalan dengan begitu baik dari segi keadilan 
sendiri, pasalnya masih ada perbedaan waktu dalam pembuatan plat 
nomor kendaraan yang dialami salah satu wajib pajak yaitu bapak audy 
ini adalah bukti bahwa pelayanan yang di rasakan masyarakat belum 
pada posisi adil.

Meskipun dalam teorinya waldo jelas mengatakan bahwa 
administrasi pemerintah ialah kebijakan pokok dari badan pemerintah 
yang bertujuan mengabdi kepada masyarakat dan melayani kepentingan 
umum dengan seadil-adilnya. Tapi keadilan masih minim dirasakan oleh 
masyarakat wajib pajak.

Loyality
Kesetiaan diberikan kepada kostitusi, hukum, pimpinan, bawahan,  

dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut berkaitan satu sama 
lain. Dan tidak ada kesetiaan yang diberikan kepada satu jenis kesetiaan 
tertentu dengan mengabaikan yang lain. Dan kinerja, meskipun dia akui 
bahwa terkadang masih ada beberapa pelanggaran disiplin, namun secara 
keseluruhan pegawai tetap loyal terhadap atasan.

Dan juga setelah saya mewawancarai seorang Pegawai samsat dia 
pun mengatakan bahwa kesejahtraan ASN di Indonesia semuanya sudah 
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sama, namun katanya sebagai pegawi biasa kesejahtraan antara dia dengan 
keluarganya sudah cukup terpenuhi. Karena baginya kesejahtraan ASN 
dapat berpengaruh pada loyalitas dan kesetiaan seseorang.

asas etis ini menyangkut hasrat petugas untuk turut merasa 
memimikul kebijakan penuh dan ikatan kuat dalam melaksanakan semua 
tugas pekerjaan secara memuaskan. Dan petugas administrasi pemerintah 
harus memiliki niat yang besar dalam menjalankan fungsi-fungsinya 
secara efektif dalam memuaskan pihak pengguna jasa yaitu masayrakat. 
Hal ini bertujuan untuk mengsukseskan program pemerintah terkait 
dengan good governance. 

C. Kesimpulan
1. Equality
 Berdasarkan hasil pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa 

dalam memberikan pelayanan publik di Kantor UPTD Samsat 
Tondano masih belum berdasarkan asas etis persamaan, 
dikarenakan masih terdapat pelayanan yang tidak sama antara 
masyarakat satu dengan yang lain.

2. Equity
 Pada hasil pembahasan Peneliti menyimpulkan bahwa dalam 

pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai Samsat Tondano 
masih belum terlaksana dengan baik atau masih belum sesuai 
dengan asas keadilan.

3. Loyality
 Loyalitas merupakan kesetiaan yang timbul dengan sendirinya 

pada diri seseorang yang memberikan jasa oleh penyedia jasa 
secara baik dan optimal. Untuk mencapai suatu pelayanan 
yang baik dan optimal, maka bagian yang paling inti untuk 
menciptakan pegawai yang loyal terhadap atasan adalah dengan 
membuat mereka sejahtra dalam kebutuhan mereka.

4. Resposibility
 Terkait dengan pelaksanaan good governance maka pegawai 

saat ini di tuntut untuk dapat mempertanggungjawabkan atas 
semua kewenangan yang telah di embannya.

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



175

REFERENSI

Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar 
Grafika, Jakarta 

Afifuddin, Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori Dan 
Implikasinya Di Era Reformasi, Alfabeta, Bandung, 2012 

Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi 
Negara Dalam Persfektif Fikih Siyasah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT 
Raja Grafindo Persada, 2010 

Anthony Giddens, The Thrid Way : Jalan ketiga pembangunan 
Demokrasi, Gramedia, Jakarta, 1998 

Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintahan 
Di Bidang Pertanahan, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008 

Asmawi Rewansyah, Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good 
Governance, Cv. Yusaintanas Prima, Bogor, 2010 

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi daerah, Pusat Studi Hukum 
FH UII, Yogyakarta, 2002 

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, 
Bandung, 2008 

__________________, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
Mandar Maju, Bandung, 2013 

Bernhard Limbong, Politik Tanah, Pustaka Margaretha, Jakarta 
Dede Rosyada Dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat 

Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2000 
Efendi, Sofian, Membangun Martabat Manusia ; Peranan ilmu–ilmu 
Sosial dalam Pembangunan, Gajah Mada University, Yogyakarta, 1996 

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



176 A. Junaedi Karso

Faried Ali, Nurlina Muhidin, Hukum Tata Pemerintahan Heteronom 
dan otonom, Refika Aditama, 2012, Bandung 

Gea S. Th., Yuni Wulandari, Babari, In Character Building II: Relasi 
dengan Sesama, PT. Elex Media Komputerindo, Jakarta, 2001 

Hatifah Sj. Sumarto, Inovasi, partisipasi dan Good Governance, Yayasan 
Obor Indonesia, Jakarta, 2003 

Hesti Puspitosari, Khalikussabir, Luthfi J. Kurniawan, Filosofi Pelayanan 
Publik, Setara Press, Malang, 2011 

Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-
asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Erlangga, Jakarta, 2010 

Inu Kencana Syafiie, Etika Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta, 2011 
Jazim Hamidi, Penerapan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Layak 

(Aaupl) Di Lingkungan Administrasi Indonesia, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2009 

____________, dan Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenan 
Indonesia, Alumni, Malang, 2009 

Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Pt. 
Bhuana Ilmu populer (kelompok gramedia), Jakarta, 2008 

Juniarso Ridwan dan Achmad sodik sudrajat, Hukum Administrasi 
Negara Dan Kebijakan Layanan Publik, Penerbit Nuansa Cendekia, 
2009 

Kansil. C.S.T, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Ghalia indonesia, 
Jakarta, 1983 

Kuntjoro purbopranoto, Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia, 
Angkasa O!set, Bandung, 1981 

Marbun SF, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di 
Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2011 

Mardiasmo, Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, Andy 
O!set, Yogyakarta, 1998 

Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan 
Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005 

M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, 
Bumi Aksara, Jakarta, 2007 

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 177

Mochtar Mas’oed, ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan 
Metodologi, PT. Pustaka LP3S, Jakarta, 1994 

Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara 
Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1998 

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 
2009 Muchsin, Imam Koeswahyono, Soimin, Hukum Agraria 
Dalam Persfektif 

sejarah, PT Refika Aditama, Bandung, 2007 
PhilipusHadjono, Hukum Administrasi dan Good Governance, 
Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010 

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Graha Indonesia, 
Jakarta, 1996 

Rachmadi usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan, PT 
Citra Aditya Bakti, Bandung 

Riawan Tjabdra, Hukum Sarana Pemerintahan, Cahaya Atma Pustaka, 
Jakarta, 2014 

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2006 
Romi Librayanto, Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan 

Indonesia, PuKAP, Makasar, 2008 
Rony Hanitijio Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri, 

Ghalian Indonesia, Jakarta, 1998 
Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, 

Bandung 
Sadjijono, Bab Bab pokok Hukum Administrasi, Laksbang PRESSindo, 

Yogyakarta, 2008 
Sampara Lukman, Manajemen Kualitas Pelayanan Publik, STIA LAN 

Press, Jakarta 
Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, 

Tugujogja, Yogyakarta 
Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Konstruksi sampai 

implementasi, Rajawali Pers, Jakarta 2012 
Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi 

Negara, Alumni, Bandung, 1992 

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



178 A. Junaedi Karso

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu 
tinjauan singkat, CV Rajawali, Jakarta 2006 

Subarsyah Sumadikara, Kejatahan Politik (kajian Dalam Persfektif 
Kejahatan Sempurna), Kencana utama, Bandung, 2009 hlm 151 

Syafrudin, Ateng, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 
yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, 
Bandung, 2000 

S.F. Marbun, Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII 
Press, Yogyakarta, 2001 

Tangkilisan, Hessel Nogi S, Manajemen Publik, Grassindo, Jakarta, 
2005 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya, 
Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1983 
Utrecht E. dan Moh.Salehdjindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, 

Jakarta. 1982 
Wahab, Solichin Abdul, Analisis Kebijakan Negara, Rieneka Cipta, 

Jakarta, 1990 
Yudoyono, Bambang, Otonomi Daerah, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 

2001 
Ainur, Ahmad, dkk.2008. Reformasi Pelayanan Publik. Malang: 

Averroes Press.
Djohan, Djohermansyah, 1990, Problematik Pemerintahandan Politik 

Lokal, Bumi Aksara, Jakarta.
Dwiyanto, Agus, dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, 

Kebijakan, dan Implementas. Jakarta: Bumi Aksara.
Kansil, C.S.T, 2005, Sistem Pemerintahan Indonesia, Radar Jaya 

O!set , Jakarta.
Krisyanto, Eddy, 2008. Etika Politik Dalam Konteks Indonesia, Kanisius, 

Yogyakarta.
Nazir. 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Mulyono, Yalia. 2011. Menuju Peyanan Publik Yang Lebih Baik Dengan 

E-Government. Bandung: Agenda Observasi
Sya"e, Kencana Ibnu, 2008, Etika Pemerintahan, Edisi Revisi. Cetakan 

ke-4. Rineka Cipta, Jakarta.

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 179

Sinambela, L.P.. 2010. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, 
dan Implementasi, Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. CV. Alfabeta. 
Bandung.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2006. Kebijakan Publik yang Membumi. 
Yogyakarta: Lukman O!set.

Widjaya, A.W, 2005, Etika Pemerintahan, Cetakan ke-6. Jakarta: 
Bumi Aksara. Zubair, Achmad, 2010, Kuliah Etika, Cetakan ke-5. 
Jakarta: Rajawali Pers.

Budiardjo Miriam, 1981, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta. 
Darmodihardjo Dardji, 1977, Santiadji Pancasila, Laboratorium 
IKIP, Malang.

…, 1996, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum 
Indonesia, Penerbit Rajawali, Jakarta.

Kaelan, 2002, Pendidikan Pancasila, Penerbit Paradigma, Yogyakarta.
Suseno-Franz Magnis, 1987, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral 

Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta.
Syafie Inu Kencana, 1994, Etika Pemerintahan, Penerbit Rineka Cipta, 

Jakarta.
Mansoer, Hamdan. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan 

Tinggi Umum Sebagai Dasar Nilai dan Pedoman erkarya Bagi 
Lulusan. Makalah.

SUSCADOS PKn Dirjen Dikti Depdiknas: Jakarta. 13-23 Desember 
2005.

Siswomihardjo, Koento Wibisono. 2005. Pancasila sebagai Dasar Etika 
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Makalah. 
SUSCADOS PKn Dirjen Dikti Depdiknas: Jakarta. 13-23 
Desember 2005.

---, 2005. Identitas Nasional Aktualisasi Pengembangannya Melalui 
Revitalisasi Pancasila. Makalah. SUSCADOS PKn Dirjen Dikti 
Depdiknas: Jakarta. 13-23 Desember 2005.

Winataputra, Udin S. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan untuk 
Membangun Masyarakat Demokratis dan Berkeadaban. Makalah. 
SUSCADOS PKn Dirjen Dikti Depdiknas: Jakarta. 13-23 
Desember 2005.

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



180 A. Junaedi Karso

Undang-Undang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. 
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden 
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum. 
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. 

Jurnal
- Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Grandani Lontoh1 Ventje 

Kasenda2 Josef Kairupan3 Eksekutif ISSN :2337 – 5736 Volome 1 
No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam 
Ratulangi

Jurnal Hukum/Artikel Ilmiah : 
- Hasanuddin Yusuf Adan, 2014, Partai Politik Dalam Perspektif 

Islam, Jurnal Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari’ah dan Hukum 
UIN Ar-Raniry. 

- Moh. Saleh, November 2011, Akibat Hukum Pembubaran Partai 
Politik Oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Mahkamah 
Konstitusi Jakarta dan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum 
Universitas Narotama Surabaya. 

- Mukthie Fadjar, April 2009, Pemilu Yang Demokratis dan 
Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU, 
Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1. 

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 181

- Drs. Drs. Ismail, M.Si, 2017, Etika Pemerintahan Norma, Konsep, 
dan Praktik Etika Pemerintahan Lintang Rasi Aksara Books, Bantul    
DI Yogyakarta 55188 www.lintangpublishing.com

- Drs.Sahabuddin,M,Si 2019, Bahan Ajar Diklat Agenda Self Mastery  
Integritas Kepemimpinan Tingkat III 

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



182 A. Junaedi Karso H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



183

PROFIL PENULIS

A. Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 
1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah 
diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara 
karya yang diterbitkan di jurnal nasional tahun 2020 adalah 

Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds 
in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance 
of North Sumatera, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan Penerapan Tatakelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan 
Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit 
di PTPN IV, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain 
Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di 
Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); Partisipasi 
Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten 
Enrekang, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); 
Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan 
Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar, (Jurnal MODERAT, 
2019); Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota 
Layak Anak di Kota Makassar, (Journal of Government and Civil Society, 
2019); Peran Humas dalam Menyebarluaskan Pembangunan Pariwisata di 
Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan 
Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The 
Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI, (Res 
Nulius Law Journal, 2019).

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



184 A. Junaedi Karso

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara 
lain Factor That A!ect Governance of Land Administration service in Anjatan 
Districty, (International Jurnal of Social Science Humanities Research, 2019); 
dan Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration 
Service in Anjatan District, Indramayu Regency, (IJO-International Journal of 
Social Science and Humanitities Research, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain Regional 
Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation 
in Indonesia, (East African Scholar Journal of Economics, business and 
Management, 2019); Public Policy for Environmental Regulation and Its 
Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand, (International 
Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus), 2020); E!ort to 
Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance 
Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia, 
(Journal L Sociale, 2020); E!ort to Increase the Fisherman Income Through 
Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro 
Bombang, Pangkep Regency, (Journal La Bisecoman, 2020); Legal Review 
of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 
of 2008 Concerning Ports, (South Asian Research Journal of Humanitues 
Social Sciences, 2020); Government Handling and Policies in Overcoming 
The Covid-19 Pandemic in Indonesia, (East African Scholar Journal of 
Education and Literature, 2020); Implementation of Good Corporate 
Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets, (Journal La 
Sociale, 2020); The E!ect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving 
Public Welfare, (International Journal of Mechanical and Production 
engimeering Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); 
Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi 
Suprema Lex, (Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS), 2020); 
Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review 
of Legal Prespective, (IAR Journal of Humanities and Social Sciences, 
2020); Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned 
Enterpreses, (Artech Journal of Current Business and Financial A!air 
(AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of Sea Transportation Licensing 
Service throught Digital Technology-based Losencing Service, (Solid State 
Technology Archives Available, 2020).

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 185

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata’lim Indramayu 
(lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-
Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), 
S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 
2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). 
Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars 
College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta 
tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi 
Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di 
PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 
1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two 
di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermedite One di PKBMN Jakarta 
tahun 1998, Intermedite Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di 
PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 
1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain My 
Dreams Future Procurement break Through di LPKN tahun 2020, Certificate 
Prourement Contract Legal Expert (CPCLE) di International Frederation of 
Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, Certificate Procurement  
in Perpetice ISO di Nevi Belanda tahun 2020, Implementasi System Thinking 
dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan 
& Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen 
Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/
Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika Blacklist dalam 
Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit 
& Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN 
tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN 
tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing 
ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor 
Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi 
Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi 
Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek 
Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & 
Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami 
Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan 

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



186 A. Junaedi Karso

Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan 
pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, 
Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 
2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan 
Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi 
sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 
2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan 
Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam 
Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN 
tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja 
Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO  
9001:2015 Awarness, Understanding & Implementing Quality Management 
System di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan 
Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi 
Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 
2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen 
Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 
14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi “How to Perform While Transform” di LPKN tahun 2020, 
Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN 
tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/
Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui 
Quality Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam 
Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep 
Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 
2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN 
tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di 
LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja 
di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, 
di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 
2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, 
Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 
2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer 
(TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di 
BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP 
tahun 2020, Training of Trainer (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 

H
ak

 P
ub

lik
asi

  

SA
M

UDRA B
IR

U 



Buku Ajar Etika Politik Pemerintahan 187

2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, 
Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, 
Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, 
Certified International Quantitative Researchy (CIQnR) di Quantum HRM 
International_KAN tahun 2021 dan Certified International Qualitative 
Researchy (CIQaR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, 
guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan 
tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen 
Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 
2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, 
dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas 
Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria 
Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua 
Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, 
Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, 
Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil 
Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert 
Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar 
tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, 
Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV 
Medan – Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert 
Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjaung Priok tahun 2019-
2020, Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 S/d Sekarang 
Certified International Qualitative Research (CIQaR) di Quantum 
HRM International_KAN tahun 2021, dan Konsultan Hukum di PT. 
Perkebunan Nusantara XIII, Kalimantan Barat tahun 2021

Untuk berkorespondensi dengan penulis, pembaca bisa menghubungi 
nomor kontak 0813 2417 8569 atau email: bintang_lyatiara66@gmail.
com. Pembaca juga bisa berkunjung ke Jl. Sultan Alauddin No. 259 
Makassar.
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